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KATA PENGANTAR

Oim Swastyasiu,

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi WasaTuhan Yang Maha Esa,
karena atas tuniunan dan perkenanNya kami dapat menyelesaikan Laporan Keuangan Audited Dinas
Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024,

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, Kepald Perangkat Daerah (PD) sebagai Pengguna Anggaran mempunyai ugas antara lain
menyusun dan menyampaikan Laporan Kevangan Audited Perangkat Deerah yang dipimpinnys.
Perangkat Daerah Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali berkewapban menyelenggarakan
akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun laporan keuangan
Audited berups Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (L), Laporan Perubahan
Ekuitas (LPE), Meraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan,

Penyusunan Laporan Kenangan Audited Dinas Pemajusn Masyarakat Adat Provinsi Bali
mengacu pada Peratutran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekmis
Pengelolaan Keuangan Dacrah dan Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Standar Akuntansi Pemenntahan Berbasis Akrual pada Pemenntahan Daerah.

Penyusunan Laporan Keuangan Audited ini dibarapkan dapat memingkatkan akuntabilitas
publik.

Om Sannh, Santih, Santih, Om.

Bah, 21 Mei 2025
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FERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
KEPALA PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI

lLaporan kevangan SKPD yang terdini dan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan
Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan schagaimani
terfampir adalah merupakan tanggungjawab kami,

Pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawab kami telah diselenggarakan berdasarkan
sistern pengendalian intern vang memadai, standar aluntansi pemerintahan dan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan,

Bali, 21 Mei 2025

RARTIRA J 8
Perhbina Utami Madwl' ([V/d)
NIP. 1968061 3.1 99403 1 012
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PEMERINTAH PROVINSI BALI

DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT

LAPORAN REALISASI ANGGARAMN

Uralan. ﬁ | AwoGARAN 2024 Z

BELANJA DAERAF CE| 837,727 812.583,00 §29.561.170.364,00 | 9,34 329.018.920.108.00
BELANJA OPERAZ] 5.1 B27.727.912.593,00 E23.561 17536400 | 90,34 197 .033_305. 108,00
Balana Pagawal E1.1.1 ©.079.788.817,00 BADOEDI3BZ00 | 9413 B311851.434 00
Balanja Garang ¢an Jasa TE112 ER2T 412 520,00 5.7BO.BES 276,00 | &68.70 T 630.680.316,50
Belana Hitan E1.1.5 B2 160.710.756,00 RO 28071075600 | 9653 311,588 653, 356,00
BELANJA MODAL IXEF] 0,00 0,60 0,00 1,08E.525.000,00
Baiania Modal Porsistan dan | | 5112 0.00 0,00 o00( BAS,330.000,00
fesin
" Belanja Modal Gedung dan CEEF o.00 G T 367.195.000,00
Banguinan

SURPLUSOEFISIT (X {B27.727.012.583,00) (623,561,178 364,00) | 99,34 |329.018,920.108,00)

Bali, 21 Mei 2025
patnfdinas Pemajuan Masyarakat Adat
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PEMERINTAH FROVINSI BALI

DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024

il ENY vn BF -
—— T
BEBAN 531 ATE TT2.375.124,00 477,115 B26 452,00 1,243,451 328.00) | (0,28)
BEBAN OPERAS) [ERE] 475,260,804 248,00 476,467 T83.723,00 (1.226.970.4B5,00) | (0.26)
Beban Pegawal FEER] B.385.530. 545, 00 E_365, 190 468,00 20.337.777,00 0,24
Beban Barang dan Jasa f311.3 40084 B5E 047,00 1622930, 809,00 (1,538,374 062,05 (2015
Bean Hibah 53113 AB0.7B0.710.756,00 460 463,653 356,00 Z31.057.400,00 0.08
Jurniah Boban Oparasi 5310 475260, 504 248,00 #76.487,783.733,00 [1.226.070.405,00) | (0.28)
Aeban Panyusutan gan EZ1r BT &70 578,00 B 047 T1g00 (9R471 343.00) | (16,555 |
Amortisnsi
Jumiah Baban [EX] 475.772.375.124,00 477.115.826.452,00 (1,343,451 328,00) | (0,28)
|
T SURPLUS DEFISIT - LO 534 {475, 772,375 124,00 [T7 115826 457,00 | 1.343.484,328,00 | (028}

Bali, 21 Mei 2025

NIP. 19680613 199403 1 012
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PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINASPEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Uraian REFF CALK TAHUN 2024 TAHUN 2023

ASET 5.2.1 13.394.486.606,20 14.467.167.202,20
ASET LANCAR 5.2.11 682.255.100,00 985.114.820,00
Kas dan Setara Kas 52111 0,00 0,00
Persediaan 5.2.11.1 682.255.100,00 985.114.820,00
ASET TETAP 5.2.1.2 11.413.034.006,20 11.924.604.882,20
Tanah 5.21.2.1 8.018.088.625,00 8.018.088.625,00
Peralatan dan Mesin 5.2.1.2.2 4.470.754.210,00 4.429.254.210,00
Gedung dan Bangunan 5.2.1.2.3 7.923.653.691,20 7.923.653.691,20
Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.21.2.4 23.325.000,00 23.325.000,00
Akumulasi Penyusutan 5.2.1.25 (9.022.787.520,00) (8.469.716.644,00)
ASET LAINNYA 5.2.1.3 1.299.197.500,00 1.557.447.500,00
Aset Lain-Lain 5.2.1.3.1 1.299.197.500,00 1.557.447.500,00
JUMLAH ASET 5.2.1 13.394.486.606,20 14.467.167.202,20
KEWAJIBAN 5.2.2 371.471.178,00 148.975.481.014,00
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 5.2.21 371.471.178,00 148.975.481.014,00
Utang Belanja 52211 371.471.178,00 148.975.481.014,00
JUMLAH KEWAJIBAN 5.2.2 371.471.178,00 148.975.481.014,00
EKUITAS 5.2.3 11.078.116.754,06 11.235.093.301,06
Ekuitas 5.2.3 11.078.116.754,06 11.235.093.301,06
JUMLAH EKUITAS 5.2.3 13.023.015.428,20 (134.508.313.811,80)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN

5.2.1 13.394.486.606,20 14.467.167.202,20
EKUITAS DANA
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Bali, 21 M:! 2025

NIP, IIJ 199403 | 012
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PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024

Ekuitas Awal ErE (138,508.313.811,80) 13.405.537.140,20

Surpius (Defisit-LO) 543 TAT5 772,375 124,00) {77,115 826, 452,00) |
“HK-PPKD 541 623,500 50D, 54 00 W12 6T ITA 0 |
" Damnpak Furnulatl Perubaban Ead

HabijakanMeanlahan Mendasar:

Koreks! Ekuitas Parsediaon-Bahan Komputsr T W

Ekuitas Akhir 545 13.021.015.428 20 {134.508,313.811,80) |

Bali, 1] Mﬂtiﬂi 5

' Ak Madjmﬂ‘-.-’-frl}
NIP. ]%HHME 1959403 1 012
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai Pengguna
Anggaran mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan berupa
Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan
Catatan atas Laporan Keuangan. Dengan demikian penyusunan dan penyajian laporan keuangan OPD
ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran pada OPD.

Laporan keuangan Audited OPD tahun 2024 ini telah disusun dan disgjikan sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntans Pemerintahan
(SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Laporan Redlisas Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran Tahun 2024 dengan
realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari 2024 sampai
dengan 31 Desember 2024.
Redlisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00% dari
anggaran setel ah perubahan sebesar Rp0,00.
Redlisas Belanja Tahun 2024 adaah sebesar Rp623.561.179.364,00 atau mencapai 99,34% dari
anggarannya sebesar Rp627.727.912.593,00
Redlisas Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 yang digunakan untuk pembayaran belanja
Pegawai sebesar Rp8.490.603.392,00 atau 94,13% dari anggaran sebesar Rp9.019.788.917,00;
Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 adalah sebesar Rp5.789.865.216,00 atau 88,70%  dari
anggarannya sebesar Rp6.527.412.920,00; dan Belanja Hibah sebesar Rp609.280.710.756,00 atau
99,53% dari anggarannya sebesar Rp612.180.710.756,00. Redlisasi Belanja Moda Tahun
Anggaran 2024 yang digunakan untuk pembayaran belanja Modal sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari
anggarannya sebesar Rp0,00.

2. NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posiss keuangan Tahun 2024
mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan. Jumlah aset per 31 Desember
2024 adalah sebesar Rp13.394.486.606,20 yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp682.255.100,00
atau mencapai 5,09% dari seluruh aset, dan aset tetap sebesar Rp11.413.034.006,20 atau mencapai
85,20% dari seluruh aset. Sedangkan aset lainnya jumlahnya adalah Rp1.299.197.500,00 atau
mencapai 9,70% dari seluruh aset. Jumlah kewajiban per 31 Desember 2024 adalah sebesar
Rp371.471.178,00 dan Jumlah ekuitas per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp13.023.015.428,20
sehingga jumlah kewgjiban dan ekuitas dana menjadi Rp13.394.486.606,20

3. LAPORAN OPERASIONAL
Laporan Operasiona (LO) menggambarkan realisasi Pendapatan Operasional, Beban dan Surplus
(Defisit) dalam Tahun 2024. Readlisas Pendapatan Tahun 2024 sebesar Rp0,00. Realisas Beban
Tahun 2024 sebesar Rp475.772.375.124,00. Redisas Surplus/Defisit Operasional (LO) Tahun
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2024 schesar (Rp475.772.375.124,00)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan FEkuitas Tahun
pelaporan dibandingkan dengan Tahun sebelumnyva. Ekuitas pertanggal | Januari 2024 adalah
sebesar (Rp134.508.313.811,80) dikurangi defisit-LO schesar (Rp475.772.375.124,00) kemudian
ditambah dengan koreksi-koreksi senilal RpT775.00000 dan ditambah RK-PPKD sebesar
Rp6l3 302.929 364,00 sehingga Ekuitas Enfitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai
BEpl3.023.015428 1),

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Catatan Atas Laporan Kevangan (CALK) Tahun Anggaran 2024 menyajikan informasi dalam
rangka pengunghkapan yang memadai antara lain mengenal dasar penyusunan laporan keuangan,
ekonomi makro, kebijakan keuangan dan idikator pencapaian kinere. Ikhtiar pencapaian tarpet,
kinerja, kebyakan akuntanss, penjelasan pos-pos laporan kinerja dan informasi tambahan sera
pengunghkapan lamnya.
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PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINASPEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
CATATAN ATASLAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Audited tahun 2024 ini kami sgjikan secara lengkap sebagai salah satu wujud
transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata Kelola pemerintahan yang baik
(good governance). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi
penj elasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai (full disclosure).

BAB |
PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posis keuangan dan

transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan
adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja
keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan
mengevaluasi keputusa nmengenai alokasi sumber daya. L aporan Keuangan terutama digunakan untuk
membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah
ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan,
dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan Laporan Keuangan Dinas Pemgjuan Masyarakat Adat Provins Bali disusun adalah
untuk menyajikani nformasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas
dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

A. menyediakan informasi mengenai posis sumber daya ekonomi, kewgjiban dan ekuitas dana
pemerintah;
B. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas
dana pemerintah;
C. menyediakan informasi mengenai sumber, aokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
D. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah menyediakan

informasi mengenal pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH

Peraturan perundang-undangan yang mengatur keuanganpemerintahantaralain:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN -PENDAHULUAN



L aporan Keuangan DPMA Provins Bali TA 2024 | 15

mengamanatkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang
terdiri dari Laporan Redlisas APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan
Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355); Undang-

d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instans
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25);

f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165)

g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1425);

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah).

j. Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bali
Nomor 16 Tahun 2022 tentang K ebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

1.3 INFORMASI UMUM TENTANG ENTITASAKUNTANSI
Dinas Pemguan Masyarakat Adat Provins Bali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah

Provinsi Bali Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan SusunanPerangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisas, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provins Bali,
Dinas Pemajuan Masyarakat Adat mempunyai tugas yaitu membantu Gubernur melaksanakan urusan
pemerintahan bidang Pemauan Masyarakat Adat yang menjadi kewenangan daerah, serta
melaksanakan tugas dekonsentrasi sampal dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya. Daam
menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provins Bali
mempunyaifungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dalam pemajuan masyarakat adat yang menjadi kewenangan
Provinsi;

2. Pelaksanaan kebijakan dalam pemaj uan masyarakat adat yang menjadi kewenangan Provinsi;
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3. Penyelenggaraan administrasi Dinas,

4. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Majelis Desa Adat (MDA);

5. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan

6. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
Struktur Organisasi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provins Bali dapat dilihat pada bagan sebaga
berikut:

Struktur Organisasi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provins Bali
Peraturan Gubernur Bali Tanggal 16 Juni 2023 Nomor 25 Tahun 2023

Tentang Perubahan K edua Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang K edudukan,

Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Bali

FTRUKFUR OHGAMIEAS
FINEE PEMARAN MASTARNEAT & AT FITOVINE] 3L
Farahime Gulbssrsur Bell Soror 71 TRHUR EEET

S e PO R
Rl T R T T

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATASLAPORAN KEUANGAN
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas

nilai suatu pos yang disgjikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan
Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian
informas yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta
pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penygjian yang wagar atas laporan
keuangan.
Adapun sistematikais catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

Bab | Pendahuluan

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan

1.2 Landasan hukum penyusunan catatan atas laporan keuangan

1.3 Informasi Umum tentang Entitas Akuntansi

1.4 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan
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Bab Il Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

2.1 Ekonomi makro
2.2 Kebijakan keuangan
2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab 111 Ikhtisar Pencapaian Kinerja K euangan

3.1 Ikhtisar redisas pencapaian target kinerja keuangan

3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

3.3 Prosedur Penyusunan Informasi Kinerja Keuangan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

4.1
4.2
4.3
4.4

Entitas akuntansi/pel aporan keuangan daerah

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar

akuntansi pemerintah

Bab V Penjelasan pos-pos L aporan K euangan

5.1 Laporan Redlisasi Anggaran

5.2 Neraca

5.3 Laporan Operasional
5.4 Laporan Perubahan Ekuitas

Bab VI Informasi Tambahan dan Pengungkapan Lainnya
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BAB 11
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

21 EKONOMI MAKRO

Ekonomi makro mencerminkan dinamika perubahan ekonomi yang berdampak pada masyarakat,
perusahaan, dan pasar. Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan analisis ekonomi makro sebagai
instrumen untuk merumuskan serta mengevaluasi kebijakan dalam mengal okasi kan sumber daya ekonomi
dan menetapkan target pembangunan daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan
kesg ahteraan masyarakat. Pada tahun 2024, kondisi ekonomi makro di Provins Bali menunjukkan
perbaikan seiring dengan pemulihan sektor pariwisata. Meskipun tingkat kunjungan belum sepenuhnya
kembali seperti sebelum pandemi, jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali pada tahun
2024 mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Daam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun
Anggaran 2025, asumsi makroekonomi yang digunakan mengacu pada indikator sosial ekonomi
Pemerintah Daerah tahun 2024 atau tahun sebelumnya, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik
Provins Bali.

a.  Tingkat Kemiskinan sebesar 4,00%.

b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 1,79%.

c. Gini Rasio sebesar 0,361.

d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 78.63.

€. Lau Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,48%.
f. Tingkat Inflasi Kota Denpasar sebesar 2,69%.

g. Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp298,44

triliun.

2.1.1 TINGKAT KEMISKINAN
Penduduk miskin ditentukan berdasarkan garis kemiskinan, yaitu nilai pengeluaran per kapita per

bulan yang diperlukan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan konsumsi pangan dan non-pangan
agar individu dapat hidup layak. Dengan demikian, penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per
kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin dalam suatu wilayah
pada periode tertentu. Namun, pemetaan kemiskinan tidak cukup hanya melihat besarnya persentase
penduduk miskin. Pemerintah juga perlu memberikan perhatian khusus terhadap tingkat kedalaman dan
keparahan kemiskinan di berbagai wilayah Indonesia. Kedalaman kemiskinan mengukur sgjauh mana
pengeluaran penduduk miskin berada di bawah garis kemiskinan, sedangkan keparahan kemiskinan
mencerminkan kesenjangan pengeluaran antara individu termiskin dengan rata-rata pengeluaran
kelompok miskin di suatu daerah. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin serius tingkat kemiskinan
yang terjadi.
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Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bdi, persentase penduduk miskin di
Provinsi Bali padatahun 2024 tercatat mencapai 4,00%, sebagai mana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Bali (Keadaan Maret Tahun 2024)

Tingkat Kemiskinan Tahun Tahun Tahun Naik/turun 2023-2034
2022 2023 2024
1 | Persentase Tingkat Kemiskinan 457 4,25 4,00 Turun 0,25 persen poin
(%)
2 | Jumlah penduduk miskin (Ribu 205,68 193,78 184,43 Turun 9,35 ribu orang
Orang)
3 | Tingkat Kemiskinan Nasional (%) 9,54 9,36 9,03 Turun 0,33 persen poin
4 | Peringkat Provinsi 3 1 1* Tetap

Sumber Dokumen: Badan Pusat Satistik, Berita Resmi Satistik Profil Kemiskinan Indonesia dan
Provinsi Bali 2022, 2023, dan per Maret 2024

Persentase penduduk miskin Provins Bali pada Tahun 2024 (keadaan Maret 2024) sebesar 4%
mengalami penurunan dimana pada Tahun 2023 persentase penduduk miskin tercatat 4,25%. Pada
September 2024, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 176,21 ribu orang (3,80 persen), mengalami
penurunan sebesar 8,22 ribu orang atau 0,20 persen poin dibandingkan dengan Maret 2024 yang
mencapai 184,43 ribu orang (4,00 persen).

Berdasarkan lokasi tempat tinggal, jumlah penduduk miskin di kawasan perkotaan mengalami
penurunan sebanyak 6,38 ribu orang, dari 119,31 ribu orang pada Maret 2024 menjadi 112,93 ribu orang
pada September 2024. Sementara itu, di wilayah perdesaan, jumlah penduduk miskin juga berkurang
sebanyak 1,83 ribu orang, dari 65,12 ribu orang pada Maret 2024 menjadi 63,29 ribu orang pada
September 2024.

Peningkatan kinerja sektor pariwisata pada tahun 2024 disinyalir berkontribus terhadap
penurunan tingkat kemiskinan di Provins Bali. Meskipun persentase penduduk miskin di Bali telah
berada di bawah ratarata nasional, perencanaan anggaran pada tahun mendatang tetap perlu

memprioritaskan strategi yang efektif untuk menekan angka kemiskinan secara berkelanjutan.

Tabel 2.2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provins Bali (Keadaan Maret Tahun 2024)

No Uraian Tahun Tahun Tahun Naik/Turun 2023-
2022 2023 2024 2024
1 Tingkat Kedalaman 0,625 0,553 0,499 Turun 0,054

Kemiskinan Provinsi Bali

2 Tingkat Kedalaman 1,586 1,528 1,461 Turun 0,067
K emiskinan Nasional

3 Peringkat Provinsi 2 1 1* Tetap

Sumber Dokumen: Badan Pusat Satistik, Berita Resmi Satistik Profil Kemiskinan Indonesia dan
Provinsi Bali 2022, 2023, dan per Maret 2024

Tabel 2.3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Provins Bali (Keadaan Maret Tahun 2024)

Tahun Tahun Tahun Naik/T urun 2023-

2022 2023 2024 2024
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1 Tingkat Keparahan 0,129 0,102 0,090 Turun 0,012
Kemiskinan Provins

2 Tingkat Keparahan 0,395 0,377 0,347 Turun 0,03
Kemiskinan Nasiona

3 Peringkat Provinsi 1 1 1* Tetap

Sumber Dokumen: Badan Pusat Satistik, Berita Resmi Satistik Profil Kemiskinan Indonesia dan
Provinsi Bali 2022, 2023, dan per Maret 2024

2.1.2 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase individu yang tidak bekerja
dibandingkan dengan total angkatan kerja. Pengangguran terbuka dapat diklasifikasikan ke dalam
beberapa kelompok, yaitu:

1. Individu yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan,
2. Individu yang belum bekerjatetapi sedang dalam proses mempersiapkan usaha,

3. Individu yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak ada peluang untuk
mendapatkan pekerjaan, serta

4. Individu yang telah memiliki pekerjaan namun belum mulai bekerja.

Tabel 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Provins Bali (Keadaan Agustus Tahun 2024)

Tahun Tahun Tahun Naik/T urun 2023-

2022 2023 2024 2024
1 Tingkat Pengangguran 4.8 2,69 1,79 Turun 0,90 persen
Provinsi Bali (%) poin
2 Tingkat Pengangguran 5,86 5,32 491 Turun 0,41 persen
Nasional (%) poin
3 Peringkat Provins 20 3 2* Naik 1

Sumber Dokumen: Badan Pusat Satistik, Berita Resmi Satistik Profil Kemiskinan Indonesia dan
Provinsi Bali 2022, 2023, dan per Maret 2024

Pada Agustus tahun 2024, TPT di Provins Bali tercatat sebesar 1,79%. Angka ini lebih rendah
dibandingkan dengan TPT Agustus tahun 2023 yang mencapai 2,69%. Meskipun mengalami penurunan,
TPT Provinsi Bali masih lebih rendah dibandingkan TPT Nasional yang sebesar 5,32%.

Tingkat Partisipas Angkatan Kerja (TPAK) mencapai 77,11 persen, meningkat sebesar 0,03
persen poin dibandingkan Agustus 2023. Dalam periode yang sama, jumlah penduduk yang bekerja
bertambah sebanyak 47,60 ribu orang, sementara jumlah pengangguran mengalami penurunan sebesar
23,74 ribu orang. Dari total penduduk yang bekerja, proporsi pekerja penuh mencapai 74,48 persen,
menunjukkan peningkatan dibandingkan Agustus 2023. Sebaliknya, proporsi pekerja tidak penuh
mengalami penurunan, baik pada kategori setengah pengangguran maupun pekerja paruh waktu.

Mayoritas penduduk yang bekerja masih berasal dari sektor informal, dengan proporsi sebesar
50,68 persen. Namun, angka ini menunjukkan tren penurunan dibandingkan dengan Agustus 2023.
Sementara itu, TPT di kalangan lulusan Diploma I/11/I1l mengalami peningkatan pada Agustus 2024,
dengan angkatertinggi di antarajenjang pendidikan lainnya, yakni sebesar 3,40 persen.
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2.1.3 INDEK GINI (GINI RATIO)
Indeks Gini, atau yang dikenal sebagai Gini Rasio, merupakan alat analisis yang digunakan untuk

mengukur tingkat distribusi pendapatan dalam suatu negara atau wilayah pada periode tertentu.
Pengukuran ini didasarkan pada Kurva Lorenz, yaitu representas grafis dari distribusi kumulatif
pengeluaran yang dibandingkan dengan distribusi yang seragam, di mana setiap persentase populas
menerima proporsi pendapatan yang sama.

Gini Rasio memiliki rentang nilai antara O hingga 1, dengan interpretas sebagai berikut:

1. Gini Rasio sebesar 0 menunjukkan distribusi pendapatan yang sepenuhnya merata, di mana setiap
kelompok populasi menerima bagian pendapatan yang sama.

2. Gini Rasio sebesar 1 mencerminkan ketimpangan sempurna, di mana seluruh pendapatan hanya
dinikmati oleh satu kelompok tertentu.

Semakin mendekati angka 1, semakin tinggi tingkat ketimpangan pendapatan yang terjadi.
Berdasarkan kategorisasi nilai Gini Rasio, ketimpangan diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Keimpangan rendah (Gini Rasio < 0,35)
2. Ketimpangan sedang (Gini Rasio antara 0,35 — 0,50)
3. Ketimpangan tinggi (Gini Rasio > 0,50)

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, pencapaian Gini Rasio di Provinsi Bali
pada tahun 2023 tercatat sebesar 0,361 poin, sebagaimana ditampilkan dalam tabdl berikut:

Tabel 2.5 Gini Rasio Provins Bali (Keadaan Maret Tahun 2024)

Gini Rasio Tahun Tahun  Tahun 2024 Naik/Turun 2023-
2022 2023 2024
1 Tingkat Provinsi 0,363 0,362 0,361 Turun 0,001 poin
2 Tingkat Nasional 0,384 0,388 0,379 Turun 0,009 poin
3 Peringkat Provins 21 21 25* Turun 4

Sumber Dokumen: Badan Pusat Satistik, Berita Resmi Satistik Tingkat Ketimpangan Pengeluaran
Penduduk Indonesia dan Provinsi Bali 2022, 2023, dan per Maret 2024

Pada tahun 2024, tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat di Provins Bali, yang diukur
menggunakan Gini Rasio, tercatat sebesar 0,361. Nilai ini mengalami penurunan sebesar 0,001 poin
dibandingkan dengan Gini Rasio tahun 2023 yang sebesar 0,362, serta lebih rendah jika dibandingkan

dengan tingkat ketimpangan secara nasional.

Sementara itu, pada September 2024, ketimpangan pengeluaran penduduk, berdasarkan
perhitungan Gini Rasio, mencapai 0,348. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 0,013 poin
dibandingkan dengan Maret 2024 yang mencatatkan Gini Rasio sebesar 0,361. Penurunan ketimpangan
tersebut juga tercermin dari meningkatnya propors pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk
terbawah, dari 18,20 persen pada Maret 2024 menjadi 18,88 persen pada September 2024.

214 INDEKSPEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
Indeks Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang digunakan untuk menilai

keberhasilan dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. IPM menggambarkan segjauh mana penduduk
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dapat mengakses hasil pembangunan dalam aspek pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Indeks ini
dibentuk berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu harapan hidup atau kesehatan (umur panjang dan hidup
sehat), pengetahuan (tingkat pendidikan), serta standar hidup yang layak.

Menurut United Nations Development Programme (UNDP), IPM dikategorikan ke dalam empat
tingkatan:

1. Rendah (< 60)

2. Sedang (60 <IPM < 70)
3. Tinggi (70 < IPM < 80)
4. Sangat Tinggi (> 80)

Menurut data BPS Provinsi Bali, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provins Bali pada
tahun 2024 mencapai 78,63 poin. Capaian ini tergolong dalam kategori tinggi karena melebihi standar
IPM Nasiona yang berada pada angka 75,02. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencatat |PM
sebesar 78,01, terjadi peningkatan sebesar 0,62%, sebagai mana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

No Indeks Pembangunan Tahun Tahun Tahun Naik/Turun 2023-
Manusia 2022 2023 2024 2024

1 Jembrana 74,38 74,8 75,32 Naik 0,52 poin
2 Tabanan 77,22 77,87 78,83 Naik 0,96 poin
3 Badung 82,13 83 83,73 Naik 0,73 poin
4 Gianyar 78,87 79,69 80,23 Naik 0,54 poin
5 Klungkung 73,77 74,18 75,15 Naik 0,97 poin
6 Bangli 71,47 71,99 72,51 Naik 0,52 poin
7 Karangasem 69,48 70,09 70,91 Naik 0,82 poin
8 Buleleng 74,48 74,87 75,35 Naik 0,48 poin
9 Denpasar 84,39 84,68 85,11 Naik 0,43 poin
10 | Provins Bali 77,4 78,01 78,63 Naik 0,62 poin
11 Indonesia/Nasional 73,77 74,39 75,02 Naik 0,63 poin
12 Peringkat Provinsi 4 5 5 Tetap

Sumber Dokumen: Badan Pusat Satistik, Berita Resmi Statistik Indeks Pembangunan Manusia (1PM)
Indonesia dan Provinsi Bali 2024

215 LAJUPERTUMBUHAN EKONOMI
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan

pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Indikator ini mencerminkan sejauh mana aktivitas
perekonomian suatu daerah mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dalam periode tertentu.
Aktivitas perekonomian sendiri melibatkan proses pemanfaatan faktor produksi untuk menghasilkan
output, yang pada gilirannya memberikan balas jasa kepada pemilik faktor produksi. Oleh karena itu,
pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan kesgjahteraan masyarakat. Perhitungan
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pertumbuhan ekonomi dilakukan berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan dasar
harga konstan tahun 2010.

Sepanjang tahun 2024, perekonomian Provinsi Bali tetap mengalami pertumbuhan dengan lgju
sebesar 5,48%. Meskipun terjadi penurunan sebesar 0,23% dibandingkan tahun 2023 yang mencatat
pertumbuhan 5,71%, Bali tetap mampu mempertahankan posisinya di peringkat ke-5 secara nasional,

sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provins/K abupaten/K ota di Bali

Kabupaten/K ota

Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024

1 PDRB (harga konstan
2010) (Triliun Rp)
Jembrana 9,16 9,49 9,97
Tabanan 14,94 15,47 16,24
Badung 31,95 35,55 37,67
Gianyar 17,96 18,87 19,90
Klungkung 577 6,04 6,35
Bangli 4,51 4,67 4,88
Karangasem 10,84 11,18 11,66
Buleleng 22,46 23,28 24,45
Denpasar 34,07 36,00 38,00
Provinsi Bali 150,83 159,45 168,19
Indonesia 11.710,22 12.301,47 12.920,28
2 Laju Pertumbuhan
Ekonomi (%)
Jembrana 2,98 3,66 4,98
Tabanan 2,93 3,56 4,94
Badung 9,97 11,29 594
Gianyar 4,04 5,06 5,47
Klungkung 3,12 4,70 5,08
Bangli 2,80 3,50 4,54
Karangasem 2,58 3,10 4,33
Buleleng 311 3,64 5,04
Denpasar 5,02 5,69 555
Provinsi Bali 4,84 571 5,48
Indonesia 5,31 5,05 5,03
3 Peringkat Provinsi
(Nasional)
Jembrana 6 5 6
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Kabupaten/K ota
 Tahun2022 ~ Tahun2023  Tahun2024
Badung 1 1 1
Gianyar 3 3 3
Klungkung 4 4 4
Bangli 8 8 8
Karangasem 9 9 9
Buleleng 5 6 5
Denpasar 2 2 2
4 Peringkat Nasional 22 5 5

Sumber Dokumen: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Pada triwulan 1V-2024, perekonomian Bali yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) mencapai Rp78,36 triliun atas dasar harga berlaku (ADHB) dan Rp43,83 triliun
berdasarkan harga konstan (ADHK 2010=100). Selama triwulan 1V-2024, ekonomi Bali tumbuh sebesar
3,37 persen dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (g-to-g). Dari sisi produksi, sektor Administrasi
Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wagjib mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 18,88
persen. Sementara dari sis pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P)
mengalami pertumbuhan sebesar 26,47 persen.

Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (y-on-y), ekonomi Bali pada
triwulan 1V-2024 tumbuh sebesar 5,19 persen. Dari aspek produksi, sektor Penyediaan Akomodasi dan
Makan Minum mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 10,24 persen, sedangkan dari sisi pengeluaran,
Ekspor Luar Negeri mengalami kenaikan sebesar 15,67 persen. Secara kumulatif, dari triwulan | hingga
triwulan 1V-2024, ekonomi Bali mencatat pertumbuhan sebesar 5,48 persen (c-to-c). Struktur ekonomi
Bali pada triwulan 1V-2024 masih didominasi oleh sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
dengan kontribusi sebesar 21,75 persen. Dari sisi pengeluaran, Konsumsi Rumah Tangga menjadi

penyumbang terbesar dengan propors sebesar 51,54 persen.

216 INFLAS
Selain ditinjau dari aspek pertumbuhan ekonomi, kondisi perekonomian di Provinsi Bali juga

dapat dianalisis melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan indikator ekonomi yang
mencerminkan perubahan harga berbagai komoditas utama yang berpengaruh terhadap kesejahteraan
masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi dapat berdampak negatif bagi perekonomian, namun jika dikelola
dengan baik melalui kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa yang efektif, inflasi justru dapat

menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan karakteristiknya, inflasi dikategorikan ke dalam empat jenis, yaitu:
1. Inflasi Ringan (Creeping Inflation) — Ditandai dengan kenaikan harga yang relatif rendah, dengan laju
inflasi kurang dari 10% per tahun.
2. Inflasi Sedang (Galloping Inflation) — Lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan, dengan laju inflasi
berkisar antara 10-30% per tahun.
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3. Inflasi Berat (High Inflation) — Mencapai kisaran 30-100% per tahun, menyebabkan lonjakan harga
yang signifikan dan sulit dikendalikan.

4. Hiperinflasi (Hyperinflation) — Inflasi yang ekstrem, dengan tingkat kenaikan harga lebih dari 100%
per tahun, memberikan dampak besar terhadap perekonomian.

Berdasarkan data dari BPS Provinsi Bdli, tingkat inflas di Provinsi Bali pada tahun 2024 tercatat
sebesar 2,34%, yang termasuk dalam kategori inflasi ringan. Angka ini masih lebih tinggi dibandingkan
tingkat inflasi nasional yang tercatat sebesar 1,57%, sebagai mana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.8 Tingkat Inflasi Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Singar aja, Kota Denpasar, dan
Provins Bali

Tahun Tahun2023 Tahun Naik/Turun 2023-

2022 2024 2024

Tingkat Inflas Kabupaten 2,44
Tabanan (%)
2 Tingkat Inflasi Kabupaten - - 1,98 -
Badung (%)
3 Tingkat Inflasi Singargja (%) 4,63 4,31 1,93 Turun 2,38 persen
poin
4 Tingkat Inflas Denpasar (%) 6,44 2,54 2,69 Naik 0,15 persen
poin
5 Tingkat Inflasi Provins Bali - - 2,34 -
(%)
6 Tingkat inflasi Nasiona (%) 551 2,61 1,57 Turun 1,04 persen
poin
7 Peringkat Provins 1 2 1* -
(Denpasar)
8 Peringkat Nasional (Bali) - - 4** -

Sumber Dokumen: Badan Pusat Satistik, Berita Resmi Satistik Perkembangan Indeks Harga Konsumen
2022, 2023, dan per Desember 2024

Pada Desember 2024, inflasi di Provinsi Bali naik sebesar 0,31% dibandingkan dengan bulan
sebelumnya (M-to-M). Secara keseluruhan, sepanjang tahun 2024, inflasi Bali tercatat 2,34%
dibandingkan tahun sebelumnya. Sejak 2024 terdapat penambahan 2 wilayah pemantauan inflasi yakni
Kabupaten Tabanan dan Badung. Secara wilayah, inflas tidak terjadi secara merata di seluruh Provinsg
Bali. Kabupaten Tabanan mencatat inflas bulanan tertinggi sebesar 0.49%, sedangkan Kota Denpasar
mengalami inflasi terendah sebesar 0.19%. Namun, dalam perhitungan tahunan, Kota Denpasar justru
mencatat inflas tertinggi sebesar 2.69%, sementara Singargja mengalami inflasi terendah sebesar 1.93%.
Perbedaan ini dapat disebabkan oleh disparitas distribusi barang, pola konsumsi, serta struktur pasar di

masing-masing wilayah.

Dari sisi komoditas, kontribusi inflasi lebih banyak didorong oleh sektor pangan, terutama bahan
makanan yang memiliki tingkat volatilitas tinggi. Kenaikan harga beberapa komoditas utama seperti
daging babi, beras, dan kopi bubuk menunjukkan adanya tekanan permintaan yang meningkat atau

gangguan pada rantai pasok. Oleh karena itu, pemantauan serta pengendalian harga melalui kebijakan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN -IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PERANGKAT DAERAH



Laporan Keuangan DPMA Provins Bali TA 2024 | 26

yang tepat menjadi penting untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat dan keseimbangan ekonomi
regional.

217 STRUKTUR PEREKONOMIAN PROV/KAB/KOTA DI BALI
Struktur perekonomian Provinsi/Kabupaten/kota di Bali dalam menunjang PDRB dapat dilihat

pada table berikut:
Tabel 2.9 PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut L apangan Usaha
(dalam jutaan rupiah)

Tahun 2022 Tahun 2023

Tahun 2024

1 Jembrana

1. Pertanian,
K ehutanan, dan
Perikanan

3.189.288,61

3.381.630,98

3.815.640,37

2. Pertambangan dan
Penggalian

123.082,36 130.296,98 134.832,81

3. Industri
Pengolahan

775.281,70 826.377,27 888.418,27

4. Pengadaan Listrik 21.388,48 23.839,96 24.216,47
dan Gas

5. Pengadaan Air, 11.085,03 11.363,43 11.894,25
Pengelolaan
Sampah, Limbah,
dan Daur Ulang

6. Konstruksi 1.560.610,00 1.590.389,71 1.623.412,95

7. Perdagangan
Besar dan Eceran,
Reparasi Mobil,
dan Sepeda Motor

1.515.979,77 1.648.399,89 1.711.991,78

8. Transportas dan 1.992.432,14 2.281.484,63 2.505.118,37

Pergudangan

9. Penyediaan
Akomodasi dan
Makan Minum

1.725.726,48 1.915.053,52 2.112.996,33

10.Informasi dan
Komunikasi

920.103,44

962.912,12

1.006.944,06

11.Jasa Keuangan
dan Asurans

564.164,82

642.046,66

731.776,53

12.Red Estate

686.321,83

711.528,20

724.717,33

13.Jasa Perusahaan

121.414,09

131.173,23

142.718,57

14. Administrasi
Pemerintahan,
Pertahanan. dan
Jaminan Sosia
Wajib

408.829,98

407.500,36

426.835,69
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Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024
329.302,20 326.228,55 337.600,10
16.Jasa K esehatan 359.633,80 375.560,11 386.767,10
dan Kegiatan
Sosid
17.Jasa Lainnya 227.611,00 247.491,35 259.128,71
PDRB ADH Berlaku 14.532.255,74 15.613.276,95 16.845.009,68
Tabanan
1. Pertanian, 5.423.615,00 5.723.710,40 6.169.684,07
K ehutanan, dan
Perikanan
2. Pertambangan dan 268.642,56 280.999,77 288.304,05
Penggalian
3. Industri 1.420.241,95 1.518.608,39 1.686.305,21
Pengolahan
4. Pengadaan Listrik 27.812,16 31.261,63 33.476,61
dan Gas
5. Pengadaan Air, 37.610,48 39.832,49 42.378,80
Pengelolaan
Sampah, Limbah,
dan Daur Ulang
6. Konstruksi 2.416.304,08 2.501.179,21 2.591.319,38
7. Perdagangan 2.133.918,14 2.319.825,21 2.440.374,29
Besar dan Eceran,
Reparasi Mobil,
dan Sepeda Motor
8. Transportasi dan 361.380,95 424.495,67 470.216,05
Pergudangan
9. Penyediaan 4.051.051,59 4.743.839,60 5.530.900,57
Akomodasi dan
Makan Minum
10.Informasi dan 1.437.157,09 1.480.998,95 1.544.631,17
Komunikasi
11.Jasa Keuangan 1.012.001,46 1.158.586,29 1.337.744,33
dan Asurans
12.Red Estate 1.243.819,43 1.290.459,70 1.335.134,83
13.Jasa Perusahaan 261.980,08 283.012,53 313.062,58
14.Administrasi 1.903.670,09 1.964.653,99 2.008.567,44
Pemerintahan,
Pertahanan, dan
Jaminan Sosid
Wajib
15.Jasa Pendidikan 472.511,89 470.255,13 487.272,02
16.Jasa K esehatan 664.021,58 693.729,77 716.370,05
dan Kegiatan
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Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024
Sosid ]
17.JasaLainnya 545.559,37 606.245,20 654.056,26
PDRB ADH Berlaku 23.681.297,92 25.531.693,95 27.649.797,72
Badung
1. Pertanian, 3.958.842,15 4.152.829,32 4.418.709,58
K ehutanan, dan
Perikanan
2. Pertambangan dan 173.454,78 176.424,08 175.537,09
Penggalian
3. Industri 2.340.266,80 2.447.355,08 2.609.050,99
Pengolahan
4. Pengadaan Listrik 86.470,56 98.010,62 101.104,90
dan Gas
5. Pengadaan Air, 126.000,66 133.721,84 144.254,69
Pengelolaan
Sampah, Limbah,
dan Daur Ulang
6. Konstruksi 5.682.997,77 5.831.279,10 5.936.588,64
7. Perdagangan 4.320.982,49 4.740.948,09 5.023.681,41
Besar dan Eceran,
Reparasi Mohil,
dan Sepeda Motor
8. Transportasi dan 11.477.866,06 19.131.742,25 21.360.511,21
Pergudangan
9. Penyediaan 13.034.218,24 16.877.404,33 19.318.413,47
Akomodasi dan
Makan Minum
10.Informasi dan 4,133.369,68 4.216.549,63 4.474.419,94
Komunikasi
11.Jasa K euangan 1.753.186,88 2.043.883,80 2.441.594,87
dan Asurans
12.Real Estate 2.204.535,95 2.278.749,26 2.370.020,26
13.Jasa Perusahaan 458.276,24 508.423,39 564.326,22
14.Administrasi 2.086.235,78 2.184.119,45 2.458.991,02
Pemerintahan,
Pertahanan, dan
Jaminan Sosial
Wagjib
15.Jasa Pendidikan 1.965.509,23 1.980.372,32 2.004.091,16
16.Jasa K esehatan 942.239,86 986.583,93 1.022.096,32
dan Kegiatan
Sosid
17.JasaLainnya 545.547,02 611.145,40 674.808,97
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Tahun 2022 Tahun 2023

Tahun 2024

PDRB ADH Berlaku

55.290.000,16

68.399.541,91

75.098.200,74

Gianyar

1. Pertanian,
K ehutanan, dan
Perikanan

3.510.636,94

3.675.839,89

3.891.726,30

2. Pertambangan dan
Penggalian

391.638,87

400.329,48

419.974,31

3. Industri
Pengolahan

3.435.572,11

3.702.588,93

3.987.517,87

4. Pengadaan Listrik
dan Gas

31.302,85

35.993,58

39.498,26

5. Pengadaan Air,
Pengelolaan
Sampah, Limbah,
dan Daur Ulang

34.784,60

36.914,45

39.844,01

6. Konstruksi

3.622.140,00

3.748.697,89

3.811.078,29

7. Perdagangan
Besar dan Eceran,
Reparasi Mohil,
dan Sepeda Motor

2.315.521,87

2.519.746,62

2.699.847,80

8. Transportasi dan
Pergudangan

239.273,09

278.927,26

312.035,20

9. Penyediaan
Akomodas dan
Makan Minum

5.511.589,61

6.809.142,28

7.853.299,40

10.Informasi dan
Komunikasi

1.934.235,55

2.022.467,54

2.185.675,15

11.Jasa Keuangan
dan Asurans

1.306.803,62

1.470.144,23

1.616.080,27

12.Real Estate

1.302.343,47

1.348.206,25

1.369.136,50

13.Jasa Perusahaan

368.103,38

407.992,81

448.403,69

14. Administrasi
Pemerintahan,
Pertahanan, dan
Jaminan Sosial
Wajib

1.594.599,03

1.603.134,89

1.736.920,82

15.Jasa Pendidikan

698.609,27

694.994,47

735.679,20

16.Jasa K esehatan
dan Kegiatan
Sosid

1.074.711,90

1.127.533,03

1.186.379,33

17.Jasa Lainnya

572.339,60

646.762,67

713.502,61

PDRB ADH Berlaku

27.944.205,76

30.529.416,26

33.046.599,01

Klungkung
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Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024
1. Pertanian, 2.026.791,81 2.184.286,74 2.429.551,82
K ehutanan, dan
Perikanan
2. Pertambangan dan 279.591,68 295.100,52 312.759,48
Penggalian
3. Industri 903.301,57 951.253,24 1.024.071,76
Pengolahan
4. Pengadaan Listrik 10.932,89 12.862,85 14.893,69
dan Gas
5. Pengadaan Air, 17.998,95 19.316,40 20.615,55
Pengelolaan
Sampah, Limbah,
dan Daur Ulang
6. Konstruksi 979.637,48 1.007.661,23 1.050.024,51
7. Perdagangan 804.462,79 875.010,35 917.712,34
Besar dan Eceran,
Reparasi Mohil,
dan Sepeda Motor
8. Transportasi dan 200.722,73 255.309,30 308.267,67
Pergudangan
9. Penyediaan 923.818,67 1.208.761,79 1.455.499,58
Akomodasi dan
Makan Minum
10.Informasi dan 876.961,44 913.977,88 964.968,84
Komunikasi
11.Jasa Keuangan 417.684,68 474.210,75 530.410,20
dan Asurans
12.Red Estate 223.018,95 232.428,12 244.020,72
13.Jasa Perusahaan 94.767,58 103.802,93 117.940,92
14.Administrasi 527.576,47 553.753,78 587.891,46
Pemerintahan,
Pertahanan, dan
Jaminan Sosid
Wagjib
15.Jasa Pendidikan 229.617,29 230.940,31 243.654,61
16.Jasa K esechatan 458.999,65 484.075,44 501.955,32
dan Kegiatan
Sosial
17.Jasa Lainnya 234.323,91 269.463,75 291.246,90
PDRB ADH Berlaku 9.210.208,54 10.072.215,38 11.015.485,38
Bangli
1. Pertanian, 2.035.006,00 2.159.462,75 2.305.078,49
K ehutanan, dan
Perikanan
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Tahun 2022 Tahun 2023

Tahun 2024

2. Pertambangan dan 131.510,24 139.860,70 141.074,92
Penggalian
3. Industri 641.512,30 681.839,42 706.341,00
Pengolahan
4. Pengadaan Listrik 3.059,12 3.481,68 3.643,35
dan Gas
5. Pengadaan Air, 4.773,48 4.879,57 4.899,17
Pengelolaan
Sampah, Limbah,
dan Daur Ulang
6. Konstruksi 654.650,77 675.513,40 685.416,40
7. Perdagangan 738.882,07 807.988,58 831.315,69
Besar dan Eceran,
Reparasi Mobil,
dan Sepeda Motor
8. Transportasi dan 79.728,61 89.153,81 97.253,93
Pergudangan
9. Penyediaan 821.596,16 964.649,92 1.138.978,65
Akomodasi dan
Makan Minum
10.Informasi dan 338.265,01 354.235,97 374.687,21
Komunikasi
11.Jasa K euangan 222.152,25 257.966,62 298.905,38
dan Asuransi
12.Real Estate 232.396,17 241.140,91 247.720,41
13.Jasa Perusahaan 40.360,77 42.964,87 47.956,89
14.Administrasi 843.307,07 895.256,27 956.295,79
Pemerintahan,
Pertahanan, dan
Jaminan Sosid
Wajib
15.Jasa Pendidikan 179.632,29 181.363,75 186.771,51
16.Jasa K esehatan 119.671,79 124.989,83 130.919,24
dan Kegiatan
Sosid
17.Jasa Lainnya 251.486,23 283.561,43 308.344,91
PDRB ADH Berlaku 7.337.990,33 7.908.309,50 8.465.602,94
Karangasem
1. Pertanian, 4.692.140,04 4.883.332,90 5.136.046,48
K ehutanan, dan
Perikanan
2. Pertambangan dan 614.611,50 676.062,20 732.501,48
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Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024
Penggalian ]
3. Industri 740.475,76 774.052,10 812.244,50
Pengolahan
4. Pengadaan Listrik 17.178,66 19.350,10 19.583,50
dan Gas
5. Pengadaan Air, 22.691,01 24.557,10 26.065,36
Pengelolaan
Sampah, Limbah,
dan Daur Ulang
6. Konstruksi 1.270.811,10 1.318.015,90 1.388.940,76
7. Perdagangan 1.005.922,35 1.082.719,70 1.083.924,05
Besar dan Eceran,
Reparasi Mabi,|
dan Sepeda Motor
8. Transportasi dan 2.789.763,23 3.070.993,40 3.239.840,33
Pergudangan
9. Penyediaan 1.427.387,30 1.739.410,30 1.963.789,48
Akomodas dan
Makan Minum
10.Informasi dan 634.616,08 653.175,20 688.430,29
Komunikasi
11.Jasa K euangan 901.446,44 1.062.929,80 1.194.490,15
dan Asuransi
12.Real Estate 721.175,79 754.932,90 796.748,39
13.Jasa Perusahaan 142.518,15 152.030,40 166.652,96
14. Administrasi 1.365.652,50 1.365.395,50 1.470.849,27
Pemerintahan,
Pertahanan, dan
Jaminan Sosid
Wajib
15.Jasa Pendidikan 464.023,50 467.122,00 505.366,70
16.Jasa K esehatan 420.578,37 442.879,10 472.299,19
dan Kegiatan
Sosial
17.Jasa Lainnya 438.499,58 487.816,80 512.555,10
PDRB ADH Berlaku 17.669.491,36 18.974.775,40 20.210.327,99
Buleleng
1. Pertanian, 7.713.940,52 8.004.808,88 8.445.133,84
K ehutanan, dan
Perikanan
2. Pertambangan dan 316.017,83 327.936,72 346.694,92
Penggalian
3. Industri 2.202.415,92 2.364.120,60 2.671.661,09
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Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024
Pengolahan
4. Pengadaan Listrik 60.525,06 67.514,94 72.171,29
dan Gas
5. Pengadaan Air, 39.269,31 42.908,86 42.068,50
Pengelolaan
Sampah, Limbah,
dan Daur Ulang
6. Konstruksi 3.450.497,17 3.541.541,69 3.716.363,13
7. Perdagangan 4.332.078,71 4.727.916,99 5.023.231,19
Besar dan Eceran,
Reparasi Mohil,
dan Sepeda Motor
8. Transportasi dan 389.627,59 454.042,28 508.734,02
Pergudangan
9. Penyediaan 5.209.229,73 6.198.370,94 7.069.183,70
Akomodasi dan
Makan Minum
10.Informasi dan 2.141.119,70 2.198.163,88 2.266.618,36
Komunikasi
11.Jasa Keuangan 1.657.123,69 1.931.174,90 2.257.241,86
dan Asurans
12.Red Estate 1.697.749,64 1.763.266,42 1.852.223,07
13.Jasa Perusahaan 255.125,00 281.872,31 303.807,00
14.Administrasi 1.998.931,25 2.001.994,79 2.129.695,24
Pemerintahan,
Pertahanan, dan
Jaminan Sosial
Wajib
15.Jasa Pendidikan 2.741.409,33 2.726.839,41 2.849.266,95
16.Jasa K esehatan 888.702,34 927.592,07 972.804,27
dan Kegiatan
Sosid
17.Jasa Lainnya 711.521,40 791.295,42 860.853,44
PDRB ADH Berlaku 35.805.284,19 38.351.361,10 41.387.751,89
Kota Denpasar
1. Pertanian, 3.787.130,03 3.949.625,79 3.778.610,97
K ehutanan, dan
Perikanan
2. Pertambangan dan - - -
Penggalian
3. Industri 3.653.694,27 3.875.731,94 4.206.282,45
Pengolahan
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Tahun 2022 Tahun 2023

Tahun 2024

4. Pengadaan Listrik

dan Gas

294.961,88

347.657,68

409.059,32

5. Pengadaan Air,
Pengelolaan
Sampah, Limbah,
dan Daur Ulang

133.996,87

136.499,25

134.263,81

6. Konstruksi

6.520.700,87

6.689.585,29

6.820.641,59

7. Perdagangan
Besar dan Eceran,
Reparasi Mobil,
dan Sepeda Motor

5.468.721,49

6.041.481,81

6.453.315,98

8. Transportas dan
Pergudangan

1.453.809,78

1.773.632,76

1.918.713,85

9. Penyediaan
Akomodas dan
Makan Minum

11.432.033,63

14.328.513,00

16.682.509,16

10.Informasi dan
Komunikasi

2.765.656,56

2.844.638,21

2.975.124,08

11.Jasa Keuangan
dan Asurans

3.654.675,52

4.210.391,02

5.023.714,55

12.Redl Estate

2.372.487,01

2.457.089,19

2.496.708,08

13.Jasa Perusahaan

1.106.931,48

1.225.422,18

1.345.518,35

14.Administrasi
Pemerintahan,
Pertahanan, dan
Jaminan Sosid
Wagjib

2.978.879,20

2.997.349,63

3.254.187,63

15.Jasa Pendidikan

6.562.279,44

6.587.509,19

6.992.708,13

16.Jasa K esehatan
dan Kegiatan
Sosial

1.552.815,68

1.636.171,17

1.700.830,67

17.JasaLainnya

895.053,48

999.003,56

1.108.025,10

PDRB ADH Berlaku

54.633.827,19

60.100.301,66

65.300.213,73

10

Provins Bali

1. Pertanian,
K ehutanan, dan
Perikanan

36.013.894,37

37.709.948,37

40.059.242,70

2. Pertambangan dan
Penggalian

2.312.139,37

2.436.619,10

2.549.773,82

3. Industri
Pengolahan

16.142.987,88

17.102.937,17

18.637.068,95

4. Pengadaan Listrik
dan Gas

553.539,86

640.751,91

717.467,90
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Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024
5. Pengadaan Air, 421.646,34 446.944,72 458.996,26
Pengelolaan
Sampah, Limbah,
dan Daur Ulang
6. Konstruksi 26.128.699,12 26.805.931,83 27.567.304,79
7. Perdagangan 22.550.755,72 24.591.396,32 25.933.889,82
Besar dan Eceran,
Reparasi Mohil,
dan Sepeda Motor
8. Transportasi dan 18.896.608,37 27.656.961,48 30.615.664,20
Pergudangan
9. Penyediaan 44.112.103,06 54.680.183,65 63.912.735,23
Akomodas dan
Makan Minum
10.Informasi dan 15.028.830,69 15.517.170,16 16.101.487,08
Komunikasi
11.Jasa Keuangan 11.486.409,28 13.277.201,87 15.457.622,58
dan Asurans
12.Red Estate 10.683.388,28 11.055.527,30 11.449.017,85
13.Jasa Perusahaan 2.866.674,70 3.164.354,38 3.455.353,28
14.Administrasi 13.646.457,38 13.888.797,80 14.933.540,96
Pemerintahan,
Pertahanan, dan
Jaminan Sosid
Wajib
15.Jasa Pendidikan 13.614.504,84 13.669.131,84 14.228.758,62
16.Jasa K esehatan 6.485.858,10 6.805.150,01 7.066.961,92
dan Kegiatan
Sosial
17.Jasa Lainnya 4.423.392,89 4.909.174,98 5.296.623,87
PDRB ADH Berlaku 245.367.890,26 274.358.182,88 298.441.509,83

Sumber Dokumen: BPS Provins Bali

2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN
Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan,

sehingga analisis mengenal kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui
kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif
memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis
keuangan daerah yang tepat menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.
Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah
dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut asas tertib, taat pada peraturan
perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan

memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kemampuan keuangan daerah
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dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sis APBD, keuangan daerah
dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan

perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun nonfisik.

22.1 ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM BAGIAN PENDAPATAN
Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah semua hak daerah

yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melaui mekanisme pagak dan retribusi atau pungutan
lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait
dengan prinsip kewajaran “horisontal” dan kewajaran “vertikal”. Prinsip dari kewajaran horisontal
menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat yang mempunyai kemampuan sama harus membayar
pajak dalam jumlah yang sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan
wajib pgjak untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi
diberikan beban pagjak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut
pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasiona untuk menghilangkan rasa
ketidakadilan. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah
yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu
dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang
dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019 tentang Pengel olaan K euangan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan
Adli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Rincian sumber
pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Adli Daerah, terdiri dari:
a  Pgak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat. Pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu:

1) Sebagai sumber pendapatan dari pemerintah daerah (Budgetary)
2) Sebagai alat pengatur (Regulatory).

Dalam hal-hal tertentu suatu jenis pajak dapat lebih bersifat sebagai sumber pendapatan daerah,
tetapi dapat pula sebagai suatu jenis pajak tertentu lebih merupakan alat untuk mengatur alokas
dan retribusi suatu kegiatan ekonomi dalam suatu daerah atau wilayah tertentu. Pgjak Daerah
terdiri dari Pgjak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pgjak Bahan
Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, dan Pajak
Rokok.

b. Retribus Daerah

Retribus Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin
tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan
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orang pribadi atau Badan. Jenis retribusi dapat dikelompokkan menjadi tiga macam sesuai
dengan objeknya. Objek Retribusi daerah terdiri dari:

1) Retribus jasaumum;
2) Retribus jasa usaha; dan
3) Retribus perizinan tertentu.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil
penyertaan modal daerah; dan

d. Lain-lain Pendapatan Adli Daerah Yang Sah terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak
Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Pendapatan Denda Retribusi,
Pendapatan dari Kerjasama Penyelenggaraan Diklat, Pemakaian Barang Milik Daerah, Lain-
lain, dan Pendapatan Usaha BLUD.

2. Pendapatan Transfer terdiri dari:
a  Transfer Pemerintah Pusat
Transfer Pemerintah Pusat yang ada di diterima oleh Provinsi Bali meliputi:

1) Dana Perimbangan dapat dipilah menjadi dua yaitu dana yang bersifat umum dan dana
yang bersifat khusus. Dana Perimbangan terdiri atas. @) Dana Bagi Hasil (DBH) yaitu Dana
Perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah)
yang dilakukan melalui pembagian hasil antara pemerintah pusat dan daerah penghasil, dari
sebagian penerimaan perpajakan. Bagi Hasil Pgak/Bukan Pajak terdiri dari Pajak Bumi
dan Bangunan, Pgjak Penghasilan Orang Pribadi dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam; b)
Dana Alokas Umum (DAU) yang merupakan merupakan Dana Transfer yang bersifat
umum (block grant) untuk mengatasi masalah ketimpangan horisontal (antar daerah)
dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Jumlah DAU setiap
daerah provinsi dipengaruhi oleh jumlah keseluruhan DAU untuk daerah provinsi, bobot
daerah proving yang bersangkutan dan jumlah bobot dari seluruh daerah proving; ¢) Dana
Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu
dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah
dan sesuai dengan prioritas nasional.

2) Insentif Fiskal.

b. Transfer Antar Daerah
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, terdiri dari:

a.  Hibah, terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah, Pendapatan Hibah dari
Badan/Lembaga/Organisas Swasta Dalam Negeri seperti sumbangan dari Dealer/Main Dealer
Otomotif, PT Sarihusada dan PT Jasa Raharja;

b. DanaDarurat; dan

c. Lain-Lain Pendapatan Sesuai PUU.
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Peningkatan Pendapatan Daerah diupayakan melalui optimalisas pemanfaatan sumber-sumber
Pendapatan Daerah baik yang bersumber dari Pendapatan Adli Daerah, Pendapatan Transfer maupun
Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berbagai kebijakan yang dapat ditempuh dalam
upaya peningkatan Pendapatan Daerah, antaralain :

1. Kebhijakan Peningkatan Pendapatan Adi Daerah

Kebijakan Pendapatan Adi Daerah yang ditetapkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provins Bali Tahun Anggaran 2024 adal ah:

a. Penyesuaian regulasi sebagai dasar hukum pemungutan dan penguatan pengel olaan pemungutan;

b. Penguatan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) petugas pemungut Pajak dan
Retribusi Daerah;

c. Penggalian potens pendapatan baru sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan,
terutama di luar Pgjak dan Retribusi Daerah;

d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan
memanfaatkan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi;

e. Mendorong pembentukan sistem pembayaran pendapatan daerah melalui  bank/lembaga
keuangan;

f. Meningkatkan sistem pembayaran pendapatan daerah melalui eectronic commerce (e
commer ce);

g. Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan dukungan antar perangkat daerah yang terkait dengan
pengel olaan pendapatan daerah;

h. Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah;

i. Meningkatkan partisipasi dan peranan pihak ketiga dalam penyediaan biaya pembangunan
daerah;

j. Khusus untuk Pajak Daerah, peningkatan pengelolaan pajak dilakukan melalui:
1) Meningkatkan intensitas dan efektivitas penagihan tunggakan pajak;

2) Meningkatkan kemudahan pembayaran pgak melalui peningkatan kapasitas online
pembayaran pagjak, one-stop service, samsat keliling, peningkatan efektivitas drive thru,
penyederhanaan sistem dan prosedur pembayaran pajak;

3) Meningkatkan sistem informasi dan komunikasi perpgjakan daerah berbasis teknologi
android melalui aplikasi yang dapat diunduh melalui playstore dan informasi perpajakan
melalui website;

4) Meningkatkan efektivitas koordinasi dan keterbukaan antar instansi yang terkait dengan

pelayanan perpajakan daerah;

5) Membentuk sistem pembayaran pajak melalui electronic payment (e-payment) dan secara
bertahap menghapuskan sistem pembayaran pajak yang face to face; dan

6) Meningkatkan pengawasan penerimaan Pajak melalui pendataan Wajib Pajak.

2. Kebijakan Peningkatan Pendapatan Transfer
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Transfer ke daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah ditujukan untuk
mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah (vertikal) dan ketimpangan fiskal antar-
daerah (horisontal), sekaligus mendorong kinerja daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan
publik di seluruh daerah. Transfer ke daerah meliputi DBH, DAU, DAK dan Insentif Fiskal. Dalam
rangka mencapai tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal dan kesenjangan pelayanan antar-
daerah, pengelolaan transfer ke daerah mengedepankan kinerja sehingga dapat memenuhi kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di daerah, sekaligus mendorong tanggung jawab
daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik secara efisien dan disiplin. Untuk itu, DBH
dialokasikan berdasarkan realisas penerimaan negara yang dibagihasilkan satu tahun sebelumnya
dalam rangka memberikan kepastian penerimaan bagi daerah. Selain itu, pengalokasian DBH
memperhitungkan kinerja daerah dalam memperkuat penerimaan negara yang dibagihasilkan
ataupun perbaikan lingkungan yang terdampak akibat aktivitas eksploitasi.

Reformulasi pengalokasian DAU dilakukan melalui penghitungan kebutuhan fiskal berdasarkan pada
unit cost dan target layanan, serta penghitungan kapasitas fiskal sesuai dengan potensi pendapatan
daerah sehingga lebih mencerminkan kebutuhan dan kapasitas fiskal secara riil. Selain pada aspek
pengalokasian, reformulass DAU dilakukan pada aspek penggunaan yang ditujukan untuk
mendorong kinerja pencapaian pelayanan dasar masyarakat. Sementara itu, DAK lebih difokuskan
pada upaya mendukung daerah dalam pencapaian prioritas nasional dengan berdasarkan pada target

kinerja, sekaligus menjaga pemerataan serta keseimbangan tingkat layanan antar-daerah.

Pemerintah juga dapat memberikan insentif fiskal tertentu kepada daerah tertentu, sebagai bentuk
penghargaan dan sekaligus merangsang kinerja daerah dalam pengelolaan keuangan daerah,
pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, dan upaya peningkatan kesgahteraan
masyarakat.

2.2.2 ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM BAGIAN BELANJA
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk

pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan
pemerintahan wgjib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua
kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
anggaran berkenaan. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang
tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan diakui sebaga pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam
1 (satu) tahun anggaran.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait
pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis

dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan
urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.
Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) pendidikan, (b)

kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (€)
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ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial. Urusan Pemerintahan Wgjib
yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (€) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga
berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (1)
penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (0) persandian, (p) kebudayaan, (q)
perpustakaan, dan (r) kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b)
pariwisata, (c¢) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan sumber daya mineral, (f) perdagangan, (Q)
perindustrian, dan (h) transmigrasi.

Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang
berlaku. Arah pengel olaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Efisens dan efektivitas anggaran dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin
untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan
kesgjahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan
meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan

langsung dengan kepentingan masyarakat.

2. Prioritas penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kegiatan di bidang
pendidikan, kesehatan, budaya, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna
mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan
kemiskinan secara berkelanjutan. Khusus untuk belanja bidang pendidikan, mengacu pada Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 49, jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Surat Edaran Menteri Dalam
Negeri Nomor 903/2706/SJ tanggal 8 September 2008, bahwa Belanja Pendidikan dialokasikan
sebesar 20% dari total Belanja Daerah. Besaran alokasi dana pendidikan 20% tersebut termasuk
Belanja Gaji PNS Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Untuk anggaran kesehatan sesuai
dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 pada Pasal 171 ayat (2) menyebutkan bahwa aokasi anggaran
kesehatan minimal sebesar 10% dari APBD di luar Ggji.

3. Optimalisas belanja daerah diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara
efisien dan efektif. Belanja daerah disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi
pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

4. Optimalisasi belanja daerah untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama
dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Transparans dan akuntabel setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak
mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban
belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan

hasil.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN -IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PERANGKAT DAERAH



Laporan Keuangan DPMA Provins Bali TA 2024 | 41

Struktur belanja dalam APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengel olaan K euangan Daerah, yaitu dibagi atas kelompok Belanja Operasi, Belanja Modal,
Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer dengan rincian sebagai berikut:

1. Beanjaoperas merupakan belanja yang dianggarkan untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah
yang memberi manfaat jangka pendek

2. Belanja moda digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka
pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

3. BelanjaTidak Terduga (BTT) merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan
darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian
atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan
sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

4. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah
lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

223 ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM BAGIAN PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun

anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sumber pembiayaan dapat
berasal dari:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) mencakup pelampauan
penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain
pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban
kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum tersel esaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan;

2. Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening
dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam Tahun Anggaran berkenaan, dengan jumlah
yang dianggarkan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang
pembentukan dana cadangan berkenaan. Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari
rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat
(1) dianggarkan dalam belanja langsung perangkat daerah pengguna dana cadangan berkenaan,

kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan;

3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan digunakan antara lain untuk menganggarkan
hasil penjualan perusahaan milik daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan penjualan aset
milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan
modal pemerintah daerah;

4. Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah

termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran

berkenaan;

5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posis penerimaan

kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya;

6. Penerimaan piutang digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan

piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah,
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pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan

piutang lainnya.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan
dapat berupa Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo, Penyertaan Modal, Pembentukan
Dana Cadangan, Pemberian Dana Pinjaman serta Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

2.3INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi
panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU)
maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Disamping juga untuk memberi
gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan di daerah Bali dari sisi keberhasilan
penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan,
layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program
pembangunan daerah setigp tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setigp tahun sehingga
kondis kinerjayang diinginkan dapat dicapai.

Dalam usaha untuk mencapai sasaran nasional, Pemerintah Pusat sudah menetapkan 7 Prioritas
Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 sebagai berikuit.

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi K esenjangan dan Menjamin Pemerataan.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan K ebudayaan

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan K etahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Guna menjaga sinergitas prioritas pembangunan dengan pemerintah pusat dan dalam rangka
mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah maka Prioritas Pembangunan Daerah Proving Bali
Tahun 2024 ditetapkan ke dalam 7 (tujuh) prioritas yaitu :

Prioritas 1: Pertanian, Kelautan, IKM, UMKM, dan Pariwisata
Prioritas 2: Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan

Prioritas 3: Tenaga K erja dan Kesgjahteraan Sosia

Prioritas 4: Adat, Tradisi, Seni, dan Budaya

Prioritas 5: Lingkungan Hidup dan K etahanan Bencana
Prioritas 6: Infrastruktur

Prioritas 7: Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
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2.4 BELANJA WAJIB (MANDATORY SPENDING) DAN KEBIJAKAN TEMATIK DALAM
POSTUR APBD TA 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Provinsi Bali
dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2024, selain memperhatikan prinsip dan kebijakan umum
penyusunan APBD serta teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal khusus lainnya, sebagai
berikut:

2.4.1BELANJA WAJIB (MANDATORY SPENDING) DALAM POSTUR APBD TA 2024
Belanja wajib (mandatory spending) adalah kebijakan belanja yang difokuskan untuk mendanai

urusan pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagai mana maksud Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Tujuan
mandatory spending adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Data
kinerja mandatory spending dalam tata kelola keuangan Pemerintah Provinsi Bali meliputi hal-hal sebagai
berikut:

1. BelanjaWagjib Fungsi Pendidikan

Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten
dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua
puluh persen) dari total belanja daerah sebagaimana maksud pasal 31 ayat (4) UUD 1945, Pasal 49
ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 81 ayat
() Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan butir E.l.a. Larnpiran
Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 15 Tahun 2023.

Alokasi anggaran belanja wajib fungsi pendidikan dimaksud diprioritaskan untuk peningkatan
kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM bidang pendidikan. Alokasi
anggaran dan realisasi untuk belanjawajib fungsi pendidikan TA 2024, dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 2.10 Capaian Belanja Wajib Fungs Pendidikan

NO KOMPONEN ANGGARAN REALISAS| %
PERHITUNGAN REALISASI
1 ) ©) (4) G)=4):03)
1 |a. |Urusan Bidang 1.951.092.197.353,00 1.813.572.701.073,43 92,95%

Pendidikan :

1) |Belanja Operasi: 1.519.093.347.148,00 1.473.206.264.353,70 96,98%
a. |belanja pegawai; 1.146.289.783.066,00 1.091.604.335.536,00 95,23%
b. | belanja barang 280.472.814.082,00 290.428.985.613,70 103,55%
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Pel aksanaan
Pendidikan dan
Pelatihan
Keterampilan bagi
Pencari Kerja
Berdasarkan Klaster
Kompetens pada
Dinas

K etenagakerjaan

danjasa;
C. |belanja hibah 92.330.750.000,00 91.172.943.204,00 98,75%

2) |BelanjaModal: 431.998.850.205,00 340.366.436.719,73 78,79%

.|Urusan Bidang 23.535.121.312,00 21.992.584.152,00 93,45%
K ebudayaan:

1) |Belanja Operasi: 23.165.121.312,00 21.992.584.152,00 94,94%
belanja barang 23.165.121.312,00 21.992.584.152,00 94,94%
danjasa

2) |BelanjaModal: 370.000.000,00 0,00 0,00%

. |Urusan Bidang 627.473.360,00 586.194.410,00 93,42%
Perpustakaan:

1) |Belanja Operasi: 527.473.360,00 487.663.040,00 92,45%
belanja barang 527.473.360,00 487.663.040,00 92,45%
danjasa

2) |BelanjaModal: 100.000.000,00 98.531.370,00 98,53%

.|Urusan Bidang 66.536.664.400,00 61.936.121.240,00 93,09%
K epemudaaan dan
Olahraga:
1) |Belanja Operasi: 66.536.664.400,00 61.936.121.240,00 93,09%
a. |belanja barang 12.586.664.400,00 8.748.328.314,00 69,50%
danjasa;
b. | belanja hibah 53.950.000.000,00 53.187.792.926,00 98,59%
2) |BelanjaModal: 0,00 0,00 0,00%
. |Belanja di luar Urusan 8.513.613.680,00 8.176.279.815,00 96,04%
Pendidikan, Urusan
K ebudayaan, Urusan
Perpustakaan dan
Urusan Kepemudaan
dan Olahragayang
menunjang kebutuhan
masyar akat dibidang
Pendidikan, antara lain:
1) [Sub Kegiatan Proses 336.350.000,00 325.631.250,00 96,81%

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN -IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PERANGKAT DAERAH




dan Energi Sumber
DayaMinera

Laporan Keuangan DPMA Provins Bali TA 2024 | 45

2)

Sub Kegiatan
Peningkatan
Pemahaman dan
Pengetahuan
Perkoperasian serta
Kapasitas dan
Kompetensi SDM
Koperasi pada Dinas
Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah

8.009.040.280,00

7.688.724.592,00

96,00%

3)

Sub Kegiatan
Pengembangan
Kompetensi Sumber
DayaManusia
Ekonomi Kreatif
pada Dinas
Pariwisata

168.223.400,00

161.923.973,00

96,26%

2 |Anggaran Fungs

Pendidikan

2.050.305.070.105,00

1.906.263.880.690,43

92,97%

3 |Total Belanja Daerah

7.795.681.730.804,00

7.293.051.849.998,07

93,55%

Rasio Bidang Pendidikan (2:3)

X 100%

26,30%

26,14%

Tabd di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali mengal okasikan anggaran belanja wajib
fungsi pendidikan sebesar Rp2.050.305.070.105,00 atau 26,30% dari total anggaran belanja daerah
sebesar Rp7.795.681.730.804,00 dengan redlisasi sebesar Rp1.906.263.880.690,43 atau 26,14% dari
total redlisas anggaran belanja daerah sebesar Rp7.293.051.849.998,07. Atas hal tersebut, Pemerintah
Provinsi Bali telah memenuhi alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20%

(dua puluh persen) dari total belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan

perundang-undangan yang telah disebutkan sebelumnya. Fokus Pemerintah Provinsi Bali dalam

pemerataan pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Ketersediaan dan sebaran fasilitas pendidikan berupa SMA, SMK, dan SLB
b. Memperhatikan jumlah dan sebaran tenaga pendidik, yaitu guru dan PPPK

C.

K etersediaan kurikulum lokal, antaralain:
Kurikulum Muatan Loka (Mata Pelgjaran Bahasa Bali) Pendidikan Menengah (SMA/SMK)
Kurikulum Muatan Lokal (Mata Pelgjaran Bahasa Bali) Pendidikan Khusus (SDLB, SMPLB,

1)

2)

3)

4)
S)

SMALB)

Inovasi Keyboard Tamiang untuk mendukung implementasi pelestarian Aksara Bali dalam

mediadigita

Bulan Bahasa Bali yang dilaksanakan setiap bulan Pebruari

Pasraman Kilat (dilaksanakan pada saat jeda sekolah)

Angka harapan lama sekolah (HLS)
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HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh
anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan
tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah
per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini

e. Upayaoptimaisas SMK (Pendidikan Vokasi), seperti:
1) Pengadaan ajang gelar karya/expo siswa SMK dengan tema “Merdeka Berkarya Vokasi
Berjaya”
2) Melakukan Kerjasama link and match antara SMK dan dunia usaha/industri
f. Inovas pengembangan pembelgjaran berbasis TIK tahun 2024, seperti:
1) Penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara online

Sistem untuk memfasilitas penerimaan peserta didik baru SMA dan SMK Negeri se-Bali

2) Porta bali melgjah (BALI BELAJAR)

Portal yang menyediakan berbagai konten pembelgjaran sehingga dapat dimanfaatkan oleh Guru
dan Peserta Didik

3) Aplikasi kelas virtual
Kelas Virtua Bali Melgah merupakan E-learning untuk mewujudkan SDM Bali unggul, cerdas
& berkarakter dengan efisien, kapan sgja dan di mana sgja.

2. BelanjaWgjib Kesehatan

Dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten
dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran Kesehatan secara memadai sesuai dengan
ketentuan dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 409 ayat (4) dan (5) dan dan
butir C.1.m.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Alokasi anggaran belanja wajib kesehatan dimaksud diarahkan untuk mendukung transformasi
kesehatan dan pencapaian indikator SPM bidang kesehatan. Alokasi anggaran dan realisasi untuk
belanjawajib kesehatan TA 2024, dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 2.11 Capaian Belanja Wajib Kesehatan

NO KOMPONEN ANGGARAN REALISASI %
PERHITUNGAN REALIS

AS|
1) 2 ©) 4) B =4):

(©)
1 |ajUrusan bidang 703.679.827.456,00 645.621.139.448,60| 91,75%

.|Kesehatan:
1) |BelanjaOperasi: 641.701.325.312,00 587.658.787.821,88| 91,58%
a|belanja pegawai; 357.485.933.695,00 326.552.360.072,00f 91,35%
b [belanja barang 283.193.056.481,00 260.212.432.893,88| 91,89%
. |danjasa;

¢ |belanja hibah 1.022.335.136,00 893.994.856,00| 87,45%

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN -IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PERANGKAT DAERAH



Laporan Keuangan DPMA Provins Bali TA 2024 | 47

2) |BelanjaModd:

61.978.502.144,00

57.962.351.626,72

93,52%

(o}

Belanja pada sub
.|kegiatan di luar
Urusan bidang
Kesehatan yang
menunjang K esehatan,
antaralain:

136.576.380.352,00

123.928.287.644,00

90,74%

1) [Belanja Transfer:

72.991.871.228,00

66.495.840.880,00

91,10%

Sharing PBI Daerah

72.991.871.228,00

66.495.840.880,00

91,10%

2) |Belanja luran Jaminan
K esehatan pada
Seluruh OPD di luar
Dinas Kesehatan

62.983.853.524,00

56.857.122.247,00

90,27%

3) |Belanja Sub Kegiatan
Pengembangan dan
Penyediaan Materi
dan Sarana Promosi,
Komunikasi,
Informasi dan
Edukasi (KIE)
Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencanadan
Pembangunan
Keluarga Sesuai
Kearifan Budaya
Lokal pada Dinas
PMD Dukcapil

332.121.540,00

316.199.902,00

95,21%

4) |Belanja Sub Kegiatan
Pemenuhan
Persyaratan Teknis
Sertifikasi

Zona/lK ompartemen
Bebas Penyakit pada
Dinas Pertanian
Tanaman Pangan

268.534.060,00

259.124.615,00

96,50%

Anggaran K esehatan
(atb)

840.256.207.808,00

769.549.427.092,60

91,59%

Total Belanja Daerah

7.795.681.730.804,00

7.293.051.849.998,07

93,55%

Gaji dan Tunjangan ASN

944.767.093.038,00

915.767.773.065,00

96,93%

Total Belanja Daerah di
luar
Gaji ASN (3-4)

6.850.914.637.766,00

6.377.284.076.933,07

93,09%
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Rasio Bidang K esehatan (2:5) 12,26% 12,07%
x 100%

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Provins Bali mengal okasikan anggaran belanja wajib
kesehatan sebesar Rp840.256.207.808,00 atau 12,26% dari total anggaran belanja daerah di luar gaji
dan tunjangan ASN sebesar Rp6.850.914.637.766,00 dengan realisasi sebesar Rp769.549.427.092,60
atau 12,07% dari total redisas anggaran belanja daerah di luar gaji dan tunjangan ASN sebesar
Rp6.377.284.076.933,07. Atas hal tersebut, Pemerintah Provins Bali telah mengal okasikan anggaran
Kesehatan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kebutuhan K esehatan daerah
yang mengacu pada program Kesehatan nasional yang dituangkan dalam rencana induk bidang
Kesehatan dengan memperhatikan penganggaran berbasis kinerja, termasuk memperhatikan
penyelesaian permasalahan Kesehatan berdasarkan beban penyakit atau epidemiologi. Fokus
Pemerintah Provins Bali dalam meningkatkan layanan kesehatan dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Pemetaan/Pendataan permasal ahan kesehatan:

1) Penduduk yang tidak memiliki akses layanan kesehatan,

2) Sebaran Tenaga K esehatan, dan

3) Ketersediaan layanan kesehatan sampai tingkat banjar (Posyandu).
b. Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk memastikan UHC 100%
¢c. Memfasilitas pemenuhan tenaga kesehatan pada daerah yang masih kekurangan
d. Memfasilitas peningkatan sarana dan prasarana kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas
e. Mendorong peran serta swasta untuk membuka dan meningkatkan layanan kesehatan

3. BeanjaWgjib Infrastruktur Pelayanan Publik

Pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah
40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada
daerah dan/atau desa sebagaimana maksud Pasal 147 UU Nomor 1 Tahun 2022, butir E.l.c. Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, dan Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 24 Tahun
2024 tentang Tata Cara Penundaan danatau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah atas
Pemenuhan Belanja Wgjib Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Alokasi anggaran belanja wajib infrastruktur pelayanan publik dimaksud diarahkan untuk
mendukung percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang
berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja,
mengurangi  kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah.
Alokasi anggaran dan realisasi untuk belanja wajib infrastruktur pelayanan publik TA 2024, dirinci
dalam tabel berikut:

Tabel 2.122 Capaian Belanja Wajib Infrastruktur Pelayanan Publik

NO| KOMPONEN PERHITUNGAN ANGGARAN REALISASI %
REALISASI
D 2 ©) 4 ®=4:03
1 |Total Belanja Daerah 7.795.681.730.804,00 7.293.051.849.998,07 93,55%
2 |Belanjabagi hasil dan/atau
transfer kepada daerah
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dan/atau desa:
a |BelanjaBagi Hasll 1.821.886.080.384,00| 1.800.971.992.343,00 98,85%
b. |Belanja Bantuan Keuangan 366.931.922.273,00|  355.860.433.998,00 96,98%
Jumlah (a+b) 2.188.818.002.657,00| 2.156.832.426.341,00 98,54%
3 |Selish (1-2) 5.606.863.728.147,00| 5.136.219.423.657,07 91,61%
4 |Minimal Belanja Infrastruktur 2.242.745.491.258,80| 2.054.487.769.462,83 91,61%
Pelayanan Publik (40% x Selisih
1-2)
5 |a. |BelanjaModal 798.894.222.750,00|  667.689.607.145,41 83,58%
1) Tanah 4.410.000.000,00 3.464.184.000,00 78,55%
2) Peraatan dan Mesin 185.033.598.328,00 130.063.180.613,50 70,29%
3) Bangunan dan Gedung 443.866.230.954,00 407.489.294.374,22 91,80%
4) Jalan, jaringan dan irigasi 109.632.657.467,00 94.451.449.090,69 86,15%
5) Aset tetap lainnya 55.101.736.001,00 31.382.599.067,00 56,95%
6) Asetlainnya 850.000.000,00 838.900.000,00 98,69%
b. |Belanja pemeliharaan 50.718.097.422,00 39.402.749.121,78 77,69%
6 |a. |[BelanjaHibah 174.576.360.572,00|  166.916.244.753,00 95,61%
b. |Beanja Bantuan Sosial
7 |Jumlah Belanja Infrastruktur 1.024.188.680.744,00 874.008.601.020,19 85,34%
Daerah (5+6)
Per sentase Belanja I nfrastruktur 18,27% 17,02%

Tabd di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali mengal okasikan anggaran belanja wajib
infrastruktur pelayanan publik sebesar Rpl.024.188.680.744,00 atau 18,27% dari total anggaran
belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa sebesar
Rp5.606.863.728.147,00 dengan realisas sebesar Rp874.008.601.020,19 atau 17,02% dari total
redisas anggaran belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah
dan/atau Desa sebesar Rp5.136.219.423.657,07. Atas ha tersebut, Pemerintah Provins Bali terus
mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran belanja wajib infrastruktur pelayanan publik paling
rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau
Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa. Alokasi anggaran belanja wajib infrastruktur pelayanan
publik dalam RAPBD TA 2025 telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

242 KEBIJAKAN TEMATIK DALAM POSTUR APBD TA 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang pedoman
penyusunan APBD TA 2024, kebijakan tematik yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan antaralain:

1. Kebijakan Tematik Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dalam rangka mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan
dengan SPM sebagaimana maksud Pasal 18 dan Pasal 298 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2), Pemerintah Provins Bali
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dalam APBD Tahun Anggaran 2024 memedomani 6 (enam) bidang urusan meliputi:

a Pendidikan

Urusan pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang
dirincikan secara spesifik dalam rapor pendidikan daerah masing-masing Pemerintah Daerah
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Nomor 9 tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah serta
butir E.2.a.1) dan Tabel E.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

b. Kesehatan
Urusan kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan serta butir
E.2.a21 dan tabel E.6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

c. Pekerjaan umum dan penataan ruang
Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun
2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat serta butir E.2.a.3) dan Tabel E.8 Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor
2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023, Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 serta butir 8.2.a41 dan Tabe E. 10
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

e. Sosid
Urusan sosial sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah
Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota serta butir E.2.a.5) dan Tabel E.14 Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

f. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat

Urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat:

1) Bidang urusan bencana sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun
2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang
Urusan Bencana Daerah Kabupaten/K ota;

2) Bidang urusan kebakaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal bidang
Urusan K ebakaran Daerah Kabupaten/K ota; dan
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3) Bidang urusan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar bidang Urusan

K etenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/K ota.

Alokasi anggaran dan redlisasi kebijakan tematik SPM TA 2024, dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 2.133 Capaian Kebijakan Tematik Standar Pelayanan Minimal (SPM)

NO

JENIS
PELAYANAN
DASAR

SUB
KEGIATAN

ANGGARAN

REALISASI

%
REALI
SAS|

1

2

6=5:4

A. SPM Bidang Pendidikan

1

Pendidikan
Menengah

Penyediaan
Biaya Personil
Peserta Didik
Sekolah
Menengah
Keguruan

6.572.695.600,00

5.948.256.805,00

90,50

Pembangunan
Ruang Kelas
Baru

11.536.562.525,00

10.947.666.878,00

94,90

Pembangunan
USB (Unit
Sekolah Baru)

60.067.623.277,00

58.389.639.447,00

97,21

Rehabilitasi
sedang/berat
Ruang Kelas
Sekolah

4.690.001.694,00

4.494.914.714,00

95,84

Penataan
Pendistribusian
Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan
Satuan
Pendidikan
Menengah dan
Pendidikan
Khusus

39.999.200,00

32.005.420,00

80,02

Rehabilitasi
Ruang Praktik
Peserta Didik

1.200.000.000,00

1.124.795.000,00

93,73

Sosiadlisas dan
Advokasi
Kebijakan
Bidang
Pendidikan

72.290.000,00

67.929.860,00

93,97

Rehabilitasi
Sedang/Berat
Ruang Kelas

4.843.633.553,00

4.712.899.300,00

97,30
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Sekolah

Pembinaan
Kelembagaan
dan Mangjemen
Sekolah
Menengah
Keguruan

498.278.200,00

438.125.840,00

87,93

Pembangunan
USB (Unit
Sekolah Baru)

139.128.635.719,00

135.334.181.282,00

97,27

Pengembangan
konten digital
untuk pendidikan

47.804.000,00

46.005.064,00

96,24

Perhitungan dan
Pemetaan
Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan
Satuan
Pendidikan
Menengah dan
Pendidikan
Khusus

34.981.800,00

23.037.800,00

65,86

Pengembangan
konten digital
untuk pendidikan

57.075.000,00

52.566.529,00

92,10

Pembinaan
Penggunaan
Teknologi,
Informasi dan
Komunikasi
(TIK) untuk
Pendidikan

101.430.000,00

100.498.000,00

99,08

Sosialisas dan
Advokas
Kebijakan
Bidang
Pendidikan

59.769.500,00

56.642.700,00

94,77

Pembinaan
Minat, Bakat dan
Kreativitas
Siswa

1.201.841.100,00

1.055.426.393,00

87,82

Penyediaan
Biaya Personil
Peserta Didik
Sekolah
Menengah Atas

6.144.320.400,00

5.271.864.113,00

85,80

Bimbingan
Teknis,

124.998.600,00

113.483.091,00

90,79
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Pelatihan,
dan/atau
Magang/PKL
untuk
Peningkatan
Kapasitas
Bidang
Pendidikan

Pelatihan 44.063.000,00 42.965.845,00| 97,51
Penggunaan
Aplikasi Bidang
Pendidikan

Penyediaan 40.393.577.660,00 32.982.505.594,00| 81,65
Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan
bagi Satuan
Pendidikan
Sekolah
Menengah Atas

Pengadaaan Alat 393.150.000,00 310.855.000,00| 79,07
Praktik dan
Peraga Peserta
Didik
Pengembangan 70.550.000,00 61.878.676,00| 87,71
Karir Pendidik
dan Tenaga
Kependidikan
pada Satuan
Pendidikan
Sekolah
Menengah
Keguruan

Pengembangan 70.550.000,00 61.946.932,00f 87,81
Karir Pendidik
dan Tenaga
Kependidikan
Pada Satuan
Pendidikan
Sekolah
Menengah Atas

Pelatihan 42.099.000,00 41.443.597,00) 98,44
Penggunaan
Aplikasi Bidang
Pendidikan

Bimbingan 124.999.800,00 117.213.360,00f 93,77
Teknis,
Pelatihan,
dan/atau
Magang/PK L
untuk
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Peningkatan
Kapasitas
Bidang
Pendidikan

Pembinaan 83.370.000,00 82.787.000,00{ 99,30
Penggunaan
Teknologi,
Informasi dan
Komunikasi
(TIK) untuk
Pendidikan

Pembangunan 8.207.219.062,00 7.917.678.972,00| 96,47
Ruang Kelas
Baru

Pembinaan 4.498.679.200,00 4.474.896.900,00| 99,47
Kelembagaan
dan Mang emen
Sekolah
Menengah Atas

Pengadaaan Alat 10.000.000.000,00 9.794.999.372,09| 97,95
Praktik dan
Peraga Siswa

Pembangunan 10.653.500.000,00 10.358.532.360,00| 97,23
Ruang Praktik
Siswa

Penyediaan 32.226.076.940,00 19.854.709.951,00| 61,61
Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan
bagi Satuan
Pendidikan
Sekolah
Menengah
Keguruan

Sub Total 343.229.774.830,00 314.312.351.795,09| 91,57

Pendidikan Pembinaan 608.648.100,00 133.884.100,00| 22,00
Khusus Kelembagaan
dan Mangemen
Sekolah
Pendidikan
Khusus

Pembangunan 12.935.739.900,00 0,00 0,00
Unit Sekolah
Baru (USB)

Penyediaan 5.081.413.200,00 4.502.890.220,00| 88,61
Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan
bagi Satuan
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Pendidikan
Khusus
Sosiadisas dan 16.559.300,00 16.313.220,00f 98,51
Advokas
Kebijakan
Bidang
Pendidikan
Pembangunan 534.645.300,00 320.054.908,00| 59,86
Ruang Kelas
Baru
Sub Total 19.177.005.800,00 4.973.142.448,00| 25,93
Total Alokasi Anggaran Untuk SPM 362.406.780.630,00 319.285.494.243,09| 88,10
Bidang Pendidikan
I I
B. SPM Bidang K esehatan
1 |Pelayanan Pengelolaan 567.961.100,00 73.458.820,00f 12,93
kesehatan bagi | Pelayanan
penduduk K esehatan bagi
terdampak krisis | Penduduk
kesehatan akibat | Terdampak
bencanadan/atau | Krisis K esehatan
berpotens Akibat Bencana
bencana dan/atau
proving Berpotens
Bencana
Sub Total 567.961.100,00 73.458.820,00{ 12,93
2 |Pelayanan Pengelolaan 2.405.881.900,00 159.783.110,00 6,64
kesehatan bagi | Pelayanan
penduduk pada |Kesehatan bagi
kondisi kejadian | Penduduk pada
luar biasa Kondis
provins Kegadian Luar
Biasa (KLB)
Sub Total 2.405.881.900,00 159.783.110,00 6,64
Total Alokasi Anggaran Untuk SPM 2.973.843.000,00 233.241.930,00 7,84
Bidang K esehatan
I [
C. SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang
1 |Pemenuhan Penyusunan 1.359.184.976,00 1.175.931.822,00| 86,52
Kebutuhan Air |Rencana,
Minum Curah |Kebijakan,
Lintas Strategi dan
Kabupaten/K ota | Teknis Sistem
Penyediaan Air
Minum (SPAM)
Pembangunan 15.081.217.100,00 10.229.408.574,00| 67,83
Sistem
Penyediaan Air
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Minum (SPAM)
Lintas
Kabupaten/K ota

Operasi dan
Pemeliharaan
Sistem
Penyediaan Air
Minum (SPAM)

40.793.745.021,00

39.336.929.714,00

96,43

Sub Total

57.234.147.097,00

50.742.270.110,00

88,66

Peenyediaan
Pelayanan
Pengolahan Air
Limbah
Domestik
Regional Lintas
Kabupaten/K ota

Operasi dan
Pemeliharaan
Sistem
Pengelolaan Air
Limbah
Domestik
(SPALD)

14.932.448.684,00

12.155.651.182,00

81,40

Penyusunan
Rencana,
Kebijakan,
Strategi dan
Teknis Sistem
Pengelolaan Air
Limbah
Domestik
(SPALD)

262.831.900,00

209.116.000,00

79,56

Pembangunan
Sistem
Pengelolaan Air
Limbah
Domestik
(SPALD)
Terpusat

1.028.074.300,00

878.296.385,00

85,43

Sub Total

16.223.354.884,00

13.243.063.567,00

81,63

Total Alokas Anggaran Untuk SPM
Bidang Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang

73.457.501.981,00

63.985.333.677,00

87,11

D. SPM Bidang Perumahan Rakyat
dan Kawasan Pemukiman

1

Penyediaan dan
rehabilitas
rumah yang
layak huni bagi
korban bencana
provins

Pendataan
Rumah Sewa
Milik
Masyarakat,
Rumah Susun
dan Rumah
Khusus

272.217.800,00

271.135.475,00

99,60

Identifikasi
Perumahan di
Lokas yang
Berpotens

20.822.600,00

15.994.068,00

76,81
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Terkena
Relokasi
Program
Provins

Sub Total

293.040.400,00

287.129.543,00

97,98

Fasilitas
penyediaan
rumah yang
layak huni bagi
masyarakat
yang terkena
relokas
program
Pemerintah
Daerah Provins

Operasional dan
Pemeliharaan
Lingkungan
Perumahan pada
Relokasi
Program
Provins

487.395.260,00

468.089.019,00

96,04

Sub Total

487.395.260,00

468.089.019,00

96,04

Total Alokas Anggaran Untuk SPM
Bidang Perumahan Rakyat dan
Kawasan Pemukiman

780.435.660,00

755.218.562,00

96,77

E. SPM Bidang Ketentraman dan
Ketertiban Umum

1

Pelayanan
ketentraman dan
ketertiban
Umum Provins

Peningkatan
Kapasita SDM
Satuan Polis
Pamongpraja
melalui pelatihan
Teknis termasuk
dalam

pel aksanaan
tugas yang
bernuansa Hak
Asasi Manusia

242.712.420,00

212.556.350,00

87,58

Penyediaan
Layanan Dasar
dalam rangka
Dampak
Penegakan
Peraturan Daerah
dan Peraturan
KepalaDaerah

29.899.600,00

15.633.144,00

52,29

Pengadaan dan
Pemeliharaan
Sarana dan
Prasarana

K etenteraman,
Ketertiban
Umum dan
Pelindungan
Masyarakat

18.614.874.259,00

18.588.986.968,00

99,86
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Total Alokas Anggaran Untuk SPM
Bidang K etentraman dan Ketertiban
Umum

18.887.486.279,00

18.817.176.462,00

99,63

F. SPM Bidang Sosial

1

Rehabilitasi
sosia dasar
penyandang
disabilitas
telantar di dalam
panti

Penyediaan
Perbekalan
Kesehatan di
dalam Panti

2.000.000.000,00

1.844.370.363,00

92,22

Penyediaan
Permakanan

28.624.600,00

28.100.000,00

98,17

Pemberian
Bimbingan Fisik,
Mental, Spiritual
dan Sosial

289.939.600,00

287.533.250,00

99,17

Sub Total

2.318.564.200,00

2.160.003.613,00

93,16

Rehabilitas
sosial dasar
anak telantar di
dalam panti

Penyediaan
Perbekalan
Kesehatan di
dalam Panti

10.000.000,00

6.915.000,00

69,15

Pemberian
Bimbingan Fisik,
Mental, Spiritual
dan Sosial

236.941.200,00

228.196.600,00

96,31

Penyediaan
Makanan

749.452.600,00

746.995.000,00

99,67

Penyediaan
Sandang

89.750.000,00

86.763.000,00

96,67

Pemberian
Bimbingan
Aktivitas Hidup
Sehari-Hari

74.406.700,00

59.727.800,00

80,27

Pemberian
Pelayanan
Penelusuran
Keluarga

50.318.000,00

48.005.140,00

95,40

Akseske
Layanan
Pendidikan dan
Kesehatan Dasar

120.000.000,00

26.333.000,00

21,94

Pengasuhan

71.891.500,00

68.376.000,00

95,11

Sub Total

1.402.760.000,00

1.271.311.540,00

90,63

Rehabilitas
sosial dasar
lanjut usia
telantar di dalam
panti

Penyediaan
Perbekalan
Kesehatan di
dalam Panti
Sosial

20.000.000,00

9.853.800,00

49,27
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Pemberian 24.500.800,00 14.517.650,00f 59,25
Bimbingan Fisik,
Mental, Spritual
dan Sosid
Pemberian 52.170.600,00 36.276.600,00f 69,53
Pelayanan
Penelusuran
Keluarga
Pemul asaraan 158.890.100,00 121.043.150,00| 76,18
Penyediaan 618.890.000,00 595.362.750,00| 96,20
Permakanan
Pemberian 149.580.300,00 148.786.915,00| 99,47
Bimbingan
Aktivitas Hidup
Sehari-Hari
Sub Total 1.024.031.800,00 925.840.865,00, 90,41
4 |Rehabilitasi Pemulangan ke 122.200.000,00 109.520.000,00| 89,62
sosial dasar tuna |Daerah Asal
sosial Penyediaan 9.999.400,00 9.062.650,00] 90,63
khususnya
Permakanan
gelandangan
dan pengemis di
dalam panti
Sub Total 132.199.400,00 118.582.650,00| 89,70
5 |Perlindungan Penyediaan 3.240.000,00 0,00 0,00
dan jaminan Tempat
sosial padasaat | Penampungan
dan setelah Pengungsi
teanggap darurat (s e 257.936.700,00 247.914.400,00] 96,11
bencana bagi
Korban b Dukungan
orban bencana | oy ososial
provins
Penanganan 3.240.000,00 0,00 0,00
Khusus bagi
Kelompok
Rentan
Sub Total 264.416.700,00 247.914.400,00) 93,76
Total Alokasi Anggaran Untuk SPM 5.141.972.100,00 4,723.653.068,00) 91,86
Bidang Sosial
Total Alokasi Anggaran Untuk SPM 463.648.019.650,00 407.800.117.942,09| 87,95
Total Belanja Daerah 7.795.681.730.804,00 7.293.051.849.998,07| 93,55
Per sentase 5,95% 5,59%

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran untuk
kebijakan tematik SPM sebesar Rp463.648.019.650,00 atau 5,95% dari total anggaran belanja daerah
sebesar Rp7.795.681.730.804,00 dengan realisasi sebesar Rp407.800.117.942,09 atau 5,59% dari
total realisasi anggaran belanja daerah Rp7.293.051.849.998,07. Atas hal tersebut, fokus Pemerintah
Provinsi Bali dalam rangka pemenuhan SPM dapat diuraikan sebagai berikut:
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a. SPM Bidang Pendidikan
Alokasi anggaran SPM Pendidikan diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

1) AngkaPartisipasi Sekolah.
2) Literasi dan Numerasi.
3) Kekhususan SMK.
4) Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas.
b. SPM Bidang Kesehatan
Alokasi anggaran SPM Pendidikan diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

1) Pelayanan kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau
Berpotens Bencana Provinsi.
Adapun sub rincian abjek belanja pada sub kegiatan Pengel olaan Pelayanan K esehatan bagi
Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana yang
tersusun dalam RKA, telah menunjang output Standar Pelayanan Minimal bidang
K esehatan padatahap PraKrisis. Rincian belanjatersebut diperuntukkan sebagai berikut:

a) Sosialisas pedoman HEOC ke 9 kab/kota dengan melibatkan peserta dari rumah sakit,
puskesmas, BPBD, lintas sektor kebencanaan yang terkait, aparat desa seperti pecalang
dan organisasi profesi;

b) perjalanan dinas dengan tujuan ke dinas kesehatan kab/kota untuk melakukan evaluas
pembentukan HEOC,;

¢) perjalanan dinas ke rumah sakit untuk mengecek pelaksanaan hospitals disaster dan
simulasi yang dilakukan dalam kesi apsiagaan krisis/bencang;

d) berkoordinas ke Public Safety Center (PSC) untuk monitoring kegiatan
kegawatdaruratan sehari hari ataupun bencana;

€) Penyelenggaraan rapat persiapan dengan tim yang akan dilibatkan dan rapat evaluasi.

2) Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provins.
c. SPM Bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang
Alokasi anggaran untuk Belanja SPM diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas
Kabupaten/K ota.
2) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional.
d. SPM Bidang Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
Alokasi anggaran untuk Belanja SPM diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar Fasilitas
Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program
Pemerintah Daerah Provins.

e. SPM Bidang Sosia
Alokasi anggaran untuk Belanja SPM diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti.

2) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti.

3) Rehabilitas Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti.

4) Rehabilitas Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan di Dalam Panti.
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5) Perlindungan dan Jaminan Sosia pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi
Korban Bencana Provinsi.
f. SPM Bidang Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat
Alokasi anggaran untuk Belanja SPM diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar Kegiatan

Penanganan Gangguan K etenteraman dan K etertiban Umum Provinsi.

2. Kebijakan Tematik Pengawasan
Dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan inspektorat daerah, sebagai pelaksanaan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 butir E.2.c.3), Pemerintah Daerah
mengal okasikan pengawasan sesuai dengan kewenangannya, meliputi:

a. Kegiatan pengawasan, yaitu:

1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria
yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau pemeriksaan kinerja;

2) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi rancangan
akhir rencana kerja Pemerintah Daerah, rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah,
rancangan KUA dan rancangan PPAS, RKA-SKPD;

3) Pemeriksaan pengel olaan keuangan daerah;

4) Reviu laporan keuangan;

5) Kegiatan pengawasan lainnya meliputi probity audit, reviu laporan kinerja, reviu LPPD,
pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang
berbasis gender, pemeriksaan pengel olaan keuangan desa;

6) Sehubungan dengan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil
gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota serentak Tahun 2024,
Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pengawasan atas pemberian hibah, bantuan sosial,
dan bantuan pemerintah lainnya, termasuk memastikan bantuan keuangan partai politik yang
bersumber dari APBD tepat sasaran dan berbasis output sesuai dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran,
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

7) Penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas meliputi, pengendalian
gratifikasi, pelaksanaan survei penilaian integritas, pelaksanaan sosidisas dan kampanye
antikorups kepada seluruh elemen masyarakat (legidlatif, eksekutif, aparat penegak hukum,
masyarakat umum), penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, asistens
pembangunan reformasi birokrasi, capaian aksi pencegahan korups yang dikoordinasikan
oleh strategi nasional pencegahan korups, capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan
korupsi terintegras yang dikoordinasikan KPK, operasionalisas sapu bersih pungutan liar,
pemeriksaan investigatif, tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum
dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, monitoring dan

evaluas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK sertatindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.
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b. Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, kapabilitas APIP level 3, maturitas sistem pengendalian
internal pemerintah, penerapan mangemen risiko, penguatan integritas dan antikorups,
pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis
minimal 120 (seratus dua puluh) jam/tahun per APIP.

c. Saranadan prasarana pengawasan seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain.

Berkaitan dengan itu, untuk mendanai program, kegiatan dan subkegiatan pengawasan dimaksud,
Pemerintah Daerah provins mengal okasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari
total belanja daerah, dengan klasifikasi:

a. Sampai dengan Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,90% (nol
koma sembilan puluh persen) dari total belanja daerah;

b. Diatas Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000.000,00
(sepuluh triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,60% (nol koma enam puluh persen) dari total
belanja daerah dan diatas Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah); dan

c. Diatas Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,30% (nol koma
tiga puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar
rupiah).

Alokasi anggaran dan redlisasi kebijakan tematik pengawasan TA 2024, dirinci dalam tabel
berikut:

Tabel 2.14 Kebijakan Tematik Pengawasan

NO KOMPONEN ANGGARAN REALISASI %
PERHITUNGAN REALISASI

) ) ©) (4) ®)=4:0)

1 |a. |[Program 4.331.259.160,00 4.180.395.832,00 96,52%
Penyelenggaraan
Pengawasan

1) |Kegiatan 2.971.471.860,00 2.886.704.988,00 97,15%
Penyelenggaraan
Pengawasan Internal

2) |[Kegiatan 1.359.787.300,00 1.293.690.844,00 95,14%
Penyelenggaraan
Pengawasan dengan
Tujuan Tertentu

b. |Program Perumusan 3.832.575.880,00 3.415.482.139,00 89,12%
K ebijakan,
Pendampingan dan
Asistens

1) |Kegiatan Perumusan 2.142.614.260,00 1.938.489.681,00 90,47%
Kebijakan Teknis di
Bidang Pengawasan
Dan Fasilitasi
Pengawasan

2) |Kegiatan 1.689.961.620,00 1.476.992.458,00 87,40%
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c. |Program Penunjang

21.061.822.079,00

18.792.978.628,00

89,23%

1) | Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluas Kinerja
Perangkat Daerah

111.229.500,00

106.886.868,00

96,10%

2) |Administrasi
Keuangan Perangkat
Dagerah

14.734.195.439,00

13.080.253.108,00

88,77%

3) |Administrasi Umum
Perangkat Daerah

1.481.577.000,00

1.269.239.454,00

85,67%

4) | Pengadaan Barang
Milik Daerah

Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

1.409.792.300,00

1.318.976.900,00

93,56%

5) | Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah

586.432.640,00

488.836.755,00

83,36%

6) | Pemeliharaan Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Dagerah

2.738.595.200,00

2.528.785.543,00

92,34%

Alokasi Anggaran
Pengawasan (a+b+c)

29.225.657.119,00

26.388.856.599,00

90,29%

Total Belanja Daerah

7.795.681.730.804,00

7.293.051.849.998,07

93,55%

Rasio Alokas

0,37%

0,36%

Anggar anPengawasan
Terhadap Belanja Daerah
(2:3)x100%

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran untuk
kebijakan tematik pengawasan sebesar Rp29.225.657.119,00 atau 0,37% dari total anggaran belanja
daerah sebesar Rp7.795.681.730.804,00 dengan realisasi sebesar Rp26.388.856.599,00 atau 0,36%
dari total redlisasi anggaran belanja daerah Rp7.293.051.849.998,07. Atas hal tersebut, Pemerintah
Provinsi Bali dapat dikategorikan pada golongan kedua dengan alokasi anggaran kebijakan tematik
pengawasan paling sedikit sebesar 0,60% (nol koma enam puluh persen) dari total belanja daerah.
Meskipun Pemerintah Provinsi Bali belum memenuhi batas minimal yang telah ditetapkan, namun
Pemerintah Provins Bali telah melakukan perhitungan sesuai dengan kebutuhan riil SKPD dalam
mel aksanakan fungsi pengawasan, sehingga apabila dialokasikan secara berlebihan akan berdampak
pada kurang efektifnya penyerapan anggaran.

3. Pendidikan dan Pelatihan Bagi ASN
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Dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah

harus mengal okasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN paling sedikit 0,34% (nol

koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah. Alokasi anggaran tersebut diluar belanja

pegawai dan belanja pemeliharaan pada SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Daerah dan diarahkan hanya untuk berbagai program pengembangan kompetensi dan

uji kompetensi sebagaimana maksud butir 5.2.3.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
15 Tahun 2024.

Alokasi anggaran dan realisasi kebijakan tematik pendidikan dan pelatihan bagi ASN TA 2024,
dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 2.14 Kebijakan Tematik Pendidikan dan Pelatihan Bagi ASN

NO

KOMPONEN
PERHITUNGAN

ANGGARAN

REALISASI

%

REALISASI

)

)

©)

4)

®)=4:0

a.|Kegiatan/Sub K egiatan
pada Badan K epegawaian
dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia

35.308.226.185,00

27.991.184.408,00

79,28

1)

Pengembangan
Kompetensi ASN

3.267.065.590,00

3.028.275.205,00

92,69

2)

Sertifikasi, Kelembagaan,
Pengembangan
Kompetens Mangerial
dan Fungsional

1.195.592.955,00

1.095.323.636,00

91,61

3)

Administrast Umum
Perangkat Daerah

744.244.700,00

588.982.538,00

79,14

4)

Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah
Daerah

78.387.000,00

63.250.000,00

80,69

o)

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

1.451.849.000,00

1.423.056.943,00

98,02

6)

Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah

1.171.374.800,00

1.141.675.340,00

97,46

7)

Peningkatan Pelayanan
BLUD

26.892.305.000,00

20.249.036.696,00

75,30

8)

Pendidikan dan Pelatihan
Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi

180.094.000,00

124.390.988,00

69,07

9

Pengel olaan Promosi

180.913.140,00

130.793.062,00

72,30
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ASN (Bimbingan Teknis)

10) |Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

146.400.000,00

146.400.000,00

100,00

Kegiatan/Sub K egiatan

pada Satuan Polis Pamong

Praja

137.060.200,00

133.734.892,00

97,57

Pembinaan Penyidik
Pegawai Negeri Sipil
(PPNS) Provinsi

137.060.200,00

133.734.892,00

97,57

Kegiatan/Sub K egiatan
pada | nspektor at

1.597.607.840,00

1.403.918.193,00

87,88

Perumusan K ebijakan
Teknisdi Bidang
Fasilitasi Pengawasan

1.597.607.840,00

1.403.918.193,00

87,88

Kegiatan/Sub K egiatan
pada Dinas Pendidikan,

K epemudaan dan Olahraga

311.646.800,00

285.245.428,00

91,53

1) [Peningkatan K apasitas
Pengelolaan Dana BOS
Sekolah Pendidikan
Khusus

15.547.600,00

15.126.080,00

97,29

2) |Pengembangan Karir
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Pada
Satuan Pendidikan

Sekolah Menengah Atas

70.550.000,00

61.946.932,00

87,81

3) | Peningkatan Kapasitas
Pengelolaan Dana BOS

Sekolah Menengah Atas

29.999.400,00

29.080.380,00

96,94

4) |Bimbingan Teknis,
Pelatihan, dan/atau
Magang/PKL untuk
Peningkatan Kapasitas
Bidang Pendidikan

124.999.800,00

117.213.360,00

93,77

5) |Pengembangan Karir
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada
Satuan Pendidikan
Sekolah Menengah
Keuruan

70.550.000,00

61.878.676,00

87,71

e

K egiatan/Sub K egiatan

pada UPTD Balai Pelatihan
K esehatan dan M asyar akat

6.906.560.040,00

4.704.084.009,00

68,11

1) [Administrasi Umum
Perangkat Daerah

207.238.700,00

201.242.050,00

97,11
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2) |Penyediaan Jasa 1.534.046.340,00 1.102.242.583,00 71,85
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

3) |Pemeliharaan Barang 131.675.000,00 100.429.050,00 76,27
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah

4) |Peningkatan Pelayanan 5.000.000.000,00 3.266.570.326,00 65,33
BLUD

5) |Pengembangan Mutu dan 33.600.000,00 33.600.000,00 100,00
Peningkatan Kompetensi
Teknis Sumber Daya
Manusia K esehatan
Tingkat Daerah Provins

f |[Kegiatan/Sub K egiatan 31.952.000,00 10.000.000,00 31,30
pada Dinas Sosial,

Pember dayaan Perempuan,
dan Perlindungan Anak

Pendidikan dan Pelatihan 31.952.000,00 10.000.000,00 31,30
Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi

g |Kegiatan/Sub K egiatan 20.000.000,00 0,00 0,00
pada Dinas K operas, Usaha
Kecil dan Menengah

Pendidikan dan Pelatihan 20.000.000,00 0,00 0,00
Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi

h |Kegiatan/Sub K egiatan 84.324.000,00 30.095.000,00 35,69
pada Badan Pendapatan
Daerah
Pendidikan dan Pelatihan 84.324.000,00 30.095.000,00 35,69

Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi

2 |Anggaran Pendidikan dan 44.397.377.065,00 34.558.261.930,00 77,84
Pelatihan ASN
3 |Total Belanja Daerah 7.795.681.730.804,00|  7.293.051.849.998,07 93,55
Rasio anggar an pendidikan dan 0,57% 0,47%

Pelatihan (2:3) x 100%

Tabd di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Provins Bali mengalokasikan anggaran untuk
kebijakan tematik pendidikan dan pelatihan bagi ASN sebesar Rp44.397.377.065,00 atau 0,57% dari
total anggaran belanja daerah sebesar Rp7.795.681.730.804,00 dengan redisas sebesar
Rp34.558.261.930,00 atau 0,47% dari total realisasi anggaran belanja daerah Rp7.293.051.849.998,07.
Atas hal tersebut, rasio anggaran kebijakan tematik Pendidikan dan peatihan bagi ASN Pemerintah
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Provins Bali mengalami penurunan. Mengingat ketentuan pada butir E.2.e Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa Pemerintah Dagerah tidak
diperkenankan mengurangi besaran persentase alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan dimaksud
dan dokasi TA sebelumnya, Pemerintah Provinsi Bali akan tetap berupaya untuk memenuhi alokasi
belanja pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara
Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Kebijakan Tematik Kemiskinan Ekstrem

Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada
tahun 2024 berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum
Pel aksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, sebagaimana maksud butir 5.2.2
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Alokasi anggaran dan realisas kebijakan tematik kemiskinan ekstrem TA 2024, dirinci dalam
tabel berikut:

Tabel 2.15 Kebijakan Tematik Kemiskinan Ekstrem

NO KOMPONEN ANGGARAN REALISASI %

PERHITUNGAN REALISASI

)

) ©) (4) () =4):
3

. |Sub Kegiatan untuk 412.269.065.367,00 389.303.775.145,61 94,43%

Pengurangan Beban
Pengeluaran Masyar akat

1 |AkseskeLayanan 120.000.000,00 26.333.000,00 21,94%
Pendidikan dan K esehatan
Dasar

2 |Fasilitas Bantuan Sosial 5.391.800,00 5.311.300,00 98,51%
K esgjahteraan Keluarga

3 |Koordinasi dan 243.150.000,00 116.464.000,00 47,90%
Sinkronisas Pelaksanaan
Penyediaan Layanan
Rujukan Lanjutan bagi
Perempuan Korban
Kekerasan Kewenangan
Provins

4 |Pelayanan Dukungan 257.936.700,00 247.914.400,00 96,11%
Psikososial

5 |Pemberian Bimbingan 74.406.700,00 59.727.800,00 80,27%
Aktivitas Hidup Sehari-
Hari

6 |Pemberian Bimbingan 551.381.600,00 530.247.500,00 96,17%
Fisik, Mental, Spiritual dan
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Sosid

Pemberian Pelayanan
Penelusuran Keluarga

102.488.600,00

84.281.740,00

82,24%

Pembinaan Pel aksanaan
Upaya Pelayanan
Kesehatan

28.700.000,00

26.510.000,00

92,37%

Pemul asaraan

158.890.100,00

121.043.150,00

76,18%

10

Penanganan K husus bagi
Kelompok Rentan

3.240.000,00

0,00

0,00%

11

Pengasuhan

71.891.500,00

68.376.000,00

95,11%

12

Pengel olaan Dana BOS
Sekolah Menengah Atas

178.038.979.266,00

169.535.529.091,35

95,22%

13

Pengel olaan Dana BOS
Sekolah Menengah
Kejuruan

174.098.930.598,00

169.434.840.376,69

97,32%

14

Pengel olaan Dana BOS
Sekolah Pendidikan
Khusus

11.259.085.203,00

11.140.543.936,57

98,95%

15

Pengelolaan Fakir Miskin
Lintas Daerah
Kabupaten/K ota

5.641.100,00

5.623.200,00

99,68%

16

Pengel olaan Jaminan
K esehatan Masyarakat

26.494.321.600,00

21.659.193.350,00

81,75%

17

Pengel olaan Pelayanan

K esehatan bagi Penduduk
pada Kondis Kejadian
Luar Biasa (KLB)

2.405.881.900,00

159.783.110,00

6,64%

18

Pengel olaan Pelayanan
Kesehatan bagi Penduduk
Terdampak Krisis
Kesehatan Akibat Bencana
dan/atau Berpotensi
Bencana

567.961.100,00

73.458.820,00

12,93%

19

Pengel olaan Pelayanan
Kesehatan Gizi
Masyarakat

158.740.000,00

153.529.000,00

96,72%

20

Penyediaan Biaya Personil
Peserta Didik Sekolah
Menengah Atas

6.144.320.400,00

5.271.864.113,00

85,80%

21

Penyediaan Biaya Personil
Peserta Didik Sekolah
Menengah Kejuruan

6.572.695.600,00

5.948.256.805,00

90,50%

22

Penyediaan Data Gender

9.996.400,00

9.820.000,00

98,24%
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dan Anak Provins

23

Penyediaan Layanan
Pengaduan Masyarakat
bagi Perempuan Korban
Kekerasan Tingkat Daerah
Provinsi dan Lintas Daerah
Kabupaten/K ota

7.680.000,00

7.680.000,00

100,00%

24

Penyediaan Layanan
Peningkatan Kualitas
Hidup Anak Kewenangan
Provins

650.619.600,00

650.572.000,00

99,99%

25

Penyediaan Logistik
Penyelamatan dan
Evakuasi Korban Bencana

706.779.000,00

639.449.890,00

90,47%

26

Penyediaan Makanan

749.452.600,00

746.995.000,00

99,67%

27

Penyediaan Perbekalan
Kesehatan di dalam Panti

2.010.000.000,00

1.851.285.363,00

92,10%

28

Penyediaan Perbekalan
Kesehatan di dalam Panti
Sosid

20.000.000,00

9.853.800,00

49,27%

29

Penyediaan Permakanan

657.514.000,00

632.525.400,00

96,20%

30

Penyediaan Sandang

89.750.000,00

86.763.000,00

96,67%

31

Penyediaan Tempat
Penampungan Pengungsi

3.240.000,00

0,00

0,00%

. |Sub Kegiatan Peningkatan
Pendapatan M asyar akat

10.356.687.520,00

9.819.690.982,00

94,81%

1

Menumbuhkembangkan
UMKM untuk Menjadi
Usaha yang Tangguh dan
Mandiri Sehingga dapat
Meningkatkan Penciptaan
Lapangan Kerja,
Pemerataan Pendapatan,
Pertumbuhan Ekonomi,
dan Pengentasan
Kemiskinan

939.685.130,00

875.991.259,00

93,22%

Pel aksanaan Penyuluhan
dan Pemberdayaan Petani

129.246.420,00

129.006.420,00

99,81%

Pemberian Bimbingan
Peningkatan Produksi
Benih/Bibit Ternak dan
Tanaman Pakan Ternak,
Bahan Pakan, serta Pakan
Kewenangan Provins

4.218.525.640,00

4.119.415.770,00

97,65%

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN -IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PERANGKAT DAERAH




Laporan Keuangan DPMA Provins Bali TA 2024 | 70

Pembinaan Tata Kelola
Bidang Perekonomian
Desa Adat

486.349.340,00

441.871.762,00

90,85%

Pembinaan TataKelola
Usaha Bidang Keuangan
Desa Adat

222.152.000,00

193.614.000,00

87,15%

Pengembangan K apasitas
Masyarakat Pesisir dan
Pulau-Pulau K ecil

514.231.800,00

444.774.250,00

86,49%

Pengendalian Organisme
Pengganggu Tumbuhan
(OPT) Tanaman Pangan,
Hortikultura, dan
Perkebunan

492.722.460,00

478.150.370,00

97,04%

Peningkatan Kemampuan
Potensi Tenaga

K esgjahteraan Sosial
Kecamatan Kewenangan
Provinsi

55.523.800,00

53.222.150,00

95,85%

Peningkatan Pemahaman
dan Pengetahuan UMKM
serta Kapasitas dan
Kompetenss SDM UMKM
dan Kewirausahaan

49.999.500,00

49.688.500,00

99,38%

10

Penyediaan Prasarana
Pembudidayaan Ikan di
Air Payau dan Air Tawar
yang Penggunaan Sumber
Dayanya Lebih Efisien
apabila Dilakukan oleh
Daerah Provins dan/atau
Manfaat atau Dampak
Negatifnya Lintas Daerah
Kabupaten/K ota

1.423.299.391,00

1.349.088.711,00

94,79%

11

Penyediaan Prasarana
Pembudidayaan Ikan di
Laut

45.240.000,00

44.790.000,00

99,01%

12

Penyediaan Prasarana
Usaha Perikanan Tangkap

544.310.920,00

531.876.170,00

97,72%

13

Penyediaan Sarana
Pembudidayaan Ikan di
Air Payau dan Air Tawar
yang Penggunaan Sumber
Dayanya Lebih Efisien
apabila Dilakukan oleh
Daerah Provins dan/atau
Manfaat atau Dampak
Negatifnya Lintas Daerah

884.059.619,00

769.373.970,00

87,03%
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Kabupaten/K ota

14 | Proses Pel aksanaan
Pendidikan dan Pelatihan
Keterampilan bagi Pencari
KerjaBerdasarkan Klaster
Kompetens

336.350.000,00

325.631.250,00

96,81%

15 |Sosialisasi Peningkatan
Partisipasi Perempuan di
Bidang Politik, Hukum,
Sosia dan Ekonomi
Kewenangan Provins

14.991.500,00

13.196.400,00

88,03%

. |Sub Kegiatan Penurunan
Jumlah Kantong-kantong
Kemiskinan

100.289.979.252,00

84.743.066.990,00

84,50%

1 |Operas dan Pemeliharaan
Embung dan Penampung
Air Lainnya

289.177.300,00

288.208.500,00

99,66%

2 |Operas dan Pemeliharaan
Jaringan Irigasi Permukaan

3.222.893.880,00

3.213.606.480,00

99,71%

3 |Operasi dan Pemeliharaan
Sistem Pengelolaan Air
Limbah Domestik
(SPALD)

14.932.448.684,00

12.155.651.182,00

81,40%

4 |Operasi dan Pemeliharaan
Sistem Penyediaan Air
Minum (SPAM)

40.793.745.021,00

39.336.929.714,00

96,43%

5 [Pembangunan Sistem
Pengelolaan Air Limbah
Domestik (SPALD)
Terpusat

1.028.074.300,00

878.296.385,00

85,43%

6 [Pembangunan Sistem
Penyediaan Air Minum
(SPAM) Lintas
Kabupaten/K ota

15.081.217.100,00

10.229.408.574,00

67,83%

7 |Pembangunan Tanggul
Sungai

547.820.000,00

531.169.171,00

96,96%

8 |Pendataan Rumah Sewa
Milik Masyarakat, Rumah
Susun dan Rumah Khusus

272.217.800,00

271.135.475,00

99,60%

9 |Pengawasan
Pengoperasian Pelabuhan
Pengumpan Regional

139.567.000,00

114.541.158,00

82,07%

10 | Penyediaan Pangan
Berbasis Sumber Daya
Lokal

498.784.500,00

490.428.850,00

98,32%
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11 | Penyediaan Angkutan 11.018.971.867,00 5.308.318.596,00 48,17%
Umum untuk Jasa
Angkutan Orang dan/atau
Barang Antar Kota dalam
1 (satu) Daerah Provins

12 | Penyusunan, Pemutakhiran 162.888.060,00 162.040.010,00 99,48%
dan Analisis Peta

K etahanan dan K erentanan
Pangan Provinsi dan
Kabupaten/K ota

13 | Perencanaan 1.073.624.460,00 1.070.038.815,00 99,67%
Pengembangan Prasarana,
Kawasan dan Komoditas
Pertanian

14 |Rehabilitasi Jaringan 11.228.549.280,00 10.693.294.080,00 95,23%
Irigasi Permukaan

TOTAL ANGGARAN UNTUK 522.915.732.139,00 483.866.533.117,61 92,53%
PERCEPATAN
PENGHAPUSAN KEMISKINAN
EKSTREM

TOTAL BELANJA DAERAH 7.795.681.730.804,00 7.293.051.849.998,07 93,55%

PERSENTASE 6,71% 6,63% 98,91%

Tabd di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran untuk
percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar Rp522.915.732.139,00 atau 6,71% dari tota
anggaran belanja daerah sebesar Rp7.795.681.730.804,00 dengan redlisas  sebesar
Rp483.866.533.117,61 aau 6,63% dari total redisas anggaran belanja daerah
Rp7.293.051.849.998,07. Atas hal tersebut, fokus Pemerintah Provinsi Bai dalam percepatan
penghapusan kemiskinan ekstrem dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Mengkoordinir pelaksanaan Verifikas dan validas (Verivali) Data Kemiskinan Ekstrem (by
name address) dan menyampaikan hasilnya kepada Kementerian Koordinator PMK dan by K/L
terkait, berikut upaya yang telah dilakukan:

1) Update data kemiskinan dan kemiskinan ekstrem (by name by address) di Kabupaten/Kota
berdasarkan data terakhir dari Kemenko PMK

2) Melaksanakan pemetaan penyebab kemiskinan dan kemiskinan ektrem yang terjadi secara
tepat sasaran untuk dilakukan intervensi

b. Pemberian pelatihan/keterampilan dan pendampingan kepada Masyarakat Miskin Ekstrim dan
Miskin agar dapat mandiri seperti Pelatihan teknis keterampilan kuliner miskin ekstrem di
targetkan 14 angkatan dengan total 518 orang per tahun yang telah dilaksanakan pada bulan
Oktober-November 2024

c. Mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan melaksanakan program TJSL (Kolaboras
seluruh perusahaan (BUMN, BUMD, Swasta) untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem pasca
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ditetapkannya Keputusan Gubernur Bali tentang Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Perusahaan Nomor 246/04-A/HK /2024
d. Mengimplementasikan Peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2023 tentang Strategi
Penanggulangan Kemiskinan di Provins Bali, berikut upaya yang telah dilakukan:
1) Menyusun Dokumen Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Provins Bali
Tahun 2025
2) Mengintegrasikan program penangulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem
3) Menyusun dan melaporkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan penuntasan kemiskinan
ekstrem kepada Kemenko PMK
e. Menurunkan beban pengeluaran masayarakat melalui program bantuan sosial dan jaminan sosia
f. Meningkatkan pendapatan Masyarakat melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan
Masyarakat
0. “Ngrombo’/kroyok kemiskinan ekstrem, dengan melibatkan filantropis, orang tua asuh dan
stakeholder lainnya
h. Memperbaiki akses infrastruktur jalan dan air bersih
5. Kebhijakan Tematik Stunting
Upaya percepatan penanggulangan stunting berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72
Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting khususnya pada pilar 1 dan pilar 3 dalam
Strategi Nasiona Percepatan Penurunan Stunting dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Daerah,
sebagaimana maksud butir 5.2.14.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2024.

Alokasi anggaran dan realisasi kebijakan tematik stunting TA 2024, dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 2.16 Kebijakan Tematik Stunting

KOMPONEN ANGGARAN REALISAS %
PERHITUNGAN BELANJA REALISAS
PADA SKPD
1) @ ©) @=03:072
1. Urusan Bidang 1.683.897.575,00 1.297.808.617,00 77,07%
Perencanaan
Badan Perencanaan 1.683.897.575,00 1.297.808.617,00 77,07%
Pembangunan Daerah
a. |Monitoring, Evaluasi dan 524.407.400,00 390.669.593,00 74,50%
Penyusunan Laporan
Berkala Pelaksanaan

Pembangunan Daerah

b. |Analisis Data dan 516.569.760,00 431.870.127,00 83,60%
Informasi Perencanaan
Pembangunan Daerah

c. |Fasilitasi/Evaluas 142.122.400,00 110.364.000,00 77,65%
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah
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d. |[Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah
Bidang Pembangunan
Manusia (RPIJPD, RPIMD
dan RKPD)

269.850.460,00

196.110.274,00

72,67%

e. |Koordinasi Pelaksanaan
Sinergitas dan Harmonisas
Perencanaan Pembangunan
Daerah Bidang
Pembangunan Manusia

230.947.555,00

168.794.623,00

73,09%

2. Urusan Bidang K euangan

193.928.700,00

107.793.190,00

55,58%

Badan Pengelola K euangan
dan Aset Daerah

193.928.700,00

107.793.190,00

55,58%

Asistensi Pengelolaan
Keuangan Kabupaten/K ota

193.928.700,00

107.793.190,00

55,58%

3. Urusan Bidang K esehatan

5.183.117.600,00

3.899.382.122,00

75,23%

Dinas K esehatan

5.183.117.600,00

3.899.382.122,00

75,23%

a. |Pembinaan dan
Pengawasan Sumber Daya
Manusia K esehatan

303.043.400,00

170.969.540,00

56,42%

b. | Pemenuhan K ebutuhan
Sumber Daya Manusia
K esehatan

12.460.000,00

11.834.000,00

94,98%

c. |Pengadaan Obat, Bahan
Habis Pakai, Bahan Medis
Habis Pakai, Vaksin,
Makanan dan Minuman di
Fasilitas K esehatan

3.874.149.800,00

2.855.435.222,00

73,70%

d. |Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Gizi Masyarakat

158.740.000,00

153.529.000,00

96,72%

e. |Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Ibu dan Anak

294.669.000,00

253.948.250,00

86,18%

f. | Pengel olaan Pelayanan
Kesehatan Lingkungan

56.459.900,00

55.834.670,00

98,89%

h. | Pengel olaan Pelayanan
Promosi Kesehatan

26.299.500,00

24.321.200,00

92,48%

i. |Pengelolaan Surveilans
Kesehatan

143.790.000,00

80.553.000,00

56,02%

j. |Peningkatan Upaya
Advokas Kesehatan,
Pemberdayaan,
Penggalangan Kemitraan,
Peran serta Masyarakat dan
Lintas Sektor Tingkat

313.506.000,00

292.957.240,00

93,45%
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4. Urusan Bidang K elautan
Perikanan

970.410.101,00

812.362.920,00

83,71%

Dinas K elautan dan
Perikanan

970.410.101,00

812.362.920,00

83,71%

a

Pelaksanaan Bimbingan
dan Penerapan Persyaratan
atau Standar Pada Usaha
Pengolahan dan Pemasaran
Skala Menengah dan Besar

930.816.101,00

779.646.352,00

83,76%

Pel aksanaan Bimbingan,
Fasilitasi, Pemantauan, dan
Evaluasi Terhadap Mutu
dan Keamanan Hasil
Perikanan dalam rangka
Menghasilkan Produk yang
Aman untuk Dikonsumsi
atau Digunakan, dan
Berdaya Saing

39.594.000,00

32.716.568,00

82,63%

5. Urusan Bidang Sosial

3.721.324.200,00

3.431.315.153,00

92,21%

Dinas Sosial, Pember dayaan
Perempuan, dan
Perlindungan Anak

3.721.324.200,00

3.431.315.153,00

92,21%

a

Penyediaan Permakanan
(Penyandang Disabilitas)

28.624.600,00

28.100.000,00

98,17%

Penyediaan Perbekalan
Kesehatan di dalam Panti
(Penyandang Disabilitas)

2.000.000.000,00

1.844.370.363,00

92,22%

Pemberian Bimbingan
Fisik, Mental, Spiritual dan
Sosia (Penyandang
Disabilitas)

289.939.600,00

287.533.250,00

99,17%

Pengasuhan (Anak
Terlantar)

71.891.500,00

68.376.000,00

95,11%

Penyediaan Makanan
(Anak Terlantar)

749.452.600,00

746.995.000,00

99,67%

Penyediaan Sandang (Anak
Terlantar)

89.750.000,00

86.763.000,00

96,67%

Penyediaan Perbekalan
Kesehatan di dalam Panti
(Anak Terlantar)

10.000.000,00

6.915.000,00

69,15%

Pemberian Bimbingan
Fisik, Mental, Spiritual dan
Sosia (Anak Terlantar)

236.941.200,00

228.196.600,00

96,31%

. |Pemberian Bimbingan

Aktivitas Hidup Sehari-

74.406.700,00

59.727.800,00

80,27%

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN -IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PERANGKAT DAERAH




Hari (Anak Terlantar)

Laporan Keuangan DPMA Provins Bali TA 2024 | 76

j. |Akses ke Layanan
Pendidikan dan K esehatan
Dasar (Anak Terlantar)

120.000.000,00

26.333.000,00

21,94%

K. |Pemberian Pelayanan
Penelusuran Keluarga
(Anak Terlantar)

50.318.000,00

48.005.140,00

95,40%

6. Urusan Bidang Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang

73.457.501.981,00

63.985.333.677,00

87,11%

Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan
dan Kawasan Permukiman

73.457.501.981,00

63.985.333.677,00

87,11%

a. |Operasi dan Pemeliharaan
Sistem Pengelolaan Air
Limbah Domestik
(SPALD)

14.932.448.684,00

12.155.651.182,00

81,40%

b. |Operas dan Pemeliharaan
Sistem Penyediaan Air
Minum (SPAM)

40.793.745.021,00

39.336.929.714,00

96,43%

c. |Pembangunan Sistem
Pengelolaan Air Limbah
Domestik (SPALD)
Terpusat

1.028.074.300,00

878.296.385,00

85,43%

d. |Pembangunan Sistem
Penyediaan Air Minum
(SPAM) Lintas
Kabupaten/K ota

15.081.217.100,00

10.229.408.574,00

67,83%

e. | Penyusunan Rencana,
Kebijakan, Strategi dan
Teknis Sistem Pengelolaan
Air Limbah Domestik
(SPALD)

262.831.900,00

209.116.000,00

79,56%

f. | Penyusunan Rencana,
Kebijakan, Strategi dan
Teknis Sistem Penyediaan
Air Minum (SPAM)

1.359.184.976,00

1.175.931.822,00

86,52%

7. Urusan Bidang Perumahan
dan Kawasan Permukiman

42.215.000,00

18.122.636,00

42,93%

Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan
dan Kawasan Permukiman

42.215.000,00

18.122.636,00

42,93%

Koordinasi dan
Sinkronisas Dalam Rangka
Penyediaan, Prasarana,
Sarana dan Utilitas Umum
Permukiman

42.215.000,00

18.122.636,00

42,93%

8. Urusan Bidang Pendidikan

148.618.800,00

140.885.780,00

94,80%
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94,80%

Sosialisas dan Advokasi
Kebijakan Bidang
Pendidikan

148.618.800,00

140.885.780,00

94,80%

9. Urusan Bidang Pangan

6.410.759.820,00

5.337.859.070,00

83,26%

Dinas Pertanian dan
K etahanan Pangan

6.410.759.820,00

5.337.859.070,00

83,26%

Pel aksanaan Pengadaan,
Pengelolaan, dan
Penyaluran Cadangan
Pangan pada K erawanan
Pangan yang Mencakup
lebih dari 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kotadalam 1
(satu) Daerah Provinsi

6.410.759.820,00

5.337.859.070,00

83,26%

10. Urusan Bidang
Perindustrian

2.317.081.720,00

2.217.166.093,00

95,69%

Dinas Perindustrian dan
Perdagangan

2.317.081.720,00

2.217.166.093,00

95,69%

Koordinasi, Sinkronisas,
dan Pelaksanaan
Pemberdayaan Industri dan
Peran Serta Masyarakat

2.317.081.720,00

2.217.166.093,00

95,69%

11. Urusan Bidang K operasi
UKM

198.408.480,00

181.032.280,00

91,24%

DinasKoperasi, Usaha K ecil
dan Menengah

198.408.480,00

181.032.280,00

91,24%

a. | Peningkatan Pemahaman
dan Pengetahuan UMKM
serta Kapasitas dan
Kompetenss SDM UMKM
dan Kewirausahaan
(melalui Pendidikan dan
Pel atihan)

49.999.500,00

49.688.500,00

99,38%

b. | Peningkatan Produktivitas,
Nilal Tambah, Akses Pasar,
Akses Pembiayaan,
Penguatan K e embagaan,
Penataan Manajemen,
Standarisasi, dan
Restrukturisasi Usaha

148.408.980,00

131.343.780,00

88,50%

12. Urusan Bidang
Pemberdayaan M asyar akat
dan Desa

5.143.092.260,00

4.608.318.801,00

89,60%

Dinas Pember dayaan
Masyar akat, Desa,
K ependudukan dan

5.143.092.260,00

4.608.318.801,00

89,60%
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Pencatatan Sipil

a. |Fasilitas Evaluas 574.032.600,00 469.285.515,00 81,75%
Perkembangan Desa serta
Lomba Desadan
Kelurahan

b. |Fasilitas Pengembangan 489.871.360,00 392.111.771,00 80,04%
Usaha Ekonomi

Masyarakat dan Pemerintah
Desa dalam Meningkatkan
Pendapatan Adli Desa

c. |Fasilitas Tim Penggerak 4.079.188.300,00 3.746.921.515,00 91,85%
PKK dalam

Penyel enggaraan Gerakan
Pemberdayaan Masyarakat
dan Kesgjahteraan
Keuarga

13. Urusan Bidang 5.424.683.440,00 3.368.645.759,00 62,10%
Komunikas dan Informatika

Dinas Komunikas, 5.424.683.440,00 3.368.645.759,00 62,10%
Informatika dan Statistik

Pengelolaan Media 5.424.683.440,00 3.368.645.759,00 62,10%
Komunikasi Publik

TOTAL ANGGARAN 104.895.039.677,00 89.406.026.098,00 85,23%
UNTUK PENURUNAN
STUNTING

TOTAL BELANJA DAERAH 7.795.681.730.804,00 7.293.051.849.998,07 93,55%

PERSENTASE 1,35% 1,23%

Tabd di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Provins Bali mengalokasikan anggaran untuk
kebijakan tematik stunting sebesar Rp104.895.039.677,00 atau 1,35% dari total anggaran belanja
daerah sebesar Rp7.795.681.730.804,00 dengan realisasi sebesar Rp89.406.026.098,00 atau 1,23%
dari total realisasi anggaran belanja daerah Rp7.293.051.849.998,07. Atas ha tersebut, fokus
Pemerintah Provins Bali dalam penurunan stunting dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pertemuan Analisa Program Gizi, untuk mengkoordinasikan kegiatan konvergensi dalam upaya
percepatan penurunan stunting, dengan peserta dari Kabupaten (TPG Puskesmas)

b. Monev Surveilans Gizi, dilaksanakan setiap triwulan dan evaluas tahunan bertujuan untuk
mengetahui capaian indikator kinerja gizi terkait pelayanan gizi masyarakat

c. Pertemuan Koordinas Program Gizi, upaya percepatan penurunan stunting khususnya pada
upaya peningkatan kualitas Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Lokal bagi balita dan ibu
hamil serta Capaian Program Gizi sampai TW 111

d. Monev Pelaksanaan PMT Lokal di Kab/Kota, untuk mengetahui pelaksanaan PMT pada balita
bermasalah gizi dan ibu hamil KEK

e. Menyusun strategi 5 aksi cegah stunting, antaralain:
1) Penggerakan Aksi Bergizi
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Sasaran . Pelgar putri

Kegiatan : Jalan santai, senam, sarapan bersama, Skrening kesehatan
pelajar putri, Minum tablet tambah darah di Sekolah setiap

minggu diawasi oleh Puskesmas

Capaian . Tdah dilaksanakan di kabupaten Buleleng (550 siswa),
Klungkung (600 siswa), Badung (650 siswa), Bangli (350
orang), Karangasem (400 orang), Tabanan (525 orang),
Denpasar (400 siswa), Gianyar (350 siswa), dan Jembrana

(300 orang)
2) Penggerakan Bumil Sehat
Sasaran . Ibu hamil, kader, bidan desa, puskesmas
Kegiatan : Screening kesehatan ibu hamil, Minum TTD bersama,

edukasi gizi seimbang, Makan buah bersama, Kelas ibu
hamil, Pemberian paket PMT, dan Sosidisas melalui
media sosia
Capaian . Tdah dilaksanakan di kabupaten Gianyar (200 orang),
Bangli (220 orang), dan Jembrana (120 orang)
3) Penggerakan Posyandu Aktif

Sasaran : Unsur perangkat desa, unsur banjar, PKK, puskesmas,
Bidan desa, Kader posyandu

Kegiatan . Sosiadisas peran Posyandu dan Kader, Posyandu buka di
hari libur, Pemberian makanan tambahan lokal tinggi
protein hewani, dan Pemberian Vit A untuk bayi dan
balita

Capaian . Tdah dilaksanakan di kabupaten Gianyar (130 orang) dan
kabupaten Bangli (125 orang)

4) Penggerakan Cegah Stunting

Sasaran . Unsur perangkat desa, unsur banjar, PKK, puskesmas,
Bidan desa, Kader posyandu

Kegiatan . Sosidisas dan edukasi untuk pencegahan Stunting,
Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan Balita setiap
bulan, Pemberian PMT lokal, tinggi protein hewani pada
Balita beresiko Stunting

Capaian : Teahdilaksanakan di kabupaten Gianyar (150 orang)
5) Jambore Kader

Sasaran : Kader Posyandu dan pendamping kader posyandu (desa,
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kabupaten, PKK, puskesmas)

Kegiatan Lomba K etrampilan Kader serta penyuluhan K esehatan

Capaian Telah dilaksanakan di kabupaten Gianyar (165 orang),
Tabanan (100 orang), Buleleng (150 orang) dan kabupaten
Badung (125 orang) dan Provinsi ( 200 orang ) 20 Agustus

2024

6. Kebijakan Tematik Inflasi

Dalam rangka mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah

Daerah dan pelaksanaan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, dengan diterbitkannya

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrass Nomor 3 Tahun 2023

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokras
Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokras 2020-2024, salah satu sasaran
strategisnya adalah inflasi. Hal tersebut sgjaan dengan Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 4 huruf ¢ dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024,

Alokasi anggaran dan realisasi kebijakan tematik Inflasi TA 2024, dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 2.17 Kebijakan Tematik Inflas

No

KOMPONEN PERHITUNGAN

BELANJA PADA SKPD

ANGGARAN

REALISASI

%
REALISASI

)

&)

3

4)

®)=4:0)

. |Peningkatan Produks dan

K eter sediaan Pangan Strategis

28.915.239.925,00

26.766.085.437,00

92,57%

1

DINASKELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI
BALI

544.310.920,00

531.876.170,00

97,72%

Penyediaan prasarana usaha
perikanan tangkap

544.310.920,00

531.876.170,00

97,72%

DINAS PEKERJAAN UMUM ,
PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

15.677.118.420,00

15.035.387.983,00

95,91%

a) |Operas dan Pemeliharaan
Jaringan Irigasi Permukaan

3.222.893.880,00

3.213.606.480,00

99,71%

b) | Penyusunan Rencana Teknis
dan Dokumen Lingkungan
Hidup untuk Konstruksi
Irigasi dan Rawa

1.225.675.260,00

1.128.487.423,00

92,07%

¢) |Rehabilitasi Jaringan Irigasi
Permukaan

11.228.549.280,00

10.693.294.080,00

95,23%

DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN

12.693.810.585,00

11.198.821.284,00

88,22%
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a) | Pelaksanaan Pengadaan,
Pengel olaan, dan Penyaluran
Cadangan Pangan pada
Kerawanan Pangan yang
Mencakup lebih dari 1 (satu)
Daerah Kabupaten/K ota
dalam 1 (satu) Daerah
Provins

6.410.759.820,00

5.337.859.070,00

83,26%

b) | Penanganan Dampak
Perubahan Iklim (DPI)
Tanaman Pangan,
Hortikultura, dan
Perkebunan

568.756.840,00

564.108.845,00

99,18%

¢) | Penanggulangan Pasca
Bencana Alam Bidang
Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan

378.877.040,00

373.766.545,00

98,65%

d) | Pengawasan Mutu dan
Peredaran Benih
Hortikultura, Tanaman
Pangan, dan Perkebunan

2.476.946.220,00

2.389.814.958,00

96,48%

€) | Pengembangan dan
Pelaksanaan Sistem
Manajemen Produksi
Benih/Bibit Ternak dan
Tanaman Pakan Ternak,
Bahan Pakan, serta Pakan
Kewenangan Provins

2.365.748.205,00

2.055.121.496,00

86,87%

f) [Pengendalian Organisme
Pengganggu Tumbuhan
(OPT) Tanaman Pangan,
Hortikultura, dan
Perkebunan

492.722.460,00

478.150.370,00

97,04%

. |Pengendalian Laju Alih Fungs
Lahan

1.073.624.460,00

1.070.038.815,00

99,67%

DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN

1.073.624.460,00

1.070.038.815,00

99,67%

Perencanaan Pengembangan
Prasarana, Kawasan dan
Komoditas Pertanian

1.073.624.460,00

1.070.038.815,00

99,67%

. |Pemberian Bantuan Sektor
Pertanian yang Tepat Sasaran

10.041.297.740,00

9.825.465.023,00

97,85%

1

DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN

9.609.330.540,00

9.412.900.023,00

97,96%

a) |[Koordinasi, Sinkronisasi dan
Penataan Prasarana
Pendukung Pertanian
Lainnya

223.704.140,00

220.567.095,00

98,60%
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Pemberian Bimbingan
Peningkatan Produksi
Benih/Bibit Ternak dan
Tanaman Pakan Ternak,
Bahan Pakan, serta Pakan
Kewenangan Provins

4.218.525.640,00

4.119.415.770,00

97,65%

Pengawasan Mutu dan
Peredaran Benih
Hortikultura, Tanaman
Pangan, dan Perkebunan

2.476.946.220,00

2.389.814.958,00

96,48%

d)

Pengawasan Sebaran Pupuk,
Pestisida, Alsintan, dan
Sarana Pendukung Pertanian

2.690.154.540,00

2.683.102.200,00

99,74%

DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

431.967.200,00

412.565.000,00

95,51%

a)

Penyediaan Makanan (Anak
Terlantar)

349.452.600,00

347.089.000,00

99,32%

b)

Penyediaan Permakanan
(Penyandang Disabilitas dan
Lansia)

82.514.600,00

65.476.000,00

79,35%

. |Penguatan Tata Kelola L ogistik
Daerah

97.150.551.870,00

80.620.403.890,00

82,99%

1

BIRO PENGADAAN
BARANG/JASA DAN
PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH

1.005.695.000,00

711.713.926,00

70,77%

a)

Fasilitas Pengelolaan
K ebijakan Ekonomi Makro

574.695.000,00

355.197.126,00

61,81%

b)

Pengel olaan K ebijakan dan
Koordinasi Sumber Daya
Alam

431.000.000,00

356.516.800,00

82,72%

DINAS PEKERJAAN UMUM ,

PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

85.125.885.003,00

74.600.371.368,00

87,64%

a)

Pemeliharaan Berkala Jalan

34.792.762.547,00

32.433.130.053,00

93,22%

b)

Pemeliharaan Rutin Jalan

24.236.563.540,00

22.674.368.060,00

93,55%

0)

Rehabilitasi Jalan

13.528.868.236,00

7.646.219.300,00

56,52%

d)

Rekonstruksi Jalan

12.567.690.680,00

11.846.653.955,00

94,26%

DI

NAS PERHUBUNGAN

11.018.971.867,00

5.308.318.596,00

48,17%

Penyediaan Angkutan
Umum untuk Jasa Angkutan
Orang dan/atau Barang
Antar Kota dalam 1 (satu)

11.018.971.867,00

5.308.318.596,00

48,17%
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Daerah Provins (Pembelian
Layanan Angkutan Umum
Denpasar - Bangli)

E. |Pengawasan Harga dan Oper asi
Pasar

107.263.800,00

74.287.000,00

69,26%

DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN

107.263.800,00

74.287.000,00

69,26%

a) | Pelaksanaan Pasar Murah
sebanyak 1 kali

30.000.000,00

0,00

0,00%

b) | Pel aksanaan Pasar Murah
sebanyak 12 kali

49.213.800,00

46.757.000,00

95,01%

¢) | Pembinaan dan pengawasan
kepada inumerator yang
bertugas memantau harga di
kabupaten kota

28.050.000,00

27.530.000,00

98,15%

TOTAL ANGGARAN UNTUK
PENGENDALIAN INFLAS

137.287.977.795,00

118.356.280.165,00

86,21%

TOTALBELANJA DAERAH

7.795.681.730.804,00

7.293.051.849.998,07

93,55%

PERSENTASE

1,76%

1,62%

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran untuk
kebijakan tematik inflasi sebesar Rp137.287.977.795 atau 1,76% dari total anggaran belanja daerah
sebesar Rp7.795.681.730.804,00 dengan redlisasi sebesar Rp118.356.280.165 atau 1,62% dari total
redisas anggaran belanja daerah Rp7.293.051.849.998,07. Atas hal tersebut, fokus Pemerintah
Provinsi Bali dalam pengendalian inflasi dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Operas Pasar /Pasar Murah secara intensif
Pasar murah dilaksanakan berkolaborasi dengan BULOG, BI, Bank BPD dan Pertamina. Total
pel aksanaan Pasar Murah se-Bali thn 2024 sebanyak 253 kali

b. Pelaksanaan Gerakan Tanam Pangan Cepat Panen (GENTA PATEN) serentak
Program ini berdasarkan SE Pj. Gub No 6 Tahun 2024 untuk mewujudkan ketahanan pangan dan
pengendalian inflasi di Provins Bali. Genta Paten memerlukan partisipasi seluruh stakeholder
(Pemerintah, Masyarakat, Komunitas, Badan usaha dan Media) agar dapat berjalan efektif dan
berkelanjutan sebagai 1angkah nyata mewujudkan ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan.
Saat ini stakeholder yang telah berpartisipas yaitu Perangkat Daerah, Sekolah dan Petani
(Subak)
c. Optimalisas peran Perumda Pangan Provins Bali dan Paiketan Perumda Pangan se-Bali,
seperti:
1) Menjadi off taker pertanian khususnya beras
2) Membuka pasar seluas-luasnya untuk produk lokal sehingga kompetitif dan masyarakat
diuntungkan dengan banyak alternatif (Pasar ASN, Horeca, Mitra Swalayan dan Warung
Rakyat, Gerai Pangan Kerta Bali Saguna).
d. Pengembangan aplikasi SiGapura
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1) Penyusunan juknis harga pangan dan juknis neraca pangan sebagai standar penginputan bagi
enumerator SiGapura
2) Pemantauan berjenjang dalam penginputan data oleh enumerator pada 60 pasar untuk
informasi harga
3) Pembuatan fitur early warning system untuk memantau lonjakan harga pangan
4) Penyebaran informasi harga aplikasi SiGapura melaui media BMC secarainfografis
e. Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan
1) Bantuan benih/bibit
2) Pemberian subsidi pupuk organik dan non organik
3) Pembinaan dan penyuluhan kepada petani dan nelayan
4) Pengembangan Petani Terintegrasi Hulu-Hilir
5) Penanganan kerawanan pangan
6) Pengelolaan cadangan beras Pemerintah Provinsi
7)  Pembinaan lumbung pangan Masyarakat
8) Asuransi Usaha Tani Padi (Target: 16.043,29 Ha, Redlisasi: 16.036,01 Ha dan Asurans
Usaha Ternak Sapi (Target: 1.325 ekor, Realisasi: 366 ekor)
9) Pemeliharaan waduk, embung dan jaringan irigasi
f. Mengoptimalkan kelancaran distribusi melalui integrasi Bersama
Pemantauan arus distribusi pangan yang keluar dan masuk wilayah Bali. Pemantauan
dilaksanakan pada Pelabuhan Gilimanuk dan Pelabuhan Padang Bai bersama antara pemerintah

daerah dengan instansi terkait dan kepolisian

g. Mereduksi biayatransportasi barang/jasa
Mendorong akselerass pembentukan pasar induk di Bali untuk menjaga pasokan dan

Kelancaran distribusi komoditas pangan (jangka menengah panjang)

h. Memastikan Ketersediaan Bahan Pangan Terutama Dengan Kerjasama Antar Daerah, dengan
cara berikut:
1) Peningkatan akurasi data neraca pangan di setigp kabupaten/kota sebagai dasar untuk
pengambilan kebijakan untuk stabilisasi harga
2) Mengimplementasikan Perda No. 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan
Pangan Pemerintah Provinsi
3) Mengimplementasikan Pergub No. 45 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem
Informasi Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
4) Menghitung CBPP Provins Bali
i. Memberikan Bantuan Sosial Untuk Masyarakat yang Rentan Terhadap Dampak Inflasi
Bantuan diberikan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti, Anak Terlantar dalam

Panti, Lanjut Usia Miskin Terlantar. Bantuan yang diberikan berupa:

1) Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada 55 Penyandang Disabilitas Terlantar dalam
Panti

2) Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada 622 Anak Terlantar dalam Panti

3) Pemberian Bantuan Paket Sembako kepada 100 Lanjut Usia Miskin dan atau Terlantar
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4) Bantuan Keuangan kepada Krama Subak. Jumlah penerima BKK sebanyak 2.858 subak
sebesar Rp.28.580.000.000, terealisasi sebanyak 2.157 subak sebesar Rp. 21.570.000.000,
dan dalam proses pencairan sebanyak 701 subak sebesar Rp.7.010.000.000

j. Memperkuat Koordinasi antara Tim TIPD dan Tim TPIP

1) Melakukan koordinasi, sinergi dan kolaborasi bersama Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali,
PT. Pertamina Patra Niaga dan Hiswana Migas Bali serta Polda Bali dalam melakukan
monitoring LPG 3 kg

2) Mengagukan usulan kepada Menteri ESDM dan Dirut Pertamina agar Badan Usaha Milik
Desa (BUMDes) atau Baga Utsaha Padruwen Desa Adat (BUPDA) dijadikan sebagai
pangkalan/sub pangkalan LPG 3 kg sehingga penggunaannya bisa tepat sasaran di Proving
Bali

3) Bersinergi dengan Pemda se-Bali menyalurkan LPG 3kg melalui pasar murah khususnya
menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional

k. Kepatuhan penampaian laporan harian perkembangan bahan pokok di daerah

1) Digitalisasi berupa penyampaian informasi harga dan neraca pangan pada aplikas SiGapura
(60 pasar di 9 Kabupaten/Kota)

2) Publikasi harga dan neraca pangan SiGapura melaui berbagai media

3) Pemantauan harga harian pada aplikasi SP2K P dari Kementerian Perdagangan

Kebijakan Tematik Investasi

Dalam memberikan kemudahan dalam berinvestasi kepada Masyarakat sebagaimana maksud
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investas
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754), Pemerintah Provins
Bali menetapkan beberapa peraturan sebagai berikut:

a.  Pemberian Insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau penanaman modal sesuai
Perda 1 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Kepada Masyarakat
dan/atau Penanaman Modal, yang saat ini sedang direvisi agar sesuai dengan UU 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta
Kerja.

b. Menyelenggarakan proses perizinan dan nonperizinan sesuai Pergub Bali No 46 Tahun 2022
tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

c. Melaksanakan Etika Pelayanan Perizinan pada DPMPTSP Keputusan Gubernur No. 703/03-
S/HK/2021 tanggal 21 September 2021 (Seperti : disiplin, pasti, cepat, sopan, ramah dan
simpatik, terbuka dan jujur, komunikatif, bertanggung jawab, objektif, dan adil).

Alokasi anggaran dan redlisasi kebijakan tematik investasi TA 2024, dirinci dalam tabel berikuit:

Tabel 2.18 Kebijakan Tematik Investas

NO

KOMPONEN PERHITUNGAN ANGGARAN REALISASI %
BELANJA PADA SKPD REALISASI

@

) 3) (4) ®)=4:0)

. |melalui Penguatan Sistem Online 1.143.149.560,00 32.821.912,00 2,87

K emudahan Usaha dan | nvestas

Single Submission (OSS)
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DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

1.143.149.560,00

32.821.912,00

2,87

Program Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal

1.143.149.560,00

32.821.912,00

2,87

Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal yang Menjadi
Kewenangan Dagerah Provins

1.143.149.560,00

32.821.912,00

2,87

Sub Kegiatan Bimbingan Teknis

3 | epada Pelaku Usaha

545.834.000,00

5.200.000,00

0,95

Sub Kegiatan Pengawasan

o) Penanaman Modal

297.725.000,00

0,00

0,00

Sub Kegiatan Penyelesaian
Permasal ahan dan Hambatan
¢) |yang Dihadapi Pelaku Usaha
dalam Merealisasikan Kegiatan
Usahanya

299.590.560,00

27.621.912,00

9,22

M emitrakan Usaha Mikro,K ecil
. |dan Menengah dengan Perusahaan
Besar di Bidang Penanaman M odal

480.968.560,00

27.621.912,00

574

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

480.968.560,00

27.621.912,00

574

Program Pengembangan Iklim
Penanaman Modal

480.968.560,00

27.621.912,00

574

Kegiatan Pembuatan Peta Potensi
Investasi Provins

480.968.560,00

27.621.912,00

5,74

Sub K egiatan Penyusunan Peta

a . . .
) Potens Investas Provins

480.968.560,00

27.621.912,00

574

TOTAL ANGGARAN UNTUK

PENINGKATAN INVESTASI 1624.118.120,00

60.443.824,00 3,72

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran untuk
kebijakan tematik investas sebesar Rp1.624.118.120,00 dengan realisas sebesar Rp60.443.824,00
atau 3,72%.
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BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN
Pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian realisas anggaran pendapatan dan

belanja. Redlisas Pendapatan TA 2024 adalah sebesar Rp. 0,00 atau mencapai 0,00% dari anggaran
sebesar Rp. 0,00

Sementara itu dari sisi belanja, terdapat sisa anggaran sebesar Rp4.166.733.229,00 yaitu dari anggaran
setel ah perubahan sebesar Rp627.727.912.593,00 terealisas sebesar Rp623.561.179.364,00 atau 99,34%.
Capaian bagian belanja sebesar Rp623.561.179.364,00 terinci untuk masing-masing komponen belanja
sebagai berikut:

1 Belanja Operasi, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp627.727.912.593,00 terealisas sebesar
Rp623.561.179.364,00 atau 99,34%

2 Belanja Modal target anggaran setelah perubahan sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp0,00 atau
0,00%
Redlisas anggaran belanja Operasi sebesar Rp623.561.179.364,00 di atas digunakan untuk
membiayai pelaksananaan program-program di lingkungan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi
Bali yang terinci sebagai berikut:

Redisas
No PROGRAM Anggaran  (Rp.)
Rp. %

1. Program Penunjang 11.900.063.217,00 10.882.408.086,00 91,45

Urusan Pemerintahan

Daerah Provins
2. Pogram Pemajuan 615.827.849.376,00 612.678.771.278,00 99,49

Masyarakat Adat Bali

JUMLAH 627.727.912.593,00 623.561.179.364,00 99,34

Rincian penggunaan belanja langsung untuk setiap kegiatan dapat dilihat pada lampiran 1 (Laporan
Readlisas Anggaran Tahun 2024).

3.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG
TELAH DITETAPKAN
Dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 terdapat kegiatan yang serapan belanjanya
dibawah 75% yaitu :

Kegiatan F('oz)k Ket(xg/ggan Hambatan dan Kendala Pencapaian Target

Peyediaan Barang Cetakan | 100,00 57,66 Efisensi anggaran karena selisih harga
dan Penggandaan negosias

Penyediaan Bahan Bacaan dan | 100,00 67,31 Efisensi anggaran karena selish harga serta
Peraturan Perundang- tidak terealisasinya Koran “Kompas” karena
undangan harga yang tertera melebihi pagu anggaran

spesifikasi

Penyelenggaran Rapat | 100,00 54,21 Efisens anggaran karena jumlah kunjungan
Koodinass dan Konsultas tamu dari luar daerah menurun dibandingkan
SKPD dengan tahun sebelumnya

Penyediaan Jasa Pelayanan | 100,00 69,63 Efisens anggaran karena  penundaan
Umum Kantor penggunaan  saluran PABX  (Private
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Fisik Keuangan

Kegiatan (%) (%)

Hambatan dan Kendala Pencapaian Target

Automatic Branch Excharge) dan
penghematan penggunaan listrik sehingga
mempengaruhi  besar beban listrik yang
dibayarkan.

Rincian serapan belanja pada kegiatan dapat dilihat Lampiran 4 (Laporan Fisk dan Keuangan Tahun
Anggaran 2024).

3.3 PROSEDUR PENYUSUNAN INFORMASI KINERJA KEUANGAN OPD
Penyusunan informasi kinerja keuangan Perangkat Daerah merupakan bagian dari prosedur

penyusunan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan menggunakan sistem akuntansi yang terdiri
dari Sistem Akuntansi Perangkat Daerah (SA PD) yang dilaksanakan pada masing-masing Perangkat
Daerah dan Sistem Akuntansi SKPKD (SA SKPKD) yang dilaksanakan pada PD/PPKD (c.q Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provins Bali). Laporan keuangan yang dihasilkan SA PD akan
dikonsolidasikan dengan laporan keuangan yang dihasilkan SA SKPKD sehingga menghasilkan Laporan
Keuangan Pemda.

Untuk memberikan keyakinan atas keandalan informasi keuangan, dalam penyusunan Laporan
Readlisas Anggaran Perangkat Daerah dan Neraca Perangkat Daerah telah dilakukan rekonsiliasi dengan
PPKD setiagp bulannya dan telah sesuai dengan SPJ Fungsional Bendahara Perangkat Daerah (Lampiran
5).
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BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANS

41 ENTITASPELAPORAN DAN ENTITASAKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban
berupa laporan keuangan.

Entitas akuntans adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran Yyang berkewajiban
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas
Pelaporan. Pemerintah Provinsi Bali selaku entitas pelaporan terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) entitas
akuntansi yang meliputi 29 (dua puluh sembilan) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 1 (satu) OPD
yang merangkap menjadi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai fungsi
perbendaharaan. Sehingga pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Bali merupakan konsolidasian dari
laporan keuangan entitas-entitas akuntansi tersebut di atas.

411 ENTITASPELAPORAN

Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Pemerintahan Daerah Provinsi Bali berkedudukan di Kota Denpasar tepatnya di Jalan Basuki Rahmat
Nomor 1, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan
dipimpin oleh Gubernur, yang dalam menyelenggarakan tugasnya dibantu oleh satu orang Wakil
Gubernur dan Perangkat Daerah. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau
lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas Pelaporan adalah
Pemerintah Provinsi Bali yang dilaksanakan oleh PPKD. Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk
menygjikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan
untuk tujuan umum. Catatan atas L aporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami
oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas
pelaporan. Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapal mempunya potens
kesalahpahaman di antara pembacanya. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman, atas sgjian
laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang beris informasi untuk memudahkan
pengguna dalam memahami Laporan Keuangan. Kesalahpahaman dapat sgja disebabkan oleh perseps
dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potens
kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan
keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan
perusahaan. Pembahasan umum dan referens ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi
pembaca laporan keuangan. Selain itu, pengungkapan basis akuntans dan kebijakan akuntansi yang
diterapkan akan dapat membantu pembaca menghindari kesalahpahaman dalam memahami laporan

keuangan.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN -KEBIJAKAN AKUNTANSI



Laporan Keuangan DPMA Provins Bali TA 2024 | 90

412 ENTITASPELAPORAN

Entitas akuntans adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh
karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada
entitas pelaporan. Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan
sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.
Pemerintah Provinsi Bali menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengatur pelayanan publik untuk
kepentingan masyarakat sesuai dengan batas wilayah dan kewenangan. Urusan pemerintahan yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali meliputi urusan wajib dan urusan pilihan dengan masing-
masing urusan sebagal berikut:

1. Urusan Wgjib Pelayanan Dasar melipuiti:
a.  Pendidikan
b. Kesehatan
c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
d. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
e. Sosad
2. Urusan Wgjib Bukan Pelayanan Dasar

a. TenagaKerja

b. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
c. Perhubungan

d. Komunikasi dan Informatika

e. Koperasi, UsahaKecil, dan Menengah
f.  Penanaman Modal

g. Kebudayaan

h. Kearsipan

3. Urusan Pilihan
K elautan dan Perikanan

. Pariwisata

. Kehutanan
Perindustrian
4.  Urusan Pendukung
a. Sekretariat Daerah
b. Sekretariat DPRD
5. Urusan Penunjang

a
b
C. Pertanian
d
e.

a Perencanaan

b. Keuangan

c. Kepegawaian

d. Pendidikan dan Pelatihan

e. Penelitian dan Pengembangan
f.  Penghubung
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6. Urusan Pengawasan
a. Inspektorat
7. Urusan Pemerintahan Umum
a. Kesatuan Bangsa dan Politik

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah,
maka ditetapkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali adalah
sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Dinas Kesehatan
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Satuan Polisi Pamong Praja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
Dinas K etenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, K ependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Perhubungan
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. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
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. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
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. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
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. Dinas Kebudayaan

. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat

. Dinas Kelautan dan Perikanan

. Dinas Pariwisata

. Dinas Pertanian dan K etahanan Pangan
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. Dinas K ehutanan dan Lingkungan Hidup
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. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

. Sekretariat Daerah

. Sekretariat DPRD

. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
. Badan Pendapatan Daerah

. Badan K epegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
. Badan Riset dan Inovasi Daerah

. Badan Penghubung

. Inspektorat

. Badan K esatuan Bangsa dan Politik
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Tugas pokok dan fungs setiap OPD selaku entitas akuntansi juga melakukan pengelolaan dalam
bidang keuangan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

pertanggungj awaban dan pengawasan keuangan daerah.
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42 BASISAKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LKPD

Basis akuntans yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali adalah Basis
Akrua untuk pengakuan pada Laporan Neraca, Operasional, dan Perubahan Ekuitas. Basis Akrual adalah
basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa
itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dengan kata lain basis
akrual mengakui pendapatan, beban, dan kewsgjiban pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kondisi

lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah.

Basis akrual tercermin pada pendapatan-LO dan beban dalam Laporan Operasional, pengakuan
aset, kewgjiban, dan ekuitas dana dalam neraca. Basis akrual mengandung arti bahwa pendapatan diakui
pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening
Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewagjiban yang
mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari
Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Dalam ha anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Pemerintah Daerah
diwajibkan menyusun LRA disusun berdasarkan basis kas. Basis Kas adalah basis akuntansi yang
mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
Dengan kata lain pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas
Umum Daerah. Demikian pula belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas
dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Periode akuntansi yang digunakan adalah jangka waktu satu tahun anggaran dimulai 1 Januari
sampai dengan 31 Desember 2024. Periode berkenaan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran
yang sedang berlangsung.

43 BASISPENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pengukuran adal ah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam
laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis
dan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih

dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4 RINGKASAN PENERAPAN KEBIJAKAN AKUN YANG PENTING BERKAITAN
DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP SESUAI DENGAN KEBIJAKAN
AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat
dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi.
Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam
laporan keuangan. Secararinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan
Keuangan tahun 2023 adal ah sebagai berikut:

4.4.1 KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN
Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah

selama suatu periode:
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a. Tujuan umum laporan keuangan adalah menygjikan informasi mengenai posisi keuangan, realisas
anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan
yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokas
sumber daya.

b. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menygjikan informasi yang
berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas
sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1) menyediakan informasi mengenai posis sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas
pemerintah daerah;

2) menyediakan informasi mengenai perubahan posis sumber daya ekonomi, kewgjiban, dan
ekuitas pemerintah daerah;

3) menyediakan informasi mengenai sumber, aokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;

4) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

5) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi
kebutuhan kasnya;

6) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan;

7) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam
mendanai aktivitasnya.

c. Peaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1) indikas apakah sumber dayatelah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2) indikas apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas
anggaran yang ditetapkan oleh Gubernur dan DPRD.

d. Untuk memenuhi tujuan umum, laporan keuangan menyediakan informasi entitas dalam hal:

1) Aset;

2) Kewdgjiban;

3) Ekuitas;

4) Pendapatan-LRA;
5) Beanja

6) Transfer;

7) Pembiayaan;

8) Saldo Anggaran Lebih;
9) Pendapatan-LO;

10) Beban; dan

11) ArusKas.

e. Informas dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang
dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi
tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan
keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas
pelaporan selama satu periode.

f. Entitas pelaporan menyajikan informasi tambahan untuk membantu para pengguna dalam

memperkirakan kinerja keuangan entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan
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evaluas keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk
rincian mengenai output entitas dan outcomes dalam bentuk indikator kinerja keuangan, laporan
kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas

selama periode pel aporan.

442 KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA

Dalam Laporan Realisas Anggaran (LRA) menyebutnya dengan belanja, sedangkan Laporan
Operasional (LO) menyebut dengan beban. LRA disusun dan disgjikan dengan menggunakan anggaran
berbasis kas, sedangkan LO disgjikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan
dari siklus akuntansi berbasis akrua (full accrual accounting cycle).

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang
menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban
dapat diartikan juga sebagai kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
Sedangkan Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi
Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Beban dan belanja diklasifikasi menurut:

a. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah berdasarkan jenis beban terdiri dari beban pegawai,
beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosia, beban
penyisihan piutang, beban penyusutan dan amortisasi, beban transfer, dan beban lain-lain seperti
beban tidak terduga.

b. Klasifikas ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk
melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikas ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan
jasa, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja modal, dan belanjatidak terduga.

c. Kilasifikasi beban dan belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikas berdasarkan unit organisasi
pengguna anggaran. Untuk pemerintah daerah, belanja sekretariat DPRD, belanja sekretariat daerah,
belanja dinas pemerintah provinsi dan lembaga teknis daerah.

Beban diakui pada saat:

a.  Timbulnyakewajiban
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa
diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah (LS) atas kas di Bendahara Pengeluaran (UP/GU).

b. Terjadinyakonsums aset
Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului
timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasiona pemerintah seperti
pemakaian persediaan.

c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potens jasa
Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nila aset
sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berla unya waktu. Contohnya adalah penyisihan,
penyusutan dan amortisasi.Pengeluaran yang memberikan manfaat lebih dari satu periode pelaporan
atau memberikan manfaat melewati akhir periode pelaporan diakui sebagai beban yang menjadi

kewgjiban periode pelaporan berdasarkan alokasi sistematis, dan sisa pengeluaran yang belum
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dibebankan pada periode pelaporan diakui sebagai belanja dibayar di muka.

Belanja diakui pada saat:

a. Tejadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan SP2D untuk pembayaran
dengan mekanisme langsung (LS).

b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (uang persediaan) pengakuannya terjadi pada
saat pertanggungjawaban pengeluaran disahkan oleh pengguna anggaran dan penerbitan SP2D atas
pemakaian uang persediaan (UP) atau diterimanya SPJ Fungsional oleh BUD/Kuasa BUD.

c. Beéanjayang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah seperti Belanja yang bersumber dari Dana
BLUD diakui sebagai Belanja berdasarkan penerbitan SP2BP oleh BUD/Kuasa BUD sesuai SP3BP
yang digjukan oleh PA/KPA.

d. Belanja yang bersumber dari Sisa Dana BOS pada Sadikmen Negeri dan Sadiksus Negeri yang
belum dilaporkan sebagai SILPA, diakui sebagai belanja berdasarkan SPB yang diterbitkan oleh
BUD/Kuasa BUD sesuai SP2B yang digjukan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

e. Beanja yang bersumber dari Hibah Dana BOS kepada Kabupaten/Kota untuk Sadikdas Negeri
diakui berdasarkan Surat Pengesahan Belanja Hibah Dana Bos (SPB Hibah Dana Bos) yang
diterbitkan oleh BUD berdasarkan informasi penerimaan Dana BOS yang diterima oleh PPKD dari
PKD Kabupaten/K ota.

f.  Penyaluran hibah Dana BOS kepada Satdikmen swasta, Satdiksus swasta, dan Satdikdas swasta
diakui berdasarkan Surat Pengesahan Belanja Hibah Dana Bos (SPB Hibah Dana Bos) yang
diterbitkan oleh BUD berdasarkan informasi penerimaan hibah Dana BOS dari Keuangan melalui
KPPN kepada PPKD selaku BUD berupa notifikasi secara elektronik.

Pengukuran

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan baik yang telah
dibayar, telah menimbulkan kewgjiban, maupun melalui perhitungan akuntansi atas penyisihan piutang
tak tertagih, penyusutan aset tetap selain tanah, dan amortisasi aset tidak berwujud.

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum
Daerah untuk pembayaran dengan mekanisme langsung (LS) dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran
untuk pembayaran menggunakan uang persediaan setelah mendapatkan pengesahan dari fungs
perbendaharaan, serta nilai pengesahan belanja yang diterbitkan BUD/Kuasa BUD terhadap belanja yang
tidak melalui RKUD.

Penilaian
Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disgjikan
pada |aporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (line item).

Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disgjikan pada laporan redlisasi anggaran berdasarkan
Belanja Operasi, BelanjaModal, Belanja Tidak Tertuga, dan Belanja Transfer.

443 KEBIJAKAN AKUNTANSI KASDAN SETARA KAS

Kas sebagal uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk
membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas
serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Persediaan (UP)
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yang wajib dipertanggungjawabkan dan disgjikan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat
dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah
tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung
jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang yang
dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

a. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala
daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran;
b. Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan,

yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

Pengukuran

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disgjikan sebesar nilai Rupiahnya. Apabila
terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral
pada tanggal neraca. Apabila timbul sdlisih penjabaran mata uang asing antara tanggal transaksi dan
tanggal penukaran dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjaan.

444 KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN
Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk
mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual
dan/atau diserahkan dalam rangka pel ayanan kepada masyarakat.
Persediaan merupakan aset yang berupa:
a. Barang Pakai Habis
Digunakan untuk mencatat aset lancar dalam bentuk bahan, suku cadang, alat/bahan untuk kegiatan
kantor, obat-obatan, persediaan untuk dijual/ diserahkan, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-
jaga, natura dan pakan, persediaan penelitian, persediaan dalam proses.
b. Barang Tak Habis Pakal
Digunakan untuk mencatat barang tak habis pakai dalam bentuk komponen, pipa.
c. Barang Bekas Dipakai
Digunakan untuk mencatat barang bekas dipakai dalam bentuk komponen bekas dan pipa bekas.
Penygjian barang persediaan sebagai bagian dari aset lancar, sedangkan persediaan yang rusak
atau kadaluarsa (expired) namun belum dihapuskan disgjikan dalam aset lain-lain didukung dengan Berita
Acara Reklasifikas, serta selanjutnya diusulkan penghapusan dengan Keputusan Gubernur.
Persediaan diakui pada saat:
a.  Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyal nilai
atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
b. Padasaat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.
Persediaan dicatat dengan metode perpetual atau metode periodik.
a.  Metode Perpetua
Dalam metode perpetua, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan
yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan
operasional utama OPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat, seperti persediaan obat-obatan
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di Rumah Sakit dan bahan material untuk pemeliharaan aset tetap di dinas PU. Dalam metode
perpetua, pengukuran pemakaian barang persediaan dihitung berdasarkan pencatatan jumlah unit
yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan dengan
kewajiban melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada setiap akhir periode pelaporan.
b. Metode Periodik

Dalam metode periodik, fungsi akuntans tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi
pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stock opname)
pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai
persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan
OPD, seperti: persediaan ATK. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung
berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau
perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai persediaan sesuai
dengan metode penilaian yang digunakan.

445 KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP
Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk

digunakan, disewakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau

dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi

entitas. Klasifikas asset tetap adalah sebagai berikut:

a Tanah
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk
dipakai dalam kegiatan operasiona pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Peralatan dan Mesin
Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor,
dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam
kondisi siap pakai.

¢. Gedung dan Bangunan
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk
dipakai dalam kegiatan operasiona pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah
daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Aset Tetap Lainnya
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok asset
tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasiona pemerintah daerah dan
dalam kondis siap dipakai termasuk aset tetap renovasi.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan
Konstruks dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan/konstruksi

namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
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Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur
dengan andal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetaptelah diterima atau diserahkan hak
kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hokum dikarenakan masih adanya
suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan
proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut
harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetaptersebut telah berpindah,
misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

a
b
C.
d
e
f.

g.

Berwujud;

. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;

Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

. Tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak ketiga dalam operasi normal entitas;
. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan atau disewakan,;

Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi

aset tetap dan harus disgjikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pengukuran

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya

perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan

atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan

baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga

kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan,

tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset
tetaptersebut.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset
tersebut diperoleh.

Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum

kapitalisas aset tetap. Jikanilai perolehan aset tetap dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas
asset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disgjikan sebagal aset tetap. Aset-aset tersebut diperlakukan
sebagai persediaan/aset lainnya.

a. Komponen Biaya

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, perencanaan,
pengawasan, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam
membawa aset tersebut ke kondis yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang
dimaksudkan.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap
sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan asset atau

membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi
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serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke
kondis kerjanya.
Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian/perol ehan.
. Konstruksi Dalam Pengerjaan
Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran,
maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam
pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
. Perolehan Secara Gabungan
Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan
mengal okasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset
yang bersangkutan.
. Pertukaran Aset
Suatu aset tetap dapat diperolen melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak
serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang
diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilal tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah
setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.
Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat
yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam
pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan
kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat
(carrying amount) atas aset yang dilepas.
. Aset Donasi
Aset tetap yang diperoleh darisumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat
perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.
. Kapitalisasi Aset Tetap
1) Kriteria batasan minimal jumlah biaya (capitalization thresholds) tertentu digunakan dalam

penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi.

Tabel 4.4.10.1 Tabel Kapitalisasi Aset Tet

1 Tanah

1.1 |Tanah 1
2 Peralatan dan Mesin

21 |Alat Besar 100.000.000
2.2 |Alat Angkutan 1.000.000
2.3 |Alat Bengkel dan Alat Ukur 500.000
2.4 |Alat Pertanian 500.000
25 |Alat Kantor dan Rumah Tangga 500.000
2.6 |Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 500.000
2.7 |Alat Kedokteran dan Kesehatan 500.000
2.8 |Alat Laboratorium 500.000
2.9 |Alat Persenjataan 500.000
2.10 |Komputer 500.000
211 |Alat Eksploras 500.000
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\[o] Uraian Nilai Kapitalisasi
2.12 |Alat Pengeboran 500.000
2.1 |Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian 500.000
2.2 |Alat Bantu Eksploras 500.000
2.3 |Alat Keselamatan Kerja 500.000
24 |Alat Peraga 500.000
2.5 |Peraatan Proses/Produksi 500.000
2.6 |Rambu - Rambu 20.000.000
2.7 |Peraatan Olah Raga 500.000
3 Gedung dan Bangunan
3.1 |Bangunan Gedung 20.000.000
3.2 |Monumen 20.000.000
3.3 |Bangunan Menara 20.000.000
3.4 |Tugu Titik Kontrol/Pasti 20.000.000
4 Jalan, Jaringan, dan Irigasi
4.1 |Jalan dan Jembatan 1
4.2 |Bangunan Air 1
4.3 |Instalasi 1
4.4 |Jaringan 1
5 Aset Tetap Lainnya
5.1 |Bahan Perpustakaan 100.000
5.2 |Barang Bercorak Kesenian/K ebudayaan/ Olahraga 500.000
53 |Hewan 500.000
5.4 |BiotaPerairan 0
55 |Tanaman 500.000
5.6 |Barang Koleksi Non Budaya 500.000
57 |Aset Tetap Dalam Renovasi 20.000.000
6 Konstruksi Dalam Pengerjaan
6.1 |Konstruks Dalam Pengerjaan.

6.1.1 |Konstruksi Dalam Pengerjaan - Gedung dan Bangunan 20.000.000
Konstruksi Dalam Pengerjaan - Jalan, Jaringan, dan
6.1.2 |Irigasi 1

2) Kapitalisas aset tetap diberlakukan baik terhadap aset yang diperoleh pada saat dan/atau setelah
Peraturan Gubernur ini diundangkan, maupun terhadap aset tetap yang diperoleh pada tahun-tahun
sebelumnya.

3) Khusus aset tetap yang diperoleh melalui tahapan perencanaan, maka biaya yang berhubungan
dengan perencanaan dengan output berupa Gambar, DED, Master Plan, dan sgjenisnya, tidak ada
nilai kapitalisasinya yang berarti seluruh nilainya masuk sebagai bagian dari aset tetap yang akan
dibangun yang disajikan dalam Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

. Pengeluaran Setelah Perolehan Awal

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang

kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas,

mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang

bersangkutan.
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Kriteria seperti pada paragraph diatas dan/atau suatu batasan jumlah biaya (capitalization threshol ds)
tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisas atau tidak.
. Penambahan masa manfaat
Terhadap pemeliharaan aset tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi, maka penambahan masa
manfaat karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovas disgjikan
dengan ketentuan masa manfaat aset setelah dilakukan overhaul dan renovasi setinggi-tingginya sama
dengan masa manfaat aset tetap perolehan baru.
Dasar nilai perhitungan penyusutan aset tetap setelah overhaul dan renovasi adalah nilai buku pada
Saat aset tetap selesai overhaul dan renovasi ditambah nilai overhaul dan renovasi aset tetap, dibagi
dengan masa manfaat aset tetap setelah overhaul dan renovasi, dimana masa manfaat aset tetap setelah
overhaul dan renovas sama dengan sisa masa manfaat aset tetap sebelum overhaul dan renovasi
ditambah tambahan masa manfaat akibat overhaul dan renovasi. Dengan tetap memperhatikan hal-hal
berikut:
1) Pengukuran berikutnya terhadap aset setelah pengakuan Awal
Aset tetap disgjikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi
penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali (appraisal), maka aset
tetap akan disgjikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap, dan akun ekuitas.
2) Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan
(depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-
masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban
penyusutan dalam |aporan operasional. Metode penyusutan dipergunakan adalah metode garis lurus
(straight line method) dengan formula harga perolehan dibagi dengan perkiraan manfaat ekonomis
tanpa nilai sisa. Aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan disusutkan sesuai dengan
sifat dan karakteristik aset tersebut, kecuali hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak
dilakukan penyusutan, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut
sudah tidak dapat digunakan atau mati.

a) Penghitungan beban dan akumulasi penyusutan aset tetap dilakukan setigp bulan dan
pelaporannya dilakukan secara periodik disesuaikan dengan kebutuhan pelaporan triwulanan,
semesteran dan tahunan.

b) Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah
dengan pembulatan hingga satuan Rupiah terkecil tanpanilai sisa.

¢) Penghitungan Penyusutan Aset Tetap dilakukan sgak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan
berakhirnya Masa Manfaat Aset Tetap.

d) Pencatatan Penyusutan Aset Tetap dalam Neraca dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap
sampai dengan Aset Tetap tersebut dihapuskan.

e) Aset Tetap Lainnya berupa buku, terbitan, barang perpustakaan, hewan, dan tanaman, tidak
dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat asset tetap
lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

f) Aset tetap yang diperoleh melalui tahapan perencanaan, maka biaya yang berhubungan dengan
perencanaan dengan output berupa Gambar, DED, Master Plan, dan sejenisnya yang dalam

jangka waktu 5 (lima) tahun belum dibangun konstruksinya, direklasifikasi ke aset lain-lain
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dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, untuk selanjutnya diusulkan
penghapusan dengan K eputusan Gubernur.
g) Jkaterdapat pengadaan/pekerjaan aset tetap yang sudah dikeluarkan pembayaran uang muka
atau termin pembayaran untuk tahun tertentu dan tidak dilanjutkan dalam jangka waktu 5
(lima) tahun kemudian, maka atas asset tetap dimaksud direklasisifikas ke aset lain-lain dan
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, untuk selanjutnya dapat diusulkan
penghapusan dengan K eputusan Gubernur.
i. Aset Bersgarah
Aset bersgjarah harus disgjikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau
jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpanilai.
Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan
operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh
beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersegjarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada
pada periode berjalan.
j. Penghentian dan Pelepasan
Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan
penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara
permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas
Laporan Keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak
memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai
tercatatnya.
k. Reklasifikasi dan Koreksi Aset Tetap
Reklasifikas adalah perpindahan suatu akun dari suatu pos ke pos yang lain dalam bagan akun
standar. Dalam hal aset tetap yang dihentikan atau dihapuskan tidak memenuhi definis aset tetap,
maka harus dilakukan reklasifikasi ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Dokumen
sumber yang digunakan sebagai dasar reklasifikas aset tetap ke aset lainnya adalah penetapan dari
entitas yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMD
dalam bentuk Berita Acara Reklasifikasi.
Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersgji dalam laporan
keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Dari periodenya, koreksi dapat dibedakan
menjadi koreksi untuk tahun berjalan, koreksi periode lalu pada saat laporan keuangan periode terkait
belum diterbitkan, dan koreksi periode lau pada saat laporan keuangan periode terkait telah
diterbitkan. Termasuk dalam lingkup koreksi adalah temuan pemeriksaan yang diharuskan untuk
dikoreksi.

445 KEBIJAKAN AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.
Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan, dan
irigasi, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu

periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.

Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu.
Periode waktu perolehan tersebut biasanya kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Perolehan aset

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN -KEBIJAKAN AKUNTANSI



Laporan Keuangan DPMA Provinsi Bali TA 2024 | 103

dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak

konstruksi.

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:
a.  Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut
akan diperoleh;
b. Biayaperolehan tersebut dapat diukur secaraandal; dan

c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk
operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya
diklasifikasikan dalam aset tetap. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang
bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.  Konstruksi secara substans telah selesai di kerjakan; dan
b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (peralatan dan
mesin; gedung dan bangunan; jalan, jaringan, dan irigasi; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi
tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya dan dicatat dengan
biaya perolehan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

a. Biayayang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;

b. Biayayang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi
tersebut; dan

c. Biayalain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan |angsung dengan suatu kegiatan konstruksi antaralain meliputi:

a. Biayapekerjalapangan termasuk penyelia;

b. Biayabahan yang digunakan dalam konstruksi;

c. Biayapemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;

d. Biayapenyewaan saranadan peraatan;

e. Biayarancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Biaya-biaya yang dapat didistribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke

konstruksi tertentu meliputi:

a Asurans;

b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi
tertentu;

c. Biayabiaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti
biayainspeksi.

Metode alokasi biaya yang digunakan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya

langsung.

Nilai konstruks yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi melipuiti:

a  Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyel esaian pekerjaan;

b. Kewsgjiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN -KEBIJAKAN AKUNTANSI



Laporan Keuangan DPMA Provins Bali TA 2024 | 104

diterimatetapi belum dibayar padatanggal pelaporan;
c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak

konstruksi.

Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan. Jika
konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi
dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan ditetapkan secara
andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan
pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi dan jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisas
tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang
bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode
tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan
metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang
bersifat force majeur maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara
pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondis
force majeur atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai
hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang
berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisas. Sebaliknya jika
pemberhentian sementara karena kondisi force magjeur, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat
sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu
yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya
pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi.
Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut disel esaikan padatitik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang
dikapitalisas hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum
selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi sebagai biaya pinjaman.

446 KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset
lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah
karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (potential service) di masa depan.
Berbagal transaks terkait aset lainnya sering kali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang
cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam
pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntans menempatkan aset lainnya
sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran
maupun pengungkapannya.

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu
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sebagai berikut:
Tagihan Jangka Panjang
Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.
1) Tagihan Penjualan Angsuran
Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjuaan aset
pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh
tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada
kepal a daerah dan penjua an rumah golongan I11.
2) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah
Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah
uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh
seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun
lalai.
Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat
Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).
Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah
diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai
peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:
1) Kemitraan dengan Pihak K etiga-Sewa
Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerja
sama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya
kerja sama/kemitraan-sewa.
2) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)
Kerja sama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam
jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan
lainnya. Kerja sama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerja samal
kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerja
sama-pemanfaatan (KSP).
3) Bangun Guna Serah — BGS (Build, Operate, Transfer — BOT)
Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerja sama berupa pemanfaatan aset pemerintah
daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan
bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka
waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut
faslitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa
konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.
BGS dicatat sebesar nila aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak
ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disagjikan
terpisah dari Aset Tetap.
4) Bangun Serah Guna- BSG (Build, Transfer, Operate — BTO)
Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak
ketigalinvestor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau
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sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada
pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.
BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya
selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak
ketigalinvestor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk
melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini
dapat juga dilakukan secara bagi hasil.
Aset Tidak Berwujud (ATB)

Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan

merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan

dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan

serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

Goodwill
Goodwill adalah kelebihaan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian
kepentingan/saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas
berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjual an kepentingan/saham dengan nilai
buku kekayaan bersih perusahaan.

Lisensi dan Francise
Pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk
menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan dan perikatan dimana salah satu pihak
diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual (HAKI) atau
ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang
ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan
jasa.

Hak Cipta
Hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan
gagasan atau informasi tertentu.

Hak Paten
Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang
teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau
memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Software
Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah software yang bukan
merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah
yang dapat digunakan di komputer lain. Software yang diakui sebagai ATB memiliki
karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas software berkenaan.

Kajian
Kgjian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang
akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kgjian tidak dapat diidentifikasi
dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial 1 maka tidak dapat diakui sebagai
ATB.

Aset Tak Berwujud yang Mempunyai Nilai Segjarah/Budaya
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film dokumenter atau benda yang dibuat untuk mendapatkan kembali naskah kuno/alur
sgjarah/rekaman peristiwa lalu yang pada dasarnya mempunyai manfaat ataupun nilai bagi
pemerintah ataupun masyarakat.
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan
Aset yang khususnya yang diperoleh secara internal, sebelum selesai dikerjakan dan menjadi
ATB, belum memenuhi salah satu kriteria pengakuan aset yaitu digunakan untuk operasiona
pemerintah.
Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal
yang jangka waktu penyelesasiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan
pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam ha terjadi seperti ini, maka atas
pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal
pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (intangible asset — work in
progress), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikas menjadi aset tak
berwujud yang bersangkutan. Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanyajika:
Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa
potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah
daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
Aset Tak Berwujud Lainnya
Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan
ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.
Aset Lain-Lain
Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikas ke
dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang
tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli,
penghibahan, penyertaan modal).Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif
pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
1) Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga
2) Akumulasi Penusutan Aset Lain-lain

Pengukuran
a.  Tagihan Jangka Panjang
1) Tagihan Penjualan Angsuran
Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan
aset yang bersangkutan.
2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung
berupa Surat K eterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJIM).
b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga
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1) Sewa
Sewadinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

2) Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai
wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

3) Bangun Guna Serah — BGS (Build, Operate, Transfer — BOT)

BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak
ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.

4) Bangun Serah Guna— BSG (Build, Transfer, Operate — BTO)

BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang
diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh
pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

Aset Tidak Berwujud

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah

daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai

manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut
akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut. Biaya untuk memperoleh aset tak
berwujud dengan pembelian terdiri dari:

1) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga
dan rabat;

2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi
yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari
biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

a) Biayastaf yang timbul secaralangsung agar aset tersebut dapat digunakan;
b) Biayaprofessional yang timbul secaralangsung agar aset tersebut dapat digunakan;
c) Biayapengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secarainternal adalah:

1) Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui
sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria
pengakuan.

2) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalhya telah diakui oleh entitas sebagai beban
tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.

3) Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran
yang dapat dikapitalisas adalah pengel uaran tahap pengembangan aplikasi.

4) Aset yang memenuhi definis dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya
perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

Aset Lain-lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan

untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain

menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak dilakukan penyusutan. Apabila

pemerintah hendak mengembalikan fungsinya kembali dan dapat digunakan oleh pemerintah, maka
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diperlukan koreks ekuitas atas selish akumulasi yang terhenti saat dihentikan penggunaannya
menjadi akumulasi saat diperbaiki.

Masa manfaat Aset Lainnya

Penyusutan Aset Lainnya dilakukan dengan metode garis lurus mulai tanggal, bulan dan tahun

perolehan dengan masa manfaat sebagai berikut:

a) Aset Lainnya berupa Kemitraan dengan pihak ketiga selama jangka waktu kemitraan dengan
pihak ketiga; dan

b) Aset Lainnya berupa Aset Lain-lain yang berasal dari reklasifikas dari Aset Tetap rusak berat
tidak memiliki masa manfaat sehingga penyusutannya dihentikan, sedangkan akumulas
penyusutannya berasal dari reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya.

e. Amortisas

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa

manfaat tak terbatas (Goodwill) dan asset tak berwujud dalam pengerjaan. Amortisasi adalah

penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasiona selama

masa manfaatnya. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode pelaporan dengan menggunakan metode

garis lurus sdlama 5 tahun tanpa nilai sisa.

447 KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN
Kewgjiban adalah utang yang timbul dari peristiva masa lau yang penyelesaiannya
mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewgjiban pemerintah daerah
dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja
pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau
kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai
konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.
Kewgjiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban
jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos kewajiban antaralain:
Kewajiban Jangka Pendek
Kewajiban jangka pendek merupakan kewgjiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama
12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK), utang bunga, utang pinjaman jangka pendek, bagian lancar utang jangka panjang,
Pendapatan diterima dimuka, utang belanja, dan utang jangka pendek lainnya.
Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban jangka panjang adalah kewgjiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12
bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan
dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:
1) Jangkawaktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan
2) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka
panjang;
3) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendaan kembali (refinancing), atau
adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan

keuangan disetujui.
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Pengakuan

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul.

Kewajiban tersebut dapat timbul dari:

a.  Transaks dengan Pertukaran (exchange transactions)
Dalam transaksi dengan pertukaran, kewgjiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang
atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan, misal
utang atas belanja ATK.

b. Transaks tanpa Pertukaran (non-exchange transactions)
Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewgjiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban
memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal
hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.

c. Kgadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (government-related events)
Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kewagjiban diakui ketika pemerintah
daerah berkewajiban mengeluarkan sgjumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi
pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi
yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.

d. Kegadian yang Diakui Pemerintah (government-acknowl edge events)
Dalam kegadian yang diakui pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah
memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah
yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal pemerintah
memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

Penghapusan utang

Penghapusan utang merupakan pembatalan tagihan pihak ketiga selaku kreditur kepada pemerintah
daerah selaku debitur, baik sebagian atau seluruhnya dalam bentuk perjanjian para pihak atau bentuk lain.

Penghapusan kewgjiban jangka pendek yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya diakui sebagai sebagai
Lain-lain PAD yang Sah-LO. Penghapusan kewgjiban jangka pendek yang terjadi pada tahun berjalan
diakui sebagai sebagai pengurang kewajiban jangka pendek bersangkutan. Penghapusan kewajiban jangka
panjang yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya diakui sebagai sebagai suplus penyelesaian kewajiban
jangka panjang-LO. Penghapusan kewajiban jangka panjang yang terjadi pada tahun berjalan diakui
sebagai sebagai pengurang kewajiban jangka panjang bersangkutan.

Pengukuran

Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewsgjiban tersebut dalam bentuk
mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah
bank sentral pada tanggal neraca. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda
untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran
untuk masing-masing pos kewajiban.

Pengukuran kewagjiban atau utang jangka pendek pemerintah daerah berbeda-beda berdasarkan jenis
investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran kewgjiban untuk masing-masing jenis
kewajiban jangka pendek.

a.  Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga
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Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa,
maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan
untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contoh: Bila kontraktor membangun fasilitas atau
peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah
yang dicatat harus berdasarkan readlisasi fisik kemagjuan pekerjaan sesuai dengan berita acara
kemajuan pekerjaan.

b. Pengukuran Utang Transfer
Utang transfer adalah kewsgjiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada
entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai
dengan peraturan yang berlaku.

c. Pengukuran Utang Bunga
Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap
akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

d. Pengukuran Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di
akhir periode.

e. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan
setelah tanggal pelaporan.

f.  Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya
Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut.
Contoh: biaya yang masih harus dibayar pada saat |aporan keuangan disusun. Contoh lainnya adalah
penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak
lain.

Kewgjiban atau utang jangka panjang pemerintah daerah juga diukur berdasarkan

karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang pemerintah daerah, yaitu:

a. Utang yang tidak diperjuabelikan
Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga
sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan,
misal pinjaman dari World Bank.

b. Utang yang diperjualbelikan
Utang yang diperjuabelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang
pemerintah dinilai sebesar nilai pari (origina face value) dengan memperhitungkan diskonto atau
premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijua tanpa sebesar nilai pari,
maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto,
maka hilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika
sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan

hingga jatuh tempo.

448 KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS
Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selish antara aset dan kewajiban
pemerintah pada tanggal laporan. Sado Ekuitas berasal dari  Ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh
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Surplug/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap,

dan lain-lain.

Akun ini terdiri dari:

a  Ekuitas Awa

b. Surplugdeficit — LO pada periode bersangkutan

c. Koreksi-koreks yang langsung menambah/mengurangi ekuits yang antara lain berasal dari dampak
kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntans dan koreksi kesalahan mendasar,
misalnya:
1) Koreksi kesalahan mendasar dari perse yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
2) Perubahan nilai aset tetap karenarevaluas aset tetap.

d. Ekuitas akhir

Pengakuan

Ekuitas bertambah pada saat adanya:

a.  surplus-LO pada periode pelaporan;

b. koreksi penambahan nilai perolehan aset atau pengurangan kewgjiban yang tidak berasal dari
transaksi pada periode pelaporan atau berasal dari saldo awal pelaporan;

c. koreks pengurangan saldo awal akumulasi penyisihan piutang, akumulasi penyusutan aset tetap,
akumulasi amortisasi aset tak berwujud, dan akumulasi penyusutan aset lainnya; dan

d. adanyaaset masuk antar entitas akuntansi dalam satu entitas pelaporan.

Ekuitas berkurang pada saat adanya:

a  defisit-LO pada periode pelaporan;

b. koreksi pengurangan nilai perolehan aset atau penambahan kewgjiban yang tidak berasal dari
transaksi pada periode pelaporan atau berasal dari saldo awal pelaporan;

c. koreksi penambahan saldo awal akumulasi penyisihan piutang, akumulasi penyusutan aset tetap,
akumulasi amortisasi aset tak berwujud, dan akumulasi penyusutan aset lainnya; dan

d. adanyaaset keluar antar entitas akuntansi dalam satu entitas pelaporan;

Pengukuran
Ekuitas pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nhominalnya atau nilai wajar sesuai dengan pengukuran

asset dan kewajiban yang mengalami koreksi.

449 KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN

Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersgji dalam
laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penygjian
akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan
keuangan periode berjaan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan
untuk membetulkan kesalahan peyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada
Catatan atas L aporan Keuangan.

Ada beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan
penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan
akuntans, kelalaian, dan lain-lain. Kesalahan juga bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu
dibuat, namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan. Itulah sebabnya akan ada perbedaan
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perlakuan terhadap beberapa kesadlahan tersebut. Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan
dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:
a.  Kesalahan tidak berulang

Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali.

Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis:

1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan
pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjaan. Baik pada akun pendapatan
LRA, belanja, pendapatan L O, maupun beban.

2) Kesdahantidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode
sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam
periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya
memiliki perlakuan yang berbeda.

b. Kesaahan berulang
Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis

transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya penerimaan pajak dari
wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitus atau tambahan pembayaran
dari wajib pajak.

K esalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-
jenistransaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan
paak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan
pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas
untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA  maupun
pendapatan-L O yang bersangkutan.

4410 KEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Entitas akuntans adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh
karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada
entitas pelaporan. Sedangkan Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih
entitas akuntans atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib
menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Dalam hal ini, yang termasuk
Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Bali dan SKPD/Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK
BLUD yang menurut ketentuan wajib Menyusun laporan keuangan sesuai PSAP BLUD, disamping
sebagai entitas akuntansi yang wajib Menyusun laporan keuangan sesuai SAP.

Konsolidas merupakan proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu
entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya,
dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disgjikan sebagal satu entitas pelaporan
konsolidasian.

Konsolidas dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang
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diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas akuntansi dengan mengeliminasi akun timbal balik.
Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas

akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN -KEBIJAKAN AKUNTANSI



L aporan Keuangan DPMA Provinsi Bali TA 2024 | 115

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

51 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Redlisas Anggaran merupakan laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan
Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provins Bali yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan
ini menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh
Pemerintah Daerah dalam satu periode pelaporan. Secara lebih rinci Laporan Realisasi Anggaran
Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provins Bali pada TA 2024 diungkapkan dan dijelaskan sebagai
berikut

51.1 BELANJA DAERAH

Belanja Daerah TA 2024

0%

W Belanja Operasi

M Belanja Modal

Berikut ini adalah belanja daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang
diredlisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta
realisas TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tahun 2024 Tahun 2023
Uraian
Anggaran Realisasi Realisasi
BELANJA OPERASI 627.727.912.593,00 623.561.179.364,00 99,34 327.932.395.108,00
BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 1.086.525.000,00
Jumlah 627.727.912.593,00 623.561.179.364,00 99,34 329.018.920.108,00

Tabel di atas menunjukkan belanja daerah TA 2024 yang mengalami peningkatan dari TA 2023
sebesar Rp294.542.259.256,00 atau 89,52%. Rincian objek belanja diungkapkan sebagai berikut.
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5.1.1.1BELANJA OPERASI

Belanja Operasi TA 2024

1%%

M Belanja Pegawai
M Belanja Barang dan Jasa

Belanja Hibah

98%

Berikut ini adalah belanja operas yang dianggarkan dan diredisasikan pada TA 2024 serta yang

direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, redlisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta
realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tahun 2024 Tahun 2023
Uraian
Anggaran Realisasi Realisasi
Belanja Pegawai 9.019.788.917,00 8.490.603.392,00 94,13 8.311.851.434,00
Belanja Barang dan Jasa 6.527.412.920,00 5.789.865.216,00 88,70 7.630.890.318,00
Belanja Hibah 612.180.710.756,00 609.280.710.756,00 99,53 311.989.653.356,00
Jumlah 627.727.912.593,00 623.561.179.364,00 99,34 327.932.395.108,00

Tabel di atas menunjukkan belanja operasi TA 2024 yang mengalami peningkatan dari TA 2023
sebesar Rp295.628.784.256,00 atau 90,15%. Rincian belanja operasi diungkapkan sebagai berikut.

51.1.1.1BELANJA PEGAWAI

Berikut ini adalah Belanja Pegawai yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang
direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, redisas, dan persentase capaian TA 2024 serta
realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tahun 2024 Tahun 2023

Uraian

Anggaran Realisasi Realisasi

Belanja Gaji dan Tunjangan
ASN
Belanja Tambahan

3.461.122.187,00 3.351.575.139,00 96,83 3.399.672.216,00

) 5.454.866.730,00 5.035.228.253,00 92,31 4.851.629.218,00
Penghasilan ASN
Tambahan Penghasilan
berdasarkan Pertimbangan 103.800.000,00 103.800.000,00 100,00 60.550.000,00
Objektif Lainnya ASN
Jumlah 9.019.788.917,00 8.490.603.392,00 94,13 8.311.851.434,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Pegawai TA 2024 yang mengalami peningkatan dari TA 2023
sebesar Rp178.751.958,00 atau 2,15%. Rincian belanja pegawai diungkapkan sebagai berikut.

5.1.1.1.1.1 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Berikut ini adalah Belanja Gaji dan Tunjangan ASN yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA
2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, redlisasi, dan persentase capaian TA
2024 sertaredlisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:
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Tahun 2024 Tahun 2023
Uraian
Anggaran Realisasi Realisasi

Belanja Gaji Pokok ASN 2.470.854.849,00 2.423.205.549,00 98,07 2.434.396.840,00
Belanja Tunjangan 224.729.908,00 218.512.260,00 97,23 222.068.848,00
Keluarga ASN
ig‘ﬁ”’a Tunjangan Jabatan 131.090.000,00 123.620.000,00 94,30 134.960.000,00
Belanja Tunjangan 143.580.000,00 136.230.000,00 94,88 146.280.000,00
Fungsional ASN
Belanja Tunjangan 73.420.000,00 67.600.000,00 92,07 74.670.000,00
Fungsional Umum ASN
/'ig',f‘lma Tunjangan Beras 120.352.520,00 114.351.180,00 95,01 126.228.060,00
Belanja Tunjangan
PPh/Tunjangan Khusus 43.086.095,00 39.948.514,00 92,72 18.721.186,00
ASN
igﬁ”’a Pembulatan Gaji 34.132,00 30.803,00 90,25 32.594,00
Belanja luran Jaminan 223.896.904,00 208.131.784,00 92,96 222.343.958,00
Kesehatan ASN
Belanja luran Jaminan 6.032.918,00 498621300 82,65 4.992.663,00
Kecelakaan Kerja ASN
Belanja luran Jaminan
Kermatian ASN 15.434.861,00 14.958.836,00 96,92 14.978.067,00
Belanja luran Simpanan
Peserta Tabungan 8.610.000,00 0,00 0,00 0,00
Perumahan Rakyat ASN

Jumlah 3.461.122.187,00 3.351.575.139,00 96,83 3.399.672.216,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Ggji dan Tunjangan ASN TA 2024 yang mengalami penurunan
dari TA 2023 sebesar (Rp48.097.077,00) atau (1,41%), berikut penjel asannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian redlisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN TA 2024
dibandingkan dengan anggaran TA 2024 dan realisasi TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

e Capaian realisas Belanja Gaji dan Tunjangan ASN di tahun 2024 |ebih rendah daripada
anggaran 2024, namun lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2023. Belum
tercapainya 100% realisas di tahun 2024 disebabkan karena adanya pegawai yang mutasi
keluar dari Dinas Pemajuan Masyarakat Adat di tahun 2023 dan 2024 sehingga jumlah
pegawai yang dibayarkan di tahun 2024 mengalami penurunan.

e Sdain itu, penurunan juga disebabkan karena jumlah anak yang ditanggung menurun

sehingga mempengaruhi penurunan Belanja Tunjangan Keluarga ASN.

e Peningkatan realisas di TA 2024 dibandingkan dengan TA 202 disebabkan karena adanya
2 (dua) orang pegawai PPPK Fungsional (Arsiparis) yang masuk ke Dinas Pemajuan
Masyarakat Adat. Gaji yang dibayarkan kepada kedua pegawai tersebut dibayarkan di
Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Proving Bali mulai bulan Oktober hingga Desember
2024.

o Sdlainitu, peningkatan sebesar Rp21.227.328,00 juga disebabkan karena penerapan tarif
TER yang mulai berlaku pada 1 Januari 2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak
Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan
Wagjib Pagak Orang Pribadi sehingga memengaruhi realisas Belanja Tunjangan
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PPh/Tunjangan Khusus ASN untuk Gagji Pokok Tunjangan Hari Raya (THR) dan Ggji
Ketiga Belas.

5.1.1.1.1.2 Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Berikut ini adalah Belanja Tambahan Penghasilan ASN yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA
2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, redlisasi, dan persentase capaian TA
2024 sertarealisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tahun 2024 Tahun 2023

Uraian

Anggaran REEURES REEURES
Tambahan Penghasilan

berdasarkan Beban Kerja 3.271.379.774,00 3.000.735.912,00 91,73 2.933.160.449,00
ASN
Tambahan Penghasilan
berdasarkan Kondisi Kerja 636.466.243,00 614.928.879,00 96,62 554.140.720,00
ASN
Tambahan Penghasilan
berdasarkan Prestasi Kerja 1.547.020.713,00 1.419.563.462,00 91,76 1.364.328.049,00
ASN

Jumlah 5.454.866.730,00 5.035.228.253,00 92,31 4.851.629.218,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Tambahan Penghasilan ASN TA 2024 yang mengalami
peningkatan dari TA 2023 sebesar Rp183.599.035,00 atau 3,78%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian reaisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN TA 2024
dibandingkan dengan anggaran TA 2024 dan redlisasi TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

e Capaian redisas Belanja Tambahan Penghasilan ASN di tahun 2024 lebih rendah
daripada anggaran 2024, namun lebih tinggi daripada realisas TA 2023. Peningkatkan
realisas ini disebabkan karena pembayaran kewajiban TPP Desember 2023 dan sebagian
TPP November 2023 di tahun 2024 sebesar Rp454.012.665 yang terdiri dari TPP
Desember 2023 sebesar Rp357.831.101 dan TPP November 2023 bagian Tambahan
Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS sebesar Rp95.972.643. Belanja yang belum
terealias seluruhnyadi TA 2024 disebabkan karena adanya mutasi keluar pegawai.

5.1.1.1.1.3 Tambahan Penghasilan ber dasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Berikut ini adalah Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN yang
dianggarkan dan diredlisasikan pada TA 2024 serta yang diredlisasikan pada TA 2023. Besaran
anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 sertarealisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tahun 2024 Tahun 2023
Uraian
Anggaran Realisasi Realisasi
Belanja Honorarium 75.000.000,00 75.000.000,00 100,00 43.750.000,00
Belanja Jasa Pengelolaan 28.800.000,00 28.800.000,00 100,00 16.800.000,00
Jumlah 103.800.000,00 103.800.000,00 100,00 60.550.000,00

Tabel di atas menunjukkan Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
TA 2024 yang mengalami peningkatan dari TA 2023 sebesar Rp43.250.000,00 atau 71,43%, berikut
penj elasannya:
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1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan
Pertimbangan Objektif Lainnya ASN TA 2024 dibandingkan dengan anggaran TA 2024 dan
realisasi TA 2023 dapat dijel askan sebagai berikut:

e Capaian redlisas Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif
Lainnya ASN di tahun 2024 sesuai dengan anggaran 2024, dan lebih tinggi daripada TA
2023. Hal ini disebabkan saat di tahun 2023 terdapat pengendalian belanja sebagai tindak
lanjut dari Surat Edaran Nomor 8004 Tahun 2023 tanggal 13 Oktober 2023 tentang
pengendalian pelaksanaan belanja daerah pada APBD Semesta Berencana Provinsi Bali
TA 2023. Salah satu komponen belanja yang terdapat dalam surat tersebut yakni Belanja
Honorarium dan Belanja Jasa Pengelolaan BMD.

511.1.2 BELANJA BARANG DAN JASA

Berikut ini adalah Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta
yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta
realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tahun 2024 Tahun 2023
Uraian
Anggaran REEURES Realisasi
Belanja Barang 921.697.800,00 627.353.500,00 68,06 2.292.246.435,00
Belanja Jasa 4.244.213.120,00 3.944.836.888,00 92,95 4.779.741.283,00
Belanja Pemeliharaan 191.200.000,00 149.952.000,00 78,43 89.652.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 1.170.302.000,00 1.067.722.828,00 91,23 394.250.600,00

Belanja Uang dan/atau
Jasa untuk Diberikan

kepada Pihak Ketiga/Pihak 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00
Lain/Masyarakat
Jumlah 6.527.412.920,00 5.789.865.216,00 88,70 7.630.890.318,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Barang dan Jasa TA 2024 yang mengalami penurunan dari TA
2023 sebesar (Rp1.841.025.102,00) atau (24,13%), berikut penjelasannya:

5.1.1.1.2.1 Belanja Barang
Berikut ini adalah Belanja Barang yang dianggarkan dan diredlisasikan pada TA 2024 serta yang

direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, redisas, dan persentase capaian TA 2024 serta
redlisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tahun 2024 Tahun 2023
Uraian
Anggaran Realisasi Realisasi
Belanja Barang Pakai Habis 921.697.800,00 627.353.500,00 68,06 2.292.246.435,00
Jumlah 921.697.800,00 627.353.500,00 68,06 2.292.246.435,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Barang TA 2024 yang mengalami penurunan dari TA 2023
sebesar (Rp1.664.892.935,00) atau (72,63%), berikut penjel asannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Barang TA 2024 dibandingkan dengan
anggaran TA 2024 dan realisas TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:
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e Redlisas Belanja Barang di TA 2024 sebesar 68,06% dari anggaran TA 2024 sebesar
Rp921.697.800,00. Capaian redlisasi Belanja Barang di TA 2024 lebih rendah daripada
realisasi di TA 2023. Ha ini disebabkan karena adanya penurunan realisasi pada Belanja
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan
Kantor-Bahan Komputer, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor,
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik, Belanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya, dan Belanja Makanan dan
Minuman Rapat. Adanya belanja yang tidak terealisasi seluruhnyadi TA 2024 disebabkan
karena efisiens anggaran karena hasil negosiasi harga terutama pada pengadaan Alat
Tulis Kantor, Bahan Komputer, Perabot Kantor, Alat Listrik, dan Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor Lainnya.

e Terdapat peningkatan realisasi di TA 2024 bila dibandingkan dengan TA 2023 yakni
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover, Belanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor- Bahan Cetak, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos,
dan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik.

e Selain itu, terdapat belanja yang tidak dianggarkan di TA 2024 sehingga tidak teredlisas
di TA 2024 yakni Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas, Belanja Bahan-Bahan
Lainnya, dan Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan  untuk
Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat.

5.1.1.1.2.2 Belanja Jasa
Berikut ini adalah Belanja Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang

direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, redisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta
realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tahun 2024 Tahun 2023
Uraian
Anggaran Realisasi Realisasi

Belanja Jasa Kantor 3.953.378.212,00 3.664.181.062,00 92,68 4.224.644.151,00
Belanja luran 290.834.908,00 280.655.826,00 96,50 275.642.132,00
Jaminan/Asuransi
Belanja Sewa Peralatan 0,00 0,00 0,00 32.450.000,00
dan Mesin
Belanja Jasa Konsultansi
Non Konstruksi 0,00 0,00 0,00 247.005.000,00

Jumlah 4.244.213.120,00 3.944.836.888,00 92,95 4.779.741.283,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Jasa TA 2024 yang mengalami penurunan dari TA 2023 sebesar
(Rp834.904.395,00) atau (17,47%), berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisas Belanja Jasa TA 2024 dibandingkan dengan
anggaran TA 2024 dan realisas TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

e Redisas Belanja Jasa di TA 2024 sebesar 92,95% dari anggaran TA 2024 sebesar
Rp4.244.213.120,00. Capaian realisas Belanja Jasa di TA 2024 lebih rendah daripada realisasi di
TA 2023. Belanja Jasa terdiri dari Belanja Jasa Kantor, Belanja luran Jaminan/Asuransi, serta
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin. Berikut adalah penjelasan dari realisasi tiap-tiap belanja.
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a. BelanjaJasa Kantor

Redlisas TA 2024 |ebih rendah dari TA 2023. Hal ini disebabkan oleh penurunan realisas
pada Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia,
Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Belanja Jasa Tenaga Keamanan, Belanja Jasa
Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan, Belanja Tagihan Listrik, dan Belanja Pembayaran
Pajak, Bea, dan Perizinan. Sebagian besar penurunan ini disebabkan karena penurunan jumlah
anggaran dan adanya tenaga administrasi yang mengundurkan diri di TA 2024.

Belanja yang belum terealisas seluruhnya di TA 2024 disebabkan karena adanya efisiens
anggaran dan adanya penggunaan narasumber internal yang menyebabkan honorarium
dibayarkan sebesar 50% dari nilai seharusnya. Hal ini didasarkan pada Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor
33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Efisiens anggaran pada Belanja
Tagihan Telepon disebabkan karena adanya penundaan penggunaan saluran PABX (Private
Automatic Branch Exchange) dan Belanja Tagihan Listrik disebabkan karena penghematan
penggunaan sehingga mempengaruhi jumlah beban listrik yang dibayar.

Sedangkan, terdapat belanja yang mengalami peningkatan realisasi dibandingkan dengan TA
2023 yakni Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum, Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, Belanja
Jasa Tenaga Supir, dan Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah. Hal ini disebabkan
karena adanya perubahan nomenklatur yang digunakan untuk pembayaran uang transport
supir/honor supir yang semula berada di rekening Belanja Jasa Tenaga Supir menjadi Belanja
Jasa Tenaga Pelayanan Umum. Selain itu, adanya kenaikan UMK sebagai dasar penetapan
gaji non ASN dan iuran-iurannya menyebabkan peningkatan pada Beélanja Jasa tenaga
Kebershan dan Belanja Jasa Tenaga Supir. Pada Belanja Langganaan Jurnal/Surat
Kabar/Majalah terdapat kenaikan volume koran yang dibeli dibandingkan TA 2023.

Selain itu, terdapat belanja yang tidak dianggarkan dan teredlisas di TA 2024 jika
dibandingkan dengan TA 2023 yakni Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat
Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan, dan Belanja Jasa
Penulisan dan Penerjemahan.

b. Belanjaluran Jaminan/Asurans

Redlisas TA 2024 lebih tinggi dari TA 2023. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan
realisas pada Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN, Belanja luran Jaminan
Kecelakaan Kerja bagi Non ASN, dan Belanja luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN.
Peningkatan realisasi disebabkan karena adanya kenaikan UMK sebagai dasar penetapan ggji

Non ASN dan iuran-iurannya.

Sedangkan, terdapat belanja yang mengalami penurunan seperti Belanja luran Jaminan
Kematian bagi Non ASN. Penurunan realisas ini disebabkan karena adanya nomenklatur
untuk realisasi luran JHT Non ASN yang dipecah dari nilai luran Kematian Non ASN di TA
2024 sehingga realisasinya menjadi lebih rendah dibandingkan dengan TA 2023.
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c. Tidak terdapat anggaran dan redlisasi Belanja Sewa Peralatan dan Mesin di TA 2024 sehingga
realisasinya lebih rendah dibandingkan dengan TA 2023.

d. Tidak terdapat anggaran dan redlisasi Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi di TA 2024
sehingga redlisasinya lebih rendah dibandingkan dengan TA 2023.
5.1.1.1.2.3 Belanja Peméliharaan
Berikut ini adalah Belanja Pemeliharaan yang dianggarkan dan diredlisasikan pada TA 2024 serta

yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisas, dan persentase capaian TA 2024 serta
realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tahun 2024 Tahun 2023

Uraian

Anggaran REEURES REEURES

Belanja Pemeliharaan

. 191.200.000,00 149.952.000,00 78,43 74.664.000,00
Peralatan dan Mesin
Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 0,00 14.988.000,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi
Jumlah 191.200.000,00 149.952.000,00 78,43 89.652.000,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Pemeliharaan TA 2024 yang mengalami peningkatan dari TA
2023 sebesar Rp60.300.000,00 atau 67,26%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian redlisas Belanja Pemeliharaan TA 2024 dibandingkan
dengan anggaran TA 2024 dan realisasi TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

e Belanja Pemédiharaan di TA 2024 sebesar 78,43% dari anggaran TA 2024. Capaian readlisas
Belanja Pemeliharaan di TA 2024 lebih tinggi daripada redlisas di TA 2023. Belanja
Pemeliharaan terdiri dari Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin serta Belanja Pemeliharaan
Jalan, Jaringan, dan Irigasi. Berikut adal ah penjelasan dari realisasi tiap-tiap belanja.

- BelanjaPemeliharaan Peralatan dan Mesin

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin terdiri dari Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-
Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan, Belanja Pemeliharaan
Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin, Belanja Pemeliharaan
Komputer-Komputer Unit-Personal Computer, dan Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan
Komputer-Peralatan Personal Computer. Dibandingkan dengan TA 2023, terdapat belanja
yang mengalami peningkatan realisas yaitu Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat
Angkutan Darat Bermotor-K endaraan Dinas Bermotor Perorangan, Belanja Pemeliharaan Alat
Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin, dan Belanja Pemeliharaan
Komputer-Komputer Unit-Personal Computer. Hal ini disebabkan karena peningkatan jumlah
anggaran dibandingkan TA 2023. Sedangkan belanja yang mengalami penurunan redisas
yakni Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer.
Belanja di TA 2024 yang belum terealisas seluruhnya disebabkan karena adanya efisiens
anggaran.

- BelanjaPemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi terdiri dari Belanja Pemeliharaan Instalasi-
Instalasi  Air Bersh/Air Baku-lnstalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya dan Belanja
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Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya. Pada TA 2024, tidak
dianggarkan belanjaini sehingga tidak terealisasi.

5.1.1.1.2.4 Belanja Perjalanan Dinas

Berikut ini adalah Belanja Perjalanan Dinas yang dianggarkan dan diredisasikan pada TA 2024 serta

yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta
realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tahun 2024 Tahun 2023

Uraian

Anggaran Realisasi Realisasi

Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Negeri

Jumlah 1.170.302.000,00 1.067.722.828,00 91,23 394.250.600,00

1.170.302.000,00 1.067.722.828,00 91,23 394.250.600,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Perjalanan Dinas TA 2024 yang mengalami peningkatan dari TA
2023 sebesar Rp673.472.228,00 atau 170,82%, berikut penjel asannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian redisasi Belanja Perjalanan Dinas TA 2024
dibandingkan dengan anggaran TA 2024 dan realisasi TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

e Belanja Perjalanan Dinas di TA 2024 sebesar 91,23% dari anggaran TA 2024. Capaian redisas
Belanja Perjalanan Dinas di TA 2024 lebih tinggi daripada redisas di TA 2023. Belanja
Perjalanan Dinasterdiri dari Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Kota. Berikut adalah penjelasan dari realisasi belanjatersebut.

a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Belanja Perjadanan Dinas Dalam Kota meliputi Belanja Perjalanan Dinas Biasa. Realisas
Belanja Perjalanan Dinas Biasa TA 2024 lebih tinggi daripada TA 2023 dikarenakan Standar
Harga Satuan untuk belanja perjalanan dinas dalam kota (dalam daerah) diakomodir pada
rekening Belanja Perjalanan Dinas Biasa. Pada TA 2023, rekening Belanja Perjalanan Dinas
Biasa hanya mengakamodir perjalanan ke luar daerah (luar Bali) sedangkan rekening Belanja
Perjalanan Dinas Dalam K ota mengakomodir perjalanan di dalam daerah (dalam Bali). Selain
itu, peningkatan di TA 2024 disebabkan karena penambahan jumlah anggaran dan
penambahan volume kegiatan dibandingkan TA 2023.

b. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Belanja ini tidak dianggarkan dan tidak terealisasi di TA 2024 karena telah diakomodir pada

rekening Belanja Perjalanan Dinas Biasa.
5.1.1.1.2.5 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak K etiga/Pihak
Lain/Masyar akat
Berikut ini adalah Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak
Lain/Masyarakat yang dianggarkan dan direadlisaskan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada
TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisas TA 2023
diuraikan sebagai berikut:
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Tahun 2024 Tahun 2023
Uraian

Anggaran Realisasi Realisasi

Belanja Uang yang
Diberikan kepada Pihak

Ketiga/Pihak 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00
Lain/Masyarakat
Jumlah 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak
Lain/Masyarakat TA 2024 yang mengalami penurunan dari TA 2023 sebesar (Rp75.000.000,00) atau
(100,00%), berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian redisas Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan
kepada Pihak Ketiga/lPihak Lain/Masyarakat TA 2024 dibandingkan dengan anggaran TA 2024
danrealisasi TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

¢ Belanja Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
tidak dianggarkan dan tidak teredisas di TA 2024. Di TA 2023, belanja ini mencakup Belanja
Hadiah yang Bersifat Perlombaan sebesar Rp75.000.000,00.

5.1.1.1.3 BelanjaHibah

Berikut ini adalah Belanja Hibah yang dianggarkan dan diredisasikan pada TA 2024 serta yang

direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, redisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta
realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tahun 2024 Tahun 2023
Uraian

Anggaran Realisasi Realisasi

Belanja Hibah kepada

Badan, Lembaga,

Organisasi 612.180.710.756,00 609.280.710.756,00 99,53 311.989.653.356,00
Kemasyarakatan yang

Berbadan Hukum Indonesia

Jumlah 612.180.710.756,00 609.280.710.756,00 99,53 311.989.653.356,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Hibah TA 2024 yang mengalami peningkatan dari TA 2023
sebesar Rp297.291.057.400,00 atau 95,29%, berikut penjelasannya:

Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisas Belanja Hibah TA 2024 dibandingkan dengan
anggaran TA 2024 dan realisas TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisas Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
dengan kenaikan signifikan sebesar Rp297.291.057.400,00 pada TA 2024 yang dapat dijelaskan
sebagai berikut:

Tabel diatas menunjukkan realisas Belanja Hibah TA 2024 |ebih tinggi dari TA 2023 sebesar
Rp297.291.057.400,00 atau 95,29% serta realisas 2024 mencapai 99,53% dari anggarannya. Kondis
tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.1.1.1.3.1 Belanja Hibah kepada Badan, L embaga, Organisasi Kemasyar akatan yang Ber badan
Hukum Indonesia

Berikut ini adalah Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan
Hukum Indonesia yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada
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TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta redlisas TA 2023
diuraikan sebagai berikut:

Tahun 2024 Tahun 2023
Uraian

Anggaran REEUEEY] Realisasi

Belanja Hibah kepada
Badan dan Lembaga yang
Bersifat Nirlaba, Sukarela

h : 612.180.710.756,00 609.280.710.756,00 99,53 311.989.653.356,00
dan Sosial yang Dibentuk
Berdasarkan Peraturan
Perundang-Undangan
Jumlah 612.180.710.756,00 609.280.710.756,00 99,53 311.989.653.356,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang
Berbadan Hukum Indonesia TA 2024 yang mengalami peningkatan dari TA 2023 sebesar
Rp297.291.057.400,00 atau 95,29%, berikut penjelasannya:

5.1.1.1.3.1.1 Belanja Hibah kepada Badan dan L embaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan
Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Berikut ini adalah Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan

Sosid yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang dianggarkan dan

direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, redlisas, dan

persentase capaian TA 2024 sertarealisas TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tahun 2024 Tahun 2023

Uraian

Anggaran Realisasi Realisasi

Belanja Hibah Uang kepada
Badan dan Lembaga yang
Bersifat Nirlaba, Sukarela

X : 612.180.710.756,00 609.280.710.756,00 99,53 311.989.653.356,00
dan Sosial yang Dibentuk
Berdasarkan Peraturan
Perundang-Undangan
Jumlah 612.180.710.756,00 609.280.710.756,00 99,53 311.989.653.356,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela
dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan TA 2024 yang mengalami
peningkatan dari TA 2023 sebesar Rp297.291.057.400,00 atau 95,29%, berikut penje asannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian redlisas Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga,
Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2024 dibandingkan dengan
anggaran TA 2024 dan realisas TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

e Pada TA 2024, Belanja Hibah meliputi Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang
Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
Belanja hibah ditujukan kepada MDA Provinsi Bali, Desa Adat, dan masyarakat. Dasar pemberian
Hibah yakni SK dan NPHD yang dirinci sebagai berikut:

a DesaAdat:

- SK Nomor 14/03-O/HK/2024 tentang Penerima Hibah pada Badan/Lembaga/Organisasi
Kemasyarakatan dan NPHD Nomor 14.U/03-0/2024 tentang Hibah Kepada Badan/Lembaga
Organisasi Kemasyarakatan Penerima Hibah (K abupaten Tabanan)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN -PENJELASAN P0S-POS LAPORAN KEUANGAN



L aporan Keuangan DPMA Provins Bali TA 2024 | 126

- SK Nomor 19/03-O/HK/2024 tentang Penerima Hibah pada Badan/Lembaga/Organisas
Kemasyarakatan dan NPHD Nomor 18.U/03-0/2024 tentang Hibah Kepada Badan/Lembaga
Organisasi Kemasyarakatan Penerima Hibah (K abupaten Bangli)

- SK Nomor 20/03-O/HK/2024 tentang Penerima Hibah pada Badan/Lembaga/Organisas
Kemasyarakatan dan NPHD Nomor 17.U/03-0O/2024 tentang Hibah Kepada Badan/L embaga
Organisas Kemasyarakatan Penerima Hibah (Kabupaten Klungkung)

- SK Nomor 21/03-O/HK/2024 tentang Penerima Hibah pada Badan/Lembaga/Organisas
Kemasyarakatan dan NPHD Nomor 16.U/03-0/2024 tentang Hibah Kepada Badan/Lembaga
Organisasi Kemasyarakatan Penerima Hibah (Kabupaten Buleleng)

- SK Nomor 22/03-O/HK/2024 tentang Penerima Hibah pada Badan/Lembaga/Organisas
Kemasyarakatan dan NPHD Nomor 20.U/03-0/2024 tentang Hibah Kepada Badan/Lembaga
Organisasi Kemasyarakatan Penerima Hibah (K ota Denpasar)

- SK Nomor 23/03-O/HK/2024 tentang Penerima Hibah pada Badan/Lembaga/Organisas
Kemasyarakatan dan NPHD Nomor 23.U/03-0/2024 tentang Hibah Kepada Badan/L embaga
Organisas Kemasyarakatan Penerima Hibah (K abupaten Karangasem)

- SK nomor 26/03-O/HK/2024 tentang Penerima Hibah pada Badan/Lembaga/Organisasi
Kemasyarakatan (K abupaten Badung)

- SK Nomor 27/03-O/HK/2024 tentang Penerima Hibah pada Badan/Lembaga/Organisas
Kemasyarakatan dan NPHD Nomor 21.U/03-0/2024 tentang Hibah Kepada Badan/Lembaga
Organisasi Kemasyarakatan Penerima Hibah (K abupaten Jembrana)

- SK Nomor 28/03-O/HK/2024 dan NPHD Nomor 25.U/03-0/2024 dan 26.U/03-O/2024
tentang Hibah Kepada Badan/Lembaga Organisas Kemasyarakatan Penerima Hibah
(Kabupaten Gianyar)

b. MDA Provins Bali

- SK Nomor 7/03-O/HK/2024 tentang Penerima Hibah pada Badan/Lembaga/Organisas
Kemasyarakatan

c. Hibah Masyarakat

- SK Nomor 32/03-O/HK/2024 tentang Penerima Hibah pada Badan/Lembaga/Organisasi
Kemasyarakatan (Krama Istri Banjar Adat Piling Kanginan, Desa Mengesta, Kecamatan
Penebel, Kabupaten Tabanan)

- SK Nomor 314/03-O/HK/2024 tentang Penerima Hibah pada Badan/Lembaga/Organisas
Kemasyarakatan (Bakamda Desa Adat Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten K arangasem)

- SK Nomor 346/03-O/HK/2024 tentang Penerima Hibah pada Badan/Lembaga/Organisas
Kemasyarakatan (Paiketakn Krama Istri Banjar Adat Bgjera Tengah, Banjar Adat Soka Kelod,
Banjar Adat Bajera Sari, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan)

e Peningkatan realisasi dari TA 2023 ke TA 2024 disebabkan karena adanya pembayaran utang
hibah Desa Adat Tahap |11 2023 yang telah dibayar pada TA 2024 sebanyak 1.485 Desa Adat atau

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN -PENJELASAN P0S-POS LAPORAN KEUANGAN



L aporan Keuangan DPMA Provins Bali TA 2024 | 127

Rp148.500.000.000,00. Hal ini didasarkan pada Surat Sekretariat Daerah Nomor
B.13.900/9800/PAPK D/BPK AD tanggal 22 Desember 2023 tentang Belanja Hibah Desa Adat.

¢ Belanja hibah yang tidak teredlisas seluruhnya pada TA 2024 disebabkan karena beberapa Desa
Adat tidak mengagjukan/tidak memenuhi syarat pencairan dana Desa Adat dari Tahap | sampai
dengan Tahap Il sebanyak 28 atau sebesar Rp2.800.000.000,00 Desa Adat serta tidak
teredlisasinya dana hibah dari masyarakat sebesar Rp100.000.000,00 karena tidak mengajukan
pencairan dana hibah.

5.1.1.2BELANJA MODAL

Berikut ini adalah BELANJA MODAL yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 sertayang
direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, redisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta
realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tahun 2024 Tahun 2023
Uraian

Anggaran Realisasi Realisasi

Belanja Modal Peralatan

. 0,00 0,00 0,00 689.330.000,00
dan Mesin
Belanja Modal Gedung dan
Bangunan 0,00 0,00 0,00 397.195.000,00
Jumlah 0,00 0,00 0,00 1.086.525.000,00

Tabel di atas menunjukkan BELANJA MODAL TA 2024 yang mengalami penurunan dari TA 2023
sebesar (Rp1.086.525.000,00) atau (100,00%), berikut penjel asannya:

5.1.1.2.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Berikut ini adalah Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA
2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA
2024 sertaredlisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tahun 2024 Tahun 2023
Uraian

Anggaran Realisasi Realisasi

Belanja Modal Alat Kantor

dan Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 279.400.000,00
Belanja Modal Komputer 0,00 0,00 0,00 409.930.000,00
Jumlah 0,00 0,00 0,00 689.330.000,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 yang mengalami penurunan
dari TA 2023 sebesar (Rp689.330.000,00) atau (100,00%), Rincian belanja modal peralatan dan mesin
adalah sebagai berikut.

5.1.1.2.1.1 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga

Berikut ini adalah Belanja Moda Alat Kantor dan Rumah Tangga yang dianggarkan dan
direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, redlisas, dan
persentase capaian TA 2024 sertaredisas TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tahun 2024 Tahun 2023

Uraian

Anggaran Realisasi Realisasi

Belanja Modal Alat Rumah
Tangga

0,00 0,00 0,00 279.400.000,00

Jumlah 0,00 0,00 0,00 279.400.000,00
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Tabel di atas menunjukkan Belanja Moda Alat Kantor dan Rumah Tangga TA 2024 yang mengal ami
penurunan dari TA 2023 sebesar (Rp279.400.000,00) atau (100,00%), berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga
TA 2024 dibandingkan dengan anggaran TA 2024 dan realisasi TA 2023 dapat dijelaskan sebagai
berikut:

e Tidak dianggarkan belanja modal aat kantor dan rumah tangga di tahun 2024 sehingga tidak
terdapat realisasi belanjamodal alat kantor dan rumah tangga di tahun 2024.

5.1.1.2.1.2 Belanja Modal Komputer

Berikut ini adalah Belanja Modal Komputer yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta
yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta
realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tahun 2024 Tahun 2023
Uraian

Anggaran Realisasi Realisasi

Belanja Modal Komputer

Unit 0,00 0,00 0,00 381.230.000,00

Belanja Modal Peralatan

Komputer 0,00 0,00 0,00 28.700.000,00
Jumlah 0,00 0,00 0,00 409.930.000,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Komputer TA 2024 yang mengalami penurunan dari TA
2023 sebesar (Rp409.930.000,00) atau (100,00%), berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian redisasi Belanja Modal Komputer TA 2024
dibandingkan dengan anggaran TA 2024 dan redlisasi TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

e Tidak dianggarkan belanja modal komputer di tahun 2024 sehingga tidak terdapat redisas
belanja modal komputer di tahun 2024.

5.1.1.2.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Berikut ini adalah Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang dianggarkan dan direalisasikan pada
TA 2024 serta yang diredlisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian
TA 2024 sertarealisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tahun 2024 Tahun 2023
Uraian

Anggaran Realisasi Realisasi

Belanja Modal Bangunan

0,00 0,00 0,00 397.195.000,00
Gedung

Jumlah 0,00 0,00 0,00 397.195.000,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 yang mengalami
penurunan dari TA 2023 sebesar (Rp397.195.000,00) atau (100,00%), berikut rincian belanja modal

gedung dan bangunan.

5.1.1.2.2.1 Belanja Modal Bangunan Gedung

Berikut ini adalah Belanja Modal Bangunan Gedung yang dianggarkan dan diredlisasikan pada TA
2024 serta yang direalisaskan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA
2024 sertaredlisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:
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Tahun 2024 Tahun 2023
Uraian

Anggaran Realisasi Realisasi

Belanja Modal Bangunan 0,00 0,00 0,00 397.195.000,00
Gedung Tempat Kerja

Jumlah 0,00 0,00 0,00 397.195.000,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Bangunan Gedung TA 2024 yang mengalami penurunan
dari TA 2023 sebesar (Rp397.195.000,00) atau (100,00%), berikut penjel asannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung TA 2024
dibandingkan dengan anggaran TA 2024 dan redlisasi TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

e Tidak dianggarkan belanja modal bangunan gedung di tahun 2024 sehingga tidak terdapat
realisasi belanjamodal bangunan gedung di tahun 2024.

52 NERACA

Neraca merupakan laporan yang menyajikan informasi yang menggambarkan posisi keuangan
suatu entitas akuntansi yaitu Dinas Pemguan Masyarakat Adat Provinsi Bali mengenai aset,
kewgjiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provins Bali
per tanggal 31 Desember 2024 secara umum memiliki rincian sebagai berikut:

ASET 13.394.486.606,20

KEWAJIBAN 371.471.178,00

EKUITAS 13.023.015.428,20

NeracaTA 2024
W ASET
mKEWAJIBAN
W EKUITAS
1%
521 ASET

Saldo aset yang dimiliki Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provins Bali per tanggal 31 Desember
2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:
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Uraian 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Kenaikan/(Penurunan) %
ASET LANCAR 682.255.100,00 985.114.820,00 (302.859.720,00) (30,74)
ASET TETAP 11.413.034.006,20 11.924.604.882,20 (511.570.876,00) (4,29)
ASET LAINNYA 1.299.197.500,00 1.557.447.500,00 (258.250.000,00) (16,58)

Jumlah 13.394.486.606,20 14.467.167.202,20 (1.072.680.596,00) (7,41)

Tabel di atas menunjukkan aset per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan dari tahun 2023
sebesar (Rpl1.072.680.596,00) atau (7,41%). Penjelasan saddo ASET beserta dengan informasi
tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

5211 ASET LANCAR

Saldo aset lancar yang dimiliki Pemajuan Masyarakat Adat Provins Bali per tanggal 31 Desember
2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Kenaikan/(Penurunan) %
Persediaan 682.255.100,00 985.114.820,00 (302.859.720,00) (30,74)
Jumlah 682.255.100,00 985.114.820,00 (302.859.720,00) (30,74)

Tabel di atas menunjukkan aset lancar per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan dari tahun
2023 sebesar (Rp302.859.720,00) atau (30,74%). Penjelasan saldo ASET LANCAR beserta dengan
informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut.

5.2.1.1.1 Persediaan
Saldo Persediaan yang dimiliki Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per tanggal 31 Desember
2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Kenaikan/(Penurunan) %
Barang Pakai Habis 682.255.100,00 985.114.820,00 (302.859.720,00) (30,74)
Jumlah 682.255.100,00 985.114.820,00 (302.859.720,00) (30,74)

Tabel di atas menunjukkan Persediaan per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan dari tahun
2023 sebesar (Rp302.859.720,00) atau (30,74%). Rincian daftar masing-masing Persediaan dapat
dilihat pada Lampiran IIl1 Persediaan. Penjelasan sado Persediaan beserta dengan informasi
tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikuit:

5.2.1.1.1.1 Barang Pakai Habis
Saldo Barang Pakai Habis yang dimiliki Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per tanggal 31
Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Kenaikan/(Penurunan) %
Bahan 675.413.100,00 974.823.100,00 (299.410.000,00) (30,71)
ﬁg’tgfha” Untuk Kegiatan 6.842.000,00 10.291.720,00 (3.449.720,00)  (33,52)

Jumlah 682.255.100,00 985.114.820,00 (302.859.720,00) (30,74)

Tabel di atas menunjukkan Barang Pakai Habis per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan
dari tahun 2023 sebesar (Rp302.859.720,00) atau (30,74%). Penjelasan saldo Barang Pakai Habis
beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:
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e Bahan terdiri dari Bahan Bakar Pelumas yang mengalami penurunan saldo dibandingkan TA
2023. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor terdiri dari Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover,
Bahan Cetak. Benda Pos, Bahan Komputer, Perabot Kantor, dan Alat Listrik. Di dalam
perubahan ini disebabkan karena adanya koreksi pencatatan tahun lalu yang menambah
persediaan sebesar Rp775.000 berdasarkan Berita Acara Koreksi Pencatatan Saldo Awal
Barang Persediaan Nomor B.23.000.2.3.2/3156/SET/DPMA Tanggal 24 Juni 2024

52.1.2ASET TETAP

Saldo aset tetap yang dimiliki Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024

dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian

31 Desember 2024

31 Desember 2023

Kenaikan/(Penurunan)

Tanah 8.018.088.625,00 8.018.088.625,00 0,00 0,00
Peralatan dan Mesin 4.470.754.210,00 4.429.254.210,00 41.500.000,00 0,94
Gedung dan Bangunan 7.923.653.691,20 7.923.653.691,20 0,00 0,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi 23.325.000,00 23.325.000,00 0,00 0,00
Akumulasi Penyusutan (9.022.787.520,00) (8.469.716.644,00) (553.070.876,00) 6,53

Jumlah

11.413.034.006,20

11.924.604.882,20

(511.570.876,00)

(4,29)

Tabel di atas menunjukkan ASET TETAP per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan dari
tahun 2023 sebesar (Rp511.570.876,00) atau (4,29%). Rincian mutasi Aset Tetap dapat dilihat pada
Lampiran 9 Rekapitulas Aset Tetap. Uraian rincian aset tetap diungkapkan sebagai berikut.

52111 TANAH

Saldo tersebut adalah saldo Tanah yang dimiliki Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provins
Bali per tanggal 31 Desember 2024. Rincian mutas aset tetap berupa Tanah di Dinas Pemajuan
Masyarakat Adat Provins Bali pada TA 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Kenaikan/ (Penurunan) %
Saldo Awal 8.018.088.625,00 8.018.088.625,00 0,00 0,00
Mutasi Tambah:
e Mutasi antar perangkat
612.950.000,00 108.250.000,00 504.700.000,00 | 466,24
daerah
e Reklasifikasi dari Aset
) 871.200.000,00 0 871.200.000,00 0,00
Lainnya
Jumlah Mutasi Tambah 1.484.150.000,00 108.250.000,00 1.375.900.000,00 | 1271,03
Mutasi Kurang:
. Reklasifikasi ke  Aset
) (612.950.000,00) (108.250.000,00) 504.700.000,00 | 474,55
Lainnya
. Mutasi antar perangkat
(871.200.000,00) 0 871.200.000,00 100
daerah
Jumlah Mutasi Kurang (1.484.150.000,00) (108.250.000,00) (1.375.900.000,00) | 1271,03
Jumlah 8.018.088.625,00 8.018.088.625,00 0,00 0,00

Atas mutasi tambah dan mutasi kurang dari tanah tersebut, antaralain dijelaskan sebagai berikut.

1. Mutas Tambah

Mutasi tambah tanah berasal dari mutasi antar perangkat daerah dan reklasifikasi dari aset lainnya.
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a Mutas antar perangkat daerah sebesar Rp612.950.000,00 merupakan mutasi masuk Tanah
Tegalan dengan BAST Nomor B.31.000.2.3.2/5951/PBMD/BPKAD tanggal 12 September

2024.

b. Reklasifikasi dari aset lainnya sebesar Rp871.200.000,00 merupakan reklasifikasi dari akun
aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah ke tanah basah dengan BAST
Nomor B.23.000.2.3.2/1070/SET/DPMA tanggal 1 Maret 2024.

2. Mutasi Kurang

Mutasi kurang berasal dari reklasifikasi ke aset lainnya dan mutasi antar perangkat daerah.

a. Reklasifikas ke aset lainnya, terutama ke akun Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam

Operasional

Pemerintah  sebesar

Rp612.950.000,00

dengan

BAST

Nomor

B.27.000.2.3.2/6899/SET/DPMA tanggal 1 Oktober 2024. Reklasifikas ini sesuai dengan

penggunaan tanah untuk dioperasikan oleh Desa Adat Taman Kaja untuk lokasi Bale Banjar

dan kegiatan keagamaan serta sosial seluas 1.300m?.

b. Mutas antar perangkat daerah merupakan pengembalian tanah sawah ke BPKAD, yakni tanah

di Desa Banjar Anyar, Kediri
B.23.000.2.3.2/540/SET/DPMA tanggal 5 Maret 2024.

52112

PERALATAN DAN MESIN

senila  Rp871.200.000,00 dengan BAST Nomor

Saldo tersebut merupakan saldo Perdatan dan Mesin yang dimiliki Dinas Pemajuan
Masyarakat Adat Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024. Berikut adalah rincian mutasi Peraatan

dan Mesin.
Uraian 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Kenaikan/ (Penurunan) %
Saldo Awal 4.429.254.210,00 3.795.453.100,00 633.801.110,00 16,70
Mutasi Tambah:
e Mutasi antar perangkat
171.500.000,00 171.500.000,00 100,00
daerah
e  Belanja Modal 689.330.000,00 (689.330.000,00) | (100,00)
. Reklasifikasi dari  Aset
0,00
Lainnya
Jumlah Mutasi Tambah 171.500.000,00 689.330.000,00 (517.830.000,00) (75,12)
Mutasi Kurang:
. Reklasifikasi ke  Aset
) (130.000.000,00) (55.528.890,00) 74.471.110,00 134,11
Lainnya
. Mutasi antar perangkat
daerah
Jumlah Mutasi Kurang (130.000.000,00) (55.528.890,00) (74.471.110,00) 134,11
Jumlah 4.470.754.210,00 4.429.254.210,00 41.500.000,00 0,94

Atas mutasi tambah dan mutasi kurang dari tanah tersebut, antara lain dijelaskan sebagai berikuit.

1. Mutas tambah

Mutas tambah merupakan penerimaan aset dari Biro Umum dan Protokol Setda Provins Bali

yang tercatat pada akun Alat Angkutan Kendaraan Bermotor, khususnya akun Kendaraan Dinas

Bermotor Perorangan berupa Station Wagon Toyota/Avanza 1500 S dengan nomor polis DK
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1633 E / 1724 senilai Rp171.500.000,00 dengan BAST Nomor B.44.028/6963/RT/B.UMPRO
tanggal 7 Februari 2024.

2. Mutasi kurang

Mutasi kurang merupakan reklasifikasi aset dari akun Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan ke
Rp130.000.000,00 dengan BAST Nomor
B.23.000.2.3.2/603/SET/DPMA tanggal 4 Maret 2024.

akun

Aset Rusak Berat/Usang senilai

5.2.1.1.3. GEDUNG DAN BANGUNAN
Saldo tersebut merupakan saldo Gedung dan Bangunan yang dimiliki Dinas Pemajuan

Masyarakat Adat Provinsi Bali per 31 Desember 2024. Rincian mutasi aset tetap berupa Gedung dan
Bangunan di Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali pada TA 2024 adalah sebagai berikut

Uraian 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Kenaikan/ (Penurunan) %
Saldo Awal 7.923.653.691,20 7.526.458.691,20 397.195.000,00 5,28
Mutasi Tambah:
. Mutasi antar perangkat
0,00
daerah
e  Belanja Modal 397.195.000,00 (397.195.000,00) | (100,00)
. Reklasifikasi  dari  Aset
0,00
Lainnya
Jumlah Mutasi Tambah 0,00 397.195.000,00 0,00 0,00
Mutasi Kurang:
. Reklasifikasi ke  Aset
0,00
Lainnya
. Mutasi antar perangkat
0,00
daerah
Jumlah Mutasi Kurang 0,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah 7.923.653.691,20 7.923.653.691,20 0,00 0,00
521.1.4. JALAN,JARINGAN, DAN IRIGASI
Saldo tersebut merupakan saldo Jdan, Jaringan, dan Irigasi yang dimiliki Dinas Pemajuan
Masyarakat Adat Provinsi Bali per 31 Desember 2024. Rincian mutasi aset tetap berupa Jalan,
Jaringan, dan Irigasi di Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali adalah sebagai berikut
Uraian 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Kenaikan/ (Penurunan) %
Saldo Awal 23.325.000,00 23.325.000,00 0,00 0,00
Mutasi Tambah:
. Mutasi antar perangkat
0,00
daerah
. Belanja Modal 0,00
. Reklasifikasi dari  Aset
0,00
Lainnya
Jumlah Mutasi Tambah 0,00 0,00 0,00 0,00
Mutasi Kurang:
. Reklasifikasi ke  Aset
0,00 0,00
Lainnya
. Mutasi antar perangkat
0,00
daerah
Jumlah Mutasi Kurang 0,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah 23.325.000,00 23.325.000,00 0,00 0,00
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52115 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP
Berikut ini adalah saldo Aset Tetap yang dimiliki Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provins

Bali per tanggal 31 Desember 2024.

. Kenaikan
Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 %
(Penurunan)

Akumulasi Penyusutan

Peralatan dan Mesin (3.757.075.974,00) (3.353.000.732,00) | (404.075.242,00) (12,05)
Akumulasi Penyusutan

Gedung dan Bangunan (5.263.233.265,00) (5.114.820.756,00) (148.412.509,00) (2,90)
Akumulasi Penyusutan Jalan,

Jaringan, dan Irigasi (2.478.281,00) (1.895.156,00) (583.125,00) (30,77)
Jumlah (9.022.787.520,00) (8.469.716.644,00) (553.070.976,00) (6,53)

Rincian akumulasi penyusutan diungkapkan sebagai berikut.

521151 AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN

Saldo tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin yang dimiliki
Dinas Pemguan Masyarakat Adat Provins Bali per 31 Desember 2024. Rincian mutasi aset tetap
berupa Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin di Dinas Pemgjuan Masyarakat Adat Provins Bali
pada TA 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Kenaikan/ (Penurunan) %
Saldo Awal 3.353.000.732,00 2.922.567.999,00 430.432.733,00 14,73
Mutasi Tambah:
e  Beban Penyusutan 362.575.242,00 481.429.289,00 (118.854.047,00) 24,68
e Mutasi antar perangkat
171.500.000,00 171.500.000,00 100,00
daerah
Jumlah Mutasi Tambah 534.075.242,00 481.429.289,00 52.645.953,00 10,94
Mutasi Kurang:
. Reklasifikasi ke  Aset
) (130.000.000,00) (50.996.556,00) 79.003.444 154,92
Lainnya
Jumlah Mutasi Kurang (130.000.000,00) (50.996.556,00) 79.003.444 154,92
Jumlah 3.757.075.974,00 3.353.000.732,00 404.075.242,00 12,05

Atas mutasi tambah dan mutasi kurang dari tanah tersebut, antaralain dijelaskan sebagai berikut.

1. Mutas tambah
Mutasi tambah terdiri dari beban penyusutan peralatan dan mesin serta mutasi antar perangkat
daerah. Beban penyusutan diperoleh dari Laporan Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024
dan Kertas Kerja Aset Tetap 2024. Selain itu, mutasi antar perangkat daerah penerimaan aset dari
Biro Umum dan Protokol Setda Provins Bali yang tercatat pada akun Alat Angkutan Kendaraan
Bermotor, khususnya akun Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan berupa Station Wagon
Toyota/Avanza 1500 S dengan nomor polisi DK 1633 E / 1724 senilai Rp171.500.000,00 dengan
BAST Nomor B.44.028/6963/RT/B.UMPRO tanggal 7 Februari 2024.
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Mutas kurang merupakan reklasifikasi aset dari akun Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan ke
Rp130.000.000,00 dengan BAST Nomor
B.23.000.2.3.2/603/SET/DPMA tanggal 4 Maret 2024.

akun

Aset Rusak Berat/Usang senilai

52.1.15.2. AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN

Saldo tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan yang dimiliki
Dinas Pemgjuan Masyarakat Adat Provins Bali per 31 Desember 2024. Rincian mutasi asset tetap
berupa Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan di Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provins
Bali pada TA 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Kenaikan/ (Penurunan) %
Saldo Awal 5.114.820.756,00 4.968.105.675,00 0,00 | 0,00
Mutasi Tambah:
. Beban Penyusutan 148.412.509,00 146.052.807,00 0,00
. Koreksi Pencatatan Saldo
662.274,00
Awal
Jumlah Mutasi Tambah 148.412.509,00 146.715.081,00 0,00 | 0,00
Mutasi Kurang:
. Reklasifikasi ke  Aset 0,00
. 0,00 0,00
Lainnya
Jumlah Mutasi Kurang 0,00 0,00 0,00 | 0,00
Jumlah 5.263.233.265,00 5.114.820.756,00 0,00 | 0,00

Atas mutasi tambah dan mutasi kurang dari tanah tersebut, antaralain dijelaskan sebagai berikut.

1. Mutas tambah

Mutasi tambah terdiri dari beban penyusutan gedung dan bangunan. Beban penyusutan diperoleh
dari Laporan Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan Kertas Kerja Aset Tetap 2024.

5.2.1.1.5.3. AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI

Saldo tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang
dimiliki Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provins Bali per 31 Desember 2024. Rincian mutasi aset
tetap berupa Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi di Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

Uraian 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Kenaikan/ (Penurunan) %
Saldo Awal 1.895.156,00 1.312.031,00 0,00 | 0,00
Mutasi Tambah:
. Beban Penyusutan 583.125,00 583.125,00 0,00
Jumlah Mutasi Tambah 583.125,00 583.125,00 0,00 | 0,00
Mutasi Kurang:
. Reklasifikasi ke  Aset 0,00

Lainnya 0,00 0,00

Jumlah Mutasi Kurang 0,00 0,00 0,00 | 0,00
Jumlah 2.478.281,00 1.895.156,00 0,00 | 0,00

Mutas tambah terdiri dari beban penyusutan gedung dan bangunan. Beban penyusutan
diperoleh dari Laporan Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan Kertas Kerja Aset Tetap

2024.
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5.2.1.3 ASET LAINNYA
Saldo ASET LAINNY A yang dimiliki Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provins Bali per tangga 31
Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Kenaikan/(Penurunan) %
(258.250.000,00) (16,58)

(258.250.000,00) (16,58)

Aset Lain-lain 1.299.197.500,00 1.557.447.500,00

Jumlah 1.299.197.500,00 1.557.447.500,00

Tabel di atas menunjukkan ASET LAINNY A per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan dari
tahun 2023 sebesar (Rp258.250.000,00) atau (16,58%). Penjelasan saldo ASET LAINNY A beserta
dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut.

5.2.1.3.1 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta

kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian 31 Desember 2024 31 Desember 2023

1.557.447.500,00

Kenaikan/(Penurunan) %

Aset Lain-lain 1.299.197.500,00 (258.250.000,00) (16,58)

Akumulasi Penyusutan Aset

. . 0,00 0,00 0,00 0,00
Lain-Lain

Jumlah 1.299.197.500,00 1.557.447.500,00 (258.250.000,00) (16,58)

Tabel di atas menunjukkan Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan dari
tahun 2023 sebesar (Rp258.250.000,00) atau (16,58%). Penjelasan saldo Aset Lain-lain beserta
dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Uraian 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Kenaikan/ (Penurunan) %

Saldo Awal 1.557.447.500,00 1.449.197.500,00 108.250.000,00 | 7,47

Mutasi Tambah:

e Reklasifikasi dari Aset Tetap

Peralatan dan Mesin ke Aset Rusak 130.000.000,00 55.528.890,00 74.471.110,00 134,11

Berat/Usang

Reklasifikasi dari Aset Tetap Tanah

ke Aset Tetap vyang Tidak

612.950.000,00 108.250.000,00 504.700.000,00 | 466,24

Digunakan dalam  Operasional

Pemerintah

Jumlah Mutasi Tambah 742.950.000,00 163.778.890,00 579.171.110,00 | 353,63

Mutasi Kurang:

. Penghapusan Aset Tetap yang
Tidak Digunakan dalam 0,00

Operasional Pemerintah

(7.553.890,00) 7.553.890,00 | 100,00

. Penjualan Aset Rusak Berat/Usang

(130.000.000,00)

(47.975.000,00)

(82.025.000,00) 170,97

e  Reklasifikasi ke Aset Tetap Tanah (871.200.000,00) 0,00 871.200.000,00 | 100,00
Jumlah Mutasi Kurang

(1.001.200.000,00) (55.528.890,00) (945.671.110,00) 1703
Jumlah 1.299.197.500,00 1.557.447.500,00 (258.250.000,00) 16,58

Atas mutasi tambah dan mutasi kurang dari tanah tersebut, antara lain dijelaskan sebagai berikuit.
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Mutasi tambah terdiri dari reklasifikasi dari peralatan dan mesin ke Aset Rusak Berat/Usang dan
reklasifikasi dari tanah ke Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah.
Reklasifikas ke Aset Rusak Berat merupakan reklasifikasi Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
senila Rp130.000.00,00 didukung dengan BAST Nomor
B.23.000.2.3.2/603/SET/DPMA tanggal 4 Maret 2024. Reklasifikasi ke Aset Tetap yang Tidak
Digunakan dalam Operasona Pemerintah merupakan reklasifikas Tanah Tegalan sebesar
Rp612.950.000,00 didukung dengan BAST Nomor B.27.000.2.3.2/6899/SET/DPMA tangga 1
Oktober 2024. Tanah yang direklas merupakan tanah yang berlokas di Kelurahan Ubud,
Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar yang dioperasikan oleh Desa Adat Taman Kagja untuk |okasi

berupa Station Wagon

Bale Banjar dan kegiatan keagamaan dan sosial.

2. Mutasi kurang

Mutasi kurang merupakan penjualan aset rusak berat berupa Station Wagon Toyota/Vios 1500
dengan nomor polisi DK 18/DK 412. Nilai aset yang dijual sebesar Rp130.000.000,00 yang
menyebabkan pengurangan aset lain-lain
B.31.000.2.4/7162/P.BMD/BPKAD tanggal 5 November 2024. Selain itu, mutasi kurang juga
meliputi reklasifikas dari Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah ke

aset tetap Tanah

sebesar Rp871.200.000,00

B.23.000.2.3.2/1070/SET/DPMA tanggal 1 Maret 2024.

521.1.6. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAIN-LAIN

didukung dengan adanya SK  Nomor

dengan BAST Nomor

Saldo tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain yang dimiliki Dinas

Pemajuan Masyarakat Adat Provins Bali per 31 Desember 2024. Rincian mutasi akumulas
penyusutan aset lain-lain untuk Aset Lain-Lain adalah sebagai berikut.

Uraian 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Kenaikan/ (Penurunan) %
Saldo Awal 0,00 0,00 0,00 | 0,00
Mutasi Tambah:
e Reklasifikasi ke Aset Rusak
BeratlUsang 47.975.000,00 (47.975.000,00) | (100,00)
. Reklasifikasi ke Aset Tetap yang
Tidak Digunakan dalam 3.021.556,00 (3.021.556,00) | (100,00)
Operasional Pemerintah
Jumlah Mutasi Tambah 0,00 50.996.556,00 (50.996.556,00) | (100,00)
Mutasi Kurang:
. Penghapusan Aset Tetap yang
Tidak Digunakan dalam (3.021.556,00) 3.021.556,00 100,00
Operasional Pemerintah
e  Penjualan Aset Rusak Berat/Usang (47.975.000,00) 47.975.000,00 100,00
Jumlah Mutasi Kurang
(0,00) (50.996.556,00) (50.996.556,00) | 100,00
Jumlah 0,00 0,00 0,00 | 0,00
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5.2.2 KEWAJIBAN
Saldo kewgjiba yang dimiliki Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provins Bali per tangga 31
Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Kenaikan/(Penurunan) %
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 371.471.178,00 148.975.481.014,00 (148.604.009.836,00) (99,75)
Jumlah 371.471.178,00 148.975.481.014,00 (148.604.009.836,00) (99,75)

Tabel di atas menunjukkan KEWAJBAN per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan dari
tahun 2023 sebesar (Rp148.604.009.836,00) atau (99,75%). Penjelasan saldo KEWAJBAN beserta
dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut.

5.2.2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Saldo kewajiban jangka pendek yang dimiliki Dinas Pemagjuan Masyarakat Adat Provins Bali per
tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Kenaikan/(Penurunan) %
Utang Belanja 371.471.178,00 148.975.481.014,00 (148.604.009.836,00) (99,75)
Jumlah 371.471.178,00 148.975.481.014,00 (148.604.009.836,00) (99,75)

Tabel di atas menunjukkan KEWAJBAN JANGKA PENDEK per 31 Desember 2024 yang
mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar (Rpl148.604.009.836,00) atau (99,75%). Penjelasan
saldo kewgjiban jangka pendek beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai
berikut.

52.21.1UTANG BELANJA

Saldo Utang Belanja yang dimiliki Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provins Bali per tanggal 31
Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Kenaikan/(Penurunan) %
Utang Belanja Pegawai 358.190.795,00 463.257.542,00 (105.066.747,00) (22,68)
Utang Belanja Barang dan Jasa 13.280.383,00 12.223.472,00 1.056.911,00 8,65
Utang Belanja Hibah 0,00 148.500.000.000,00 (148.500.000.000,00) (100,00)

Jumlah 371.471.178,00 148.975.481.014,00 (148.604.009.836,00) (99,75)

Tabel di atas menunjukkan Utang Belanja per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan dari
tahun 2023 sebesar (Rp148.604.009.836,00) atau (99,75%). Penjelasan saldo Utang Belanja beserta
dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut.

5.2.2.1.1.1 UTANG BELANJA PEGAWAI
Saldo Utang Belanja Pegawai yang dimiliki Dinas Pemagjuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per
tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Kenaikan/(Penurunan)

Utang Belanja Gaji dan
Tunjangan ASN

Utang Belanja Tambahan
Penghasilan ASN

8.650.057,00 9.244.877,00 (594.820,00) (6,43)

349.540.738,00 454.012.665,00 (104.471.927,00) (23,01)
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Uraian 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Kenaikan/(Penurunan) %
Jumlah 358.190.795,00 463.257.542,00 (105.066.747,00) (22,68)

Tabel di atas menunjukkan Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan
dari tahun 2023 sebesar (Rp105.066.747,00) atau (22,68%). Penjelasan saldo Utang Belanja Pegawai
beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut.

5.2.2.1.1.1.1 Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
Saldo Utang Belanja Ggji dan Tunjangan ASN yang dimiliki Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri

dari:
Uraian 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Kenaikan/(Penurunan) %
Utang Belanja luran Jaminan
Kesehatan ASN-luran Jaminan 8.650.057,00 9.244.877,00 (594.820,00) (6,43)
Kesehatan PNS
Jumlah 8.650.057,00 9.244.877,00 (594.820,00) (6,43)

Tabel di atas menunjukkan Utang Belanja Ggji dan Tunjangan ASN per 31 Desember 2024 yang
mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar (Rp594.820,00) atau (6,43%). Penjelasan saldo Utang
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan
sebagai berikut:

Utang belanja pegawai di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Utang Belanja Ggji dan Tunjangan ASN 2024 berupa utang Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN
yang merupakan utang BPJS 4% Bulan Desember 2024 sebesar Rp8.650.057,00.

5.2.2.1.1.1.2 Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN
Saldo Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN yang dimiliki Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri

dari:

Uraian 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Kenaikan/(Penurunan) %

Utang Belanja Tambahan

Penghasilan berdasarkan Beban

Kerja ASN-Tambahan 212.048.927,00 217.928.557,00 (5.879.630,00) (2,70)
Penghasilan berdasarkan Beban

Kerja PNS

Utang Belanja Tambahan

Penghasilan berdasarkan

Kondisi Kerja ASN-Tambahan 43.864.300,00 43.929.901,00 (65.601,00) (0,15)
Penghasilan berdasarkan

Kondisi Kerja PNS

Utang Belanja Tambahan

Penghasilan berdasarkan

Prestasi Kerja ASN-Tambahan 93.627.511,00 192.154.207,00 (98.526.696,00) (51,27)
Penghasilan berdasarkan

Prestasi Kerja PNS

Jumlah 349.540.738,00 454.012.665,00 (104.471.927,00) (23,01)

Tabel di atas menunjukkan Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN per 31 Desember 2024 yang
mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar (Rp104.471.927,00) atau (23,01%). Penjelasan saldo
Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat
dijabarkan sebagai berikut:

1. Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2024 terdiri dari utang tambahan penghasilan atas bulan
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Desember 2024 yang telah dianggarkan pada tahun berikutnya. Utang terdiri dari utang Belanja
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN sebesar Rp212.048.927,00, utang Belanja
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebesar Rp43.864.300,00, dan utang Belanja
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebesar Rp93.627.511,00.

2. Penurunan saldo utang belanja Tambahan Penghasilan ASN TA 2024 bila dibandingkan dengan TA
2023 disebabkan karena adanya pembayaran utang belanja TPP ASN untuk Desember 2023 serta
utang belanja kekurangan TPP ASN untuk bulan November 2023 pada tahun 2024.

5.2.2.1.1.2 UTANG BELANJA BARANG DAN JASA

Saldo Utang Belanja Barang dan Jasa yang dimiliki Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provins Bali
per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Kenaikan/(Penurunan) %
Utang Belanja Jasa 13.280.383,00 12.223.472,00 1.056.911,00 8,65
Jumlah 13.280.383,00 12.223.472,00 1.056.911,00 8,65

Tabel di atas menunjukkan Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 yang mengal ami
peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rpl1.056.911,00 atau 8,65%. Penjelasan saldo Utang Belanja
Barang dan Jasa beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut.

5.2.2.1.1.2.1 Utang Belanja Jasa
Saldo Utang Belanja Jasa yang dimiliki Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per tanggal 31
Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Kenaikan/(Penurunan) %
Utang Belanja Jasa Kantor-

Taaiionn Toloon 717.950,00 717.950,00 0,00 0,00
Utang Belanja Jasa Kantor- 12.562.433,00 11.505.522,00 1.056.911,00 9,19
Tagihan Listrik

Jumlah 13.280.383,00 12.223.472,00 1.056.911,00 8,65

Tabel di atas menunjukkan Utang Belanja Jasa per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan
dari tahun 2023 sebesar Rp1.056.911,00 atau 8,65%. Penjelasan saldo Utang Belanja Jasa beserta
dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Utang belanjajasa di atas merupakan utang atas belanja jasa kantor tagihan telepon dan tagihan listrik
bulan Desember 2024 yang dianggarkan pada tahun berikutnya. Utang belanja jasa kantor tagihan
telepon sebesar Rp717.950,00 dan utang atas belanja jasa kantor tagihan listrik sebesar
Rp12.562.433,00.

5.2.21.1.3 UTANG BELANJA HIBAH
Saldo Utang Belanja Hibah yang dimiliki Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per tanggal

31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Kenaikan/(Penurunan)

Utang Belanja Hibah kepada
Badan, Lembaga, Organisasi
Kemasyarakatan yang Berbadan
Hukum Indonesia

Jumlah 0,00 148.500.000.000,00 (148.500.000.000,00) (100,00)

0,00 148.500.000.000,00 (148.500.000.000,00) (100,00)
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Tabel di atas menunjukkan Utang Belanja Hibah per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan
dari tahun 2023 sebesar (Rp148.500.000.000,00) atau (100,00%). Penjelasan saldo Utang Belanja
Hibah beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.2.2.1.1.3.1 Utang Belanja Hibah kepada Badan, L embaga, Organisasi Kemasyar akatan yang
Berbadan Hukum Indonesia

Saldo Utang Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan
Hukum Indonesia yang dimiliki Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provins Bali per tanggal 31
Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Kenaikan/(Penurunan) %

Utang Belanja Hibah Uang
kepada Badan dan Lembaga
yang Bersifat Nirlaba, Sukarela
dan Sosial yang Dibentuk
Berdasarkan Peraturan
Perundang-Undangan

0,00 148.500.000.000,00 (148.500.000.000,00) (100,00)

Jumlah 0,00 148.500.000.000,00 (148.500.000.000,00) (100,00)

Tabel di atas menunjukkan Utang Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisas
Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan
dari tahun 2023 sebesar (Rp148.500.000.000,00) atau (100,00%). Penjelasan saldo Utang Belanja
Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia beserta
dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Penurunan saldo utang ini disebabkan karena pembayaran dana Desa Adat Tahap 111 2023 sebesar
Rp148.500.000,00 telah dibayarkan di TA 2024. Hal ini didasarkan pada Surat Sekretariat Daerah

Nomor B.13.900/9800/PAPKD/BPKAD tangga 22 Desember 2023 tentang Belanja Hibah Desa

Adat.

523 EKUITAS

Uraian Kenaikan %
Tahun 2024 Tahun 2023
(Penurunan)
Ekuitas Akhir 13.394.486.606,20 (134.508.313.811,20) 121.113.827.205,00 90,04
Jumlah 13.394.486.606,20 (134.508.313.811,20) 121.113.827.205,00 90,04

Saldo tersebut saldo merupakan saldo ekuitas atau kekayaan bersih Dinas Pemgjuan
Masyarakat Adat Provinsg Bali yang merupakan selisih antara asset dan kewgjiban pemerintah per
tanggal neraca. Saldo tersebut telah sama dengan Saldo Ekuitas Akhir sebagaimana disgjikan dan
diungkapkan dalam Catatan L aporan Perubahan Ekuitas.

53 LAPORAN OPERASIONAL
Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi ikhtisar sumber daya

ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh entitas akuntansi pemerintah
daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan
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Operasional Dinas Pemguan Masyarakat Adat Provins Bali diungkapkan dan dijelaskan sebagai
berikut.

5.3.1. BEBAN

Beban TA 2024

0%

M Beban Operasi

M Beban Penyusutan dan
Amortisasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari hadaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk
Beban Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban yang diakui oleh Dinas Pemajuan
Masyarakat Adat Provins Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta
penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Beban Operasi 475.260.804.248,00 476.487.783.733,00 (1.226.979.485,00) (0,26)

Beban Penyusutan dan
511.570.876,00 628.042.719,00 (116.471.843,00) (18,55)

Amortisasi

5.3.1.1 BEBAN OPERASI

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk
Beban Operasi Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Operasi yang diakui oleh Dinas
Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan
2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Beban Operasi

2%%

M Beban Pegawai
M Beban Barang dan Jasa

[ Beban Hibah

Beban Pegawai 8.385.536.645,00 8.365.199.468,00 20.337.177,00 0,24
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Beban Barang dan Jasa 6.094.556.847,00 7.632.930.909,00 (1.538.374.062,00) (20,15)
Beban Hibah 460.780.710.756,00 460.489.653.356,00 291.057.400,00 0,06
Jumlah 475.260.804.248,00 476.487.783.733,00 (1.226.979.485,00) (0,26)

Rincian uraian beban operasi diungkapkan sebagai berikut.

5.3.1.1.1. BEBAN PEGAWAI
Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk

Beban Pegawai Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Pegawai yang diakui oleh Dinas
Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan
2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

: Kenaikan
Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 %
(Penurunan)

Beban Gaji dan Tunjangan

ASN 3.350.980.319,00 3.398.047.072,00 (47.066.753,00) 1,39
Beban Tambahan Penghasilan

ASN 4.930.756.326,00 4.906.602.396,00 24.153.930,00 (0,49)
Beban Tambahan Penghasilan

Berdasarkan Pertimbangan 103.800.000,00 60.550.000,00 43.250.000,00 71,43
Objektif Lainnya ASN

Jumlah 8.385.536.645,00 8.365.199.468,00 20.337.177,00 0,24

Pengakuan Beban Pegawai dalam LO Tahun 2024 ini lebih rendah dari saldo Belanja Pegawai
daam LRA TA 2024 sebesar Rpl105.066.747,00 (Rp8.385.536.645,00 — Rp8.490.603.392,00) Hal
tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan
pengurangan Beban Pegawai dalam L O, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian Nilai

Selisih LO - LRA

Penjelasan Selisih:

105.066.747,00

Penambahan Belanja LRA terhadap Beban LO:
. Pengakuan Utang Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024:
» Utang Belanja TPP Berdasarkan Beban Kerja PNS Bulan
Desember 2024
» Utang Belanja TPP Berdasarkan Prestasi Kerja PNS Bulan
Desember 2024
» Utang Belanja TPP Berdasarkan Kondisi Kerja PNS Bulan
Desember 2024
»  Utang Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS 4% Bulan
Desember 2024
Total Penambahan Belanja LRA terhadap Beban LO

212.048.927,00

93.627.511,00

43.864.300,00

8.650.057,00

358.190.795,00
Pengurangan Belanja LRA terhadap Beban LO:
. Pembayaran Utang Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023:
» Utang Belanja TPP Berdasarkan Beban Kerja PNS Bulan
Desember 2023
» Utang Belanja TPP Berdasarkan Prestasi Kerja PNS Bulan
Desember 2023
» Utang Belanja TPP Berdasarkan Kondisi Kerja PNS Bulan
Desember 2023
» Utang Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS 4% Bulan
Desember 2023
» Utang Belanja TPP Berdasarkan Prestasi Kerja PNS Bulan

217.928.557,00

95.972.643,00

43.929.901,00

9.244.877,00

96.181.564,00
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November 2023

Total Pengurangan Belanja LRA terhadap Beban LO 463.257.542,00

Jumlah Selisih 105.066.747,00

5.3.1.1.2. BEBAN BARANG DAN JASA
Berikut ini merupakan penjelasan dari halam
an muka Laporan Keuangan atas L O untuk Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian
atas saldo Beban Barang dan Jasa yang diakui oleh Dinas Pemagjuan Masyarakat Adat Provins Bali
selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan

sebagai berikut:

Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Kenalkan %
(Penurunan)

Beban Barang 930.988.220,00 2.292.164.314,00 (1.361.176.094,00) (59,38)
Barang Jasa 3.945.893.799,00 4.781.863.995,00 (835.970.196,00) (17,48)
Beban Pemeliharaan 149.952.000,00 89.652.000,00 60.300.000,00 67,26
Beban Perjalanan Dinas 1.067.722.828,00 394.250.600,00 673.472.228,00 170,82
Beban Uang dan/atau Jasa

untuk Diberikan Kepada Pihak 0,00 75.000.000,00 (75.000.000,00) (100,00)
Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Jumlah 6.094.556.847,00 7.632.930.909,00 (1.538.374.062,00) (20,15)

Pengakuan Beban Barang dan Jasa dalam LO Tahun 2024 ini lebih tinggi dari saldo Belanja Barang
dan Jasa dadam LRA TA 2024 sebesar Rp304.691.631,00 (Rp6.094.556.847,00 -
Rp5.789.865.216,00). Ha tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang
mempengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Barang dan Jasa dalam LO, yang dijelaskan
sebagai berikut:

Uraian Nilai

Selisih LO - LRA
Penjelasan Selisih:
Penambahan Belanja LRA terhadap Beban LO:
» Pengakuan Utang Belanja Barang dan Jasa 2024 (Telepon
dan Listrik)
»  Persediaan Barang Tahun 2023/Saldo Akhir 2023 (Neraca)
»  Koreksi Saldo Awal Persediaan — Bahan Komputer
Total Penambahan Belanja LRA terhadap Beban LO
Pengurangan Belanja LRA terhadap Beban LO:
»  Pembayaran Utang Belanja Barang dan Jasa 2023 (Telepon
dan Listrik)
»  Persediaan Barang Tahun 2024/Saldo Akhir 2024 (Neraca)
Total Pengurangan Belanja LRA terhadap Beban LO

Jumlah Selisih

5.3.1.1.3. BEBAN HIBAH

304.691.631,00

13.280.383,00

985.114.820,00
775.000,00
999.170.203,00

12.223.472,00

682.255.100,00
694.478.572,00

304.691.631,00

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk
Beban Hibah Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Hibah yang diakui oleh Dinas
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Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan
2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Pengakuan Beban Hibah dalam LO Tahun 2024 ini lebih rendah dari saldo Belanja Hibah
ddam LRA TA 2024 sebesar  Rpl148.500.000.000,00 (Rp609.280.710.756,00 -
Rp460.780.710.756,00) Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwva yang
mempengaruhi  penambahan dan pengurangan Beban Hibah dalam LO, yang dijelaskan sebagai
berikut:

U@ . Nl

Selisih LO - LRA 148.500.000.000,00
Penjelasan Selisih:

Penambahan Belanja LRA terhadap Beban LO:

. Pengakuan Utang Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024: 0,00
Total Penambahan LO terhadap LRA 0,00
Pengurangan Belanja LRA terhadap Beban LO:

. Pembayaran Utang Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024:

» Utang Belanja Hibah Tahap Il TA 2023 148.500.000.000,00
Total Pengurangan LRA terhadap LO 148.500.000.000,00
Jumlah Selisih 148.500.000.000,00

5.3.1.2. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk
Beban Penyusutan Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan yang diakui oleh
Dinas Pemaguan Masyarakat Adat Provins Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun
2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Beban Penyusutan Dan Amortisasi

0%

M Beban Penyusutan
Peralatan dan Mesin

M Beban Penyusutan
Gedung dan Bangunan

= Beban Penyusutan Jalan,
Jaringan, dan Irigasi

Beban Penyusutan Peralatan

362.575.242,00 481.429.289,00 (118.854.047,00) (24,69)

dan Mesin
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Beban Penyusutan Gedung
148.412.509,00 146.030.305.00 2.382.204,00 1,63
dan Bangunan ’
Beban Penyusutan Jalan,
) o 583.125,00 583.125.00 0,00 0,00
Jaringan, dan Irigasi '
Jumlah 511.570.876,00 628.042.719,00 (116.471.843,00) 18,55

Rincian beban penyusutan pada tahun 2024 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut.

5.3.1.2.1 BEBAN PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban
Penyusutan Peralatan dan Mesin yang diakui oleh Dinas Pemgjuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan

sebagai berikut:
_ Kenaikan
Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 %
(Penurunan)
Beban Penyusutan Alat
18.387.500,00 73.550.000.00 (55.162.500,00) (75,00)
Angkutan ’
Beban Penyusutan Alat Kantor
183.343.081,00 190.366.960.00 (7.023.879,00) (3.69)
dan Rumah Tangga ’
Beban Penyusutan Alat Studio,
Komunikasi, dan Pemancar 17.860.357,00 18.027.022,00 (166.665,00) 0,92)
Beban Penyusutan Komputer 141.184.304,00 197.685.307,00 (56.501.003,00) (28,58)
Beban Penyusutan Peralatan
] 1.800.000,00 1.800.000.00 0,00 0,00
Proses/Produksi '
Jumlah 362.575.242,00 481.429.289,00 (118.854.047,00) (24,69)

Pengakuan Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2024 ini |ebih rendah dari sdlisih/perubahan
saldo Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin dari Tahun 2023 ke Tahun 2024 dalam Neraca Per
31 Desember 2024 sebesar Rp41.500.000,00 (Rp365.575.242,00 — (Rp3.757.075.974,00 -
Rp3.353.000.732,00). Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang

memengaruhi penambahan dan pengurangan kenaikan Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin yang

dijel askan sebagai berikut

Uraian Nilai

Selisih Beban Penyusutan dan Perubahan Akumulasi Penyusutan 41.500.000,00
Penjelasan Selisih:
Penambahan Beban Penyusutan:

. Mutasi Masuk Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 171.500.000,00
Pengurangan Beban Penyusutan:

. Reklasifikasi ke Aset Lainnya (Aset Rusak Berat/Usang) 130.000.000,00

Jumlah Selisih 41.500.000,00
5.3.1.2.2 BEBAN PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN
Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Kenalkan %
(Penurunan)
Beban Penyusutan Gedung
148.412.509,00 146.030.305,00 2.382.204,00 1,63

dan Bangunan
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Berikut ini merupakan penjelasan dari hadaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban
Penyusutan Gedung dan Bangunan yang diakui oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali

selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan
sebagai berikut:

Beban Penyusutan Bangunan

94.302.409,00 91.920.205,00 2.382.204,00 2,59

Gedung

Beban Penyusutan Tugu Titik
54.110.100,00 54.110.100,00 0,00 0,00

Kontrol/Pasti

Pengakuan Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2024 ini sama dengan selisih/perubahan
saldo Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan dari Tahun 2023 ke Tahun 2024 dalam Neraca
Per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 (Rpl48.412.509,00 - (Rp5.263.233.265,00 -
Rp5.114.820.756,00).

5.3.1.2.3 BEBAN PENYUSUTAN JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI

Beban Penyusutan Jalan,
. o 583.125,00 583.125,00
Jaringan, dan Irigasi '

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban
Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang diakui oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provins

Bali selama melakukan kegiatan operasiona di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan
sebagai berikut:

Beban Penyusutan Jaringan 583.125,00 583.125,00 mm

Pengakuan Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan lIrigasi Tahun 2024 ini sama dengan
selisih/perubahan saldo Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi dari Tahun 2023 ke Tahun
2024 dalam Neraca Per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.

5.3.2. SURPLUS/DEFISIT - LO

Surplus/Defisit-LO | (475.772.375.124,00) (477.115.826.452,00) 1.343.451.328,00
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Saldo tersebut adalah pengakuan Surplus/(Defisit) - LO Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023. Saldo Surplus/(Defisit)
- LO tersebut di atas telah sama dengan yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Perubahan
Ekuitas poin 5.4.3 Surplus/Defisit LO.

54 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau

penurunan ekuitas tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
Provins Bali diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

541 EKUITASAWAL

Saldo tersebut di atas merupakan saldo Ekuitas Awal Tahun 2024 yang merupakan saldo akhir
ekuitas tahun 2023.

542 RK-PPKD

RK-PPKD 623.302.929.364,00 329.122.637.774,00 294.180.291.590,00 89,38

Saldo tersebut di atas merupakan saldo RK-PPKD vyaitu akun transitoris Dinas Pemajuan
Masyarakat Adat Provins Bali di tahun 2024.

543 SURPLUSDEFISIT-LO

Surplus/Defisit LO (475.772.375.124,00) |  (477.115.826.452,00) 1.343.451.328,00

Saldo tersebut di atas merupakan surplus atas kegiatan operasional berbasis akrual yang
menambah nilai ekuitas pada Neraca Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provins Bali.

544 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan
Kebijakan/Kesalahan Mendasar 775.000,00 775.000,00 100,00

Saldo tersebut di atas merupakan transaksi penyesuaian aset dan kewagjiban yang disebabkan
oleh adanya koreksi baik lebih catat maupun kurang catat dari tahun-tahun sebelumnya sehingga pada
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tahun 2024 Dinas Pemguan Masyarakat Adat Provinsi Bali melakukan penyesuaian. Dampak
kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar memiliki rincian sebagai berikut:

Koreksi Ekuitas Persediaan 775.000,00 m 775.000,00 100,00

Koreksi Ekuitas Persediaan merupakan koreksi saldo awal persediaan berupa Bahan Komputer sebesar
Rp775.000,00 yang didasarkan pada Berita Acara Koreksi Pencatatan Saldo Awa Barang Persediaan
Nomor B.23.000.2.3.2/3156/SET/DPMA tanggal 24 Juni 2024.

545 EKUITASAKHIR

Saldo tersebut di atas merupakan saldo Ekuitas Akhir Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
Provinsi Bali per 31 Desember 2024. Saldo ekuitas akhir yang disgjikan dalam Laporan Perubahan
Ekuitas sama besarnya dengan nilai ekuitas yang tersgji di Neraca Per 31 Desember 2024 sebagaimana
dijelaskan pada Catatan atas Neraca pada poin 5.2.3.
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BAB VI
INFORMASI TAMBAHAN DAN PENGUNGKAPAN LAINNYA

1. Perangkat Daerah Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali berdamat di Jalan Raya
Puputan Niti Mandala Renon, Denpasar, Bali (Kode Post 80225) Telepon (0361) 4743170, email:
Website www.dpma.baliprov.go.id email: dinaspma@baliprov.go.id

2. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali yaitu:

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provins Bali,
Dinas Pemajuan Masyarakat Adat mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan
urusan pemerintahan bidang Pemajuan Masyarakat Adat yang menjadi kewenangan daerah, serta
melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai
Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Dinas Pemagjuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dadam pemagjuan masyarakat adat yang menjadi kewenangan

Provinsi;

Pel aksanaan kebijakan dalam pemajuan masyarakat adat yang menjadi kewenangan Provinsi;

Penyel enggaraan administrasi Dinas;

Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan MDA,;

Penye enggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas;

o g &M w N

Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi.
Pelaksanaan urusan tata usaha dalam pelaksanaan tugas untuk pencapaian tujuan organisas
sesuai vis dan misi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provins Bali dengan susunan organisasi
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3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan PPPK Daerah
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provins Badli
sebanyak 41 orang terdiri dari:

No. Eselon/Jabatan/Fungsional Golongan Jumlah Keterangan
Kompetensi Jabatan:
DPMA Provinsi Bali Kepala Dinas

Sekretaris
Kepala Bidang

Eselon Il \ 1 Orang | Kepala Sub Bagian
Anali

Eselon IlI Y 4 Orang Pgﬁ)lllsjluh

Eselon IV v 1 Orang | Bendahara
Verifikator

Analis v/ 17 Orang | Pengelola

Pengadministrasi

Bendahara 1l 1 Orang | Hukum
Verifikator 11 1 Orang
Pengelola 11 8 Orang
Pengadministrasi 1l 1 Orang
Jumlah 34 Orang
No. Fungsional Jumlah Keterangan
1. Penyuluh Perindustrian dan 5 Oran
Perdagangan Ahli Muda 9
2. Penyuluh Hukum Ahli Muda 1 Orang
3. Penggerak Swadaya
Masyarakat Ahli Muda 4 Orang
Jumlah 7 Orang

Jumlah PPPK Daerah pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provins Bali sebanyak 2 orang terdiri

dari:

No. Fungsional Jumlah Keterangan
1. Arsiparis Mahir 1 Orang
2. Arsiparis Terampil 1 Orang
Jumlah 2 Orang

Keterangan Kompetensi Jabatan:

a KepalaDinas

b. Sekretaris

c. KepalaBidang terdiri dari:
- KepaaBidang Pembinaan Pemerintahan Desa Adat
- KepalaBidang Pembinaan Perekonomian Desa Adat
- KepaaBidang Pemajuan Hukum Adat

d. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

e. Andisterdiri dari:
- AndisOrganisas
- Analis Desadan Kelurahan
- Analis Pengembangan Ekonomi Pedesaan
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Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Analis Kelembagaan Usaha

Analis Kerjasama Lintas Sektor

Analis Sistem Informasi

Analis Produk Hukum

Analis Hukum

Analis Pelaporan dan Transaksi Keuangan

Analisis Kelembagaan Usaha

Analis Sumber Daya Manusia

Analis Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan

f. Bendahara
g. Veifikator Keuangan
h. Pengelolaterdiri dari:

Pengelola Ggji

Pengel ola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan
Pengel ola Kepegawaian

Pengelola L aporan Keuangan

Pengel ola Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Pengel ola Keuangan

Pengelola Program dan Kegiatan

Pengelola Data

i. Pengadministras Hukum

Pegawai Honorer / Tidak Tetap.

Jumlah Pegawai Honorer / Tidak Tetap pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bdi
berjumlah 95 orang yang terdiri dari Tenaga Non ASN dan Tenaga Outsourcing. Rincian
Jumlah Tenaga Non ASN dapat disgjikan sebagai berikut :

No Sebagai Pendidikan Jumlah Keterangan
1 Tenaga Administrasi SLTA/D1/D2/D3/S1 60 Orang
Tenaga Kebersihan dan Tenaga
2 Pemeliharaan Tanaman SLTA/D1/D2/D3/S1 24 Orang
3 Tenaga Sopir SLTA/D1/D2/D3/S1 1 Orang
Jumlah 85 Orang

Rincian Jumlah Outsourcing dapat disajikan sebagai berikut :

No

Sebagai Pendidikan Jumlah Keterangan

Tenaga Keamanan SLTA/D1/D2/D3/S1 2 Orang

Tenaga Kebersihan dan Tenaga

; SLTA/D1/D2/D3/S1 3 Orang
Pemeliharaan Tanaman
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Tanegs Sopir SLTADORATASET

&

Orang

Jumibah

18

Orang

Tenaga Administrasi 60 orang tersebut, sebanyak 56 orang ditugaskan di Majelis Desa Adat d

Provinsi Kabupaten/Kota terdiri dan:

e B L R

A EB=d. oh

Majelis Desa Adat Provinsi Bali sebanyak
Majelis Desa Adat Kota Denpasar sebanyuk

Mujelis Desa Adat Kabupaten Badung sebanyak
Majelis Desa Adat Kabupaten Gianyar sebamyak
Majelis Desa Adnt Kabupaten Klunghung sebanyak
Majelis Desa Adat Kabupaten Bangli sebanyak
Majelis Desa Adat Kabupaten Karangasem sebanyak
Majelis Desa Adat Kabupaten Buleleng sebanyak
Majelis Diesa Adat Kabupaten Jembrana sebanyak
Majelis Desa Adat Kabupaten Tabanan sebanyak

& B LW LW o A

L |

Orang
Orang

Ohrang
Cirang
COrang
Crang
Chrang
Orrang
Oheang

Orang
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CATATAN HASIL REVIU (CHR)
LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI| BALI

| Dleusun oleh' Dowa Gede Angga Putra/

- ma [
PR R el TIT
m|

‘i Tanggal 13 Februan 2025
PEMERINTAH PROVING] BALI } 2aci ]

K i il - ol Racand Détediti obahy iLuh Myomian Rignd |

INSPEKTORAT DAERAH | Tanggel | 13 Februar 2025

Diestiifui cleh! | Bad Davia Ayub
Tanggal 13 Febfuari 2025

CATATAN HASIL REVIU
LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2024

DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BAL|

Sehubungan dengan penugasan Inspektur Daerah Provinsi Bali Nomor 31 Tahun 2025
tanggal 3 Februari 2025 untuk melaksanakan Reviy atas Laporan Keuangan Perangkat

Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024, bersama ini kami
sampaikan Catatan Hasil Reviu (CHR) sebagai barikut:

Uraian Catatan Hasil Reviu Indeks KKR

— — 5 |
PENYELENGGARAAN AKUNTANSI: !

Laparan Keuangan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provingl Bali Tahun
Anggaran 2024 telah disusun dan disajikan sesual dengan Peraturan |
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berpedoman pada Peraturan Gubemur
Ball Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubemur

Bali Momor 16 Tahun 2022 tentang Kebfakan Akuntansi dan Sistem
Akuntansi Pemerintah Daerah

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN:

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Berdasarkan hasil reviu, Laporan Realisasi Anggaran (LRA} Dinas
Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali telah disajikan secara | KKR PA [
memadal pada Catatan atas Laporan Keuangan, KKR-LRA




Rekomendasi:

B. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Berdasarkan hasil reviu, Laporan Operasional (LO) Dinas Pemajuan
Masyarakat Adat Provinsi Ball telah disajikan secara memadai pada

KKR PA /
Catatan atas Laporan Keuangan
KKR-LO
Rekomendasi:
C. NERACA

Berdasarkan hasil reviu, Meraca Dinas Pemajuan Masyarakat Adat KKR PA |
Provinsi Ball telah disajikan secara memadai pada Catatan atas Laporan CKR-NR
Keuangan MR

Rekomendasi:

: D. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Berdasarkan hasil reviu, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Dinas
Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali telah disajikan sacara KKRPA/
memadail pada Catatan atas Laporan Keuangan KKR-LPE

Rekomendasi:

- E. KETERHUBUNGAN ANTAR KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan hasil Prosedur Analitis (PA) keterhubungan antar
komponen laporan keuangan terdapat beberapa selisih perhitungan,
dengan uraian sebagal berikut;

1. Pada ujl keterhubungan antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan
Meraca ditemukan terdapat selisih antara Realisasi Belanja Modal
Peralatan dan Mesin (LRA) dan saldo penambahan Aset Tetap
Peralatan dan Mesin (Neraca), dengan uraian sebagai berikut:

KKR-PA



Jumiah
Uraian
(Rp)
1 z

[ Realizasi Belenja Modal Peraletan dan Mesin Tahun 0|

Eerjalan {LRA) |

Penambahan'|Fenurunan) '

Agat Tetap Peralatan dan Masin Tahun Baralan 4. 470,754, 210,00 |

iNerasca) ]
Aset Teiap Peralaian dan Mesin Tahun 20MM-1 442525421000 | |

[Meraca)
~ Salisih _ 41,500, 000, 00 J

Sefisih inl disebabkan adanya

Mutas| Asel antar OPD sebesar Rp171.500.000,00
Feklasifikasi ke aset lainnya sebesar Rp130.000.000,00

- Pada uji keterhubungan antara Laporan Operagional (LO) , Laporan
Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca ditemukan terdapat selisih
antara Belanja persediaan dengan beban persediaan pada
(Neraca), dengan uraian sebagai berkut:

Behan Barang can bass Tahun Berjalan [LO] [ 5,094,556, 84 7,00
Belanja Barang fan lasa Tahun Berjalan [LRA] i 5. 75,065 716,00
| Litang Betanja Barang dan Lasa Tahun Berjalan [Neraca) 13.280.383,00
UI!!LHE Belanja Barang dan lasa Tahur 20MN-1 [Meraca) 12,223 47200
Behan Harang dan lasa Dibavar Dimuka Tahun Beralan
_{Neraca)
Beban Baranyg dan Jasa Dibayar Dimuka Tahun 20MN-1
{Meracal .
Farsediaan Barang Tahwn Barjalan {Navaca) GRI.255. 100,00 |
| Persediaan Barang Tahun 20MN-1 (Meraca GES 114 E20,00 ||
_ B TI5.00000 |

Selisth ini disebabkan Adanya koreksi pencatatan tahun lalu (koreksi ekuitas
persediaan dan beban dibayar dimuka ) baik bertambah maupun barkurang
| (Koreksi Ekuitas Persediaan - Koreksi Saldo Awal Persadiaan)

Rekomendasi:

- Memastikan kembali pencatatan/penyajian atas saldo akun-akun dalam
Lampiran/Dokumean pandukungnya

2. PENYAJIAN INFORMAS| KEUANGAN LAINNYA

| Berdasarkan hasil reviu penyajian informasi dalam Catatan atas Laporan
Keuangan, terdapat hal yang periu mendapat pencermatan, yaitu sebagai




barikut: ‘

- Agar pada landasan hukum panyusunan laporan keuangan pemerintah
daerah ditambahkan Peraturan Gubemur Bali Nomor 40 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Gubemur Bali Nomor 16 Tahun 2022
lentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, |

Rekomendasi:

Melakukan penambahan landasan hukum pada penyajian informasi dalam Catatan atas
Laporan Keuangan (CaLK)

KoreksilPerbaikan yang Belum Dilakukan/Tidak Disstujui

Berdasarkan pembahasan atas catatan-catatan yang ditemukan dalam Reviu atas laporan
| Keuangan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Ball Tahun Anggaran 2024,
koreksiiperbaikan yang direkomendasikan telah disetujui.

Demikian Catatan Hasll Reviu atas Laporan Keuangan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
| Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 kami sampaikan,
Bali, 13 Fabruar 2025

.;. Pamjuan Masyarakat = An. Inspektur Daerah Provinsi Bali
" Inspekiur Pembantu Wilayah Il

Adiyasa
MIP. 19740820 199311 1 002




PEMERINTAH PROVINSI BALI

DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT

PENGURANGAN DAN PENAMBAHAN NON BELANJA MODAL ASET TETAP

TAHUN ANGGARAN 2024

Mo

Akun

Namal Jenis Barang

Saldo awal Audited

Miutasi

Bertambah

Barkurang
-

Saldo akhir

Heterangan
{Homor dan tanggal berita acara)
e

13

1.3.4

1.3.2

Azet Tetap

Tanah

|Peralatan dan Mesin

a——

15.841.742,316,20

B.018.088.525,00

4.420.254.210,00

E71.200.000

871.200.000,00

871.200.000,00

G12.950.000,00

171.500.0:0:0, 000

171.500.000,00

1.001.200.000

871.200.000,00

871.200.000,00

G12.950.000,00

130.0:0:0, 000,00

15.'941.?13.375.143]-

8.018.088,625,00

4.470.754.210,00

Berita Acara Rekiasifikasi Nomor
B.23.000.2 3. ZN0T0SET/DPMA tanggal 1 Maret 2024
sebesar RpB71.200.000 00 merupakan reklasifikas! dan asel
lainnya ke aset tetap fanah

Eerta Acara Serah Terma Momos

B.23.000.2 3 2540/5ETIDPMA fanggal 5 Maret 2024 sebesar
Rp&71.200.000.00 merupakan mutasi antar perangkal dacrah
{mutasi keluar) tanah

Hedila Acara Serah Terima Momor
B.31.000.2 2. 2/5851/PEBMIVBPEAD tanggal 12 Seplember
2024 senital RpS12.950.000,00 fentang mutasi masuk asat
tanah

Berita Acara Reklasifikasi Nomor

B.ZT.000.2.3 26395/ SET/DPMA tanggal 1 Okiober 2024
seniai RpG&12 850 000,00 lentang reklasifikasi aset tanah ke
ase] ennya (Asel tetap yang tidak digunakan dalam
operasspnal pemennah)

Hgrfla Acara Serah Terima Nomaor

B.44 028BI63RT/HE UMPRD tanggal 7 Februari 2024 sendgai
Rp171.500.000,00 tentang mutasi masuk aset (mutasi antar
perangkal dasrah) DK 1633 E




133

Gedung dan Bangunan

T.923.652.691,20

Berta Acara Reklasifikazl Nomor

150,000 000,06 B.23.000.2 3, 2/803/SET/DFMA Tanggal 4 Mare! 2024 senilai
' Fip130.000.000,00 tentang reklasifikasi asel peralatan dan
mizsin ke aset lainnya

T.021.653.601,20

Bali, 31 Desember 2024

/Jﬂ/aht Dinas, PW]H&H Masyarakat Adat
ﬁﬂ&il‘lh it

!

- Penttira Uthma I'-'Iaﬁara ( IWd}
NIP. 19680613 199403 1 012
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PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEMAJUAN MASY ARAKAT ADAT

REKARITULASI ASET TETAP
TAHUN ANGGARAN 2024
Rakaning Uralan Saldo Awal 2024 - Mustast Saldo akhir 2024 Ratsrangan
Becambah | Berkwring (Memer dan tanggal beriteecars) |
1.3 |ASET TETAP 11.924 604.882,20 BTZETRAZ4,00 |  1,744.150.000,00 11.413.034.006, 20
1.3 TaMAH 8.018,008,625,00 1,484, F500000, 00 A.484. 150,008 00 BLOT3.0BE. 24,00
Barita Scars Reklssificas Momor
871.200L000.00 B.23.000. 23 2 0TSETAOPME, tanggal 1 Maral 2024
sebesar RpET 1,200 D0, 00 merupakan reklasiflasi dari
asE lainnya ke asst belap tanah
Bariia Aoara Seeah Tenma Momor
& 23,0002 5 2B4ANEET/DFMA anggal 5 Maned 2034
BT 200 000,00
aefbsar RpBAT1_200.000,00 manapakan mubisi antar
_perangkal dasrah {malas keduad tansat
Berita Acara Seeah Terima Nomor
612 .850.000,00 B.31,000.2. 3 2I5851/PEAMDEMCAD larggal 12 Saptamiar
2024 sanilai RpS12 . 6300000,00 fentang mudasi madih s
— fwnah =~ 00
Berils Acara Reklasi&as| Homior
BLET. 000 2.3 2E8IEE TIDFMA (anggal 1 Oklobsr 2024
312 850.000,00 senilal RpG12. 9500000, 00 lanlany rehlasifikasi azsl tenah
ke @sad lainnya (Asel elap yang tidak digurakan dakm
_ oparasional pamenntsh)
1.3.2 |Poralstan dan Mozin A 420, 284.210.00 AT 500, 000, D0 130.000.000,00 & 470,754, 210,00
Barils Avara Sesah Temma Nomaor
171,500,000 00 B e, 02 LSS VR TIE. LMPRO tanggal 7 Fobrussi 2084
eanial Fop1 71,500, 000000 teriBng mulssi masuk aset
{muias antar perangkal daerah) DK 1633 E




Dearil Aocara Rekins B Mamics
B.23000.7 3 2B0VSETIDFMA Tanggal 4 Mared 2024

bt i sendai Rl 30.000_000,00 tertang reklasifikas! asel
parataian dan mesn ke aset Einmye
133 |Gedung dan Bangunan 7.923.653.681,20 . . 7.823.661.651,20
134 |Jalan, Irgasl, dan Jaringan 23.325,009,00 - . 23.326.000,00
136 [Aset Tetap Lainnya . .
136 | Konstruks| Dalam Pengerjaan : :
137 |Akumaiesi Pomyusutan ReBiTigiite |  e8N70BTE0|  136.00000008| 803273752000
511 870875, 00 Laperan Panyusuian Asel Tetap per 31 Desember 2024
Barila Acara Serah Terims Nomar
171 500.000.00 B 44 CE UGS VRTE UMPRO langgal T Febnuad 2024
: ’ =aniial Fp1 7 1.500.000,00 ientang medasi masuk aset
imerasi anter perargikal depnah) OK 1633 E
Banla fcera Roklasdkasi Momor
130.000.000,00 E.23.000,2.3 20ArSETIDRFMS, Tanggal 4 Mared 2024

wanilai Fp 1 J0000N G0, 00 dendang nebiasifikcas: sost
IEB5AN dam mees B a lainnya




FEMERINTAH PROVING BAL)

CHHAS PEMAJLIAN BASYARAKAT ADAT
REMAPTULASI ASET ILAINNY A
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LR [T e ey e pp—
T el L 8 BT 45T 830 T2 w0 e LB 550 £on LR 187 3 £
ErTL PR~ REET TSN | PAZEDB | LEed bmicee LIS T S
e . = = TR Bari Arars Sersh Tavima Homar B20,000.2 3. S0/ TFMA farggal & Muret
IO nsmnar R 130 0000 (04, (83 Borimag Bakina ks Aot Frban Porsintan dan
WL G Asel B BerakLuarg
= e g,
Sarmt Kspurissan Wo 8.9 100002 AT/ F, B0y BRIA [ Ren il % Kevernber 2004
Yarllng Penghazisan BRID Fazak Brratfheng rebecy Apd 30 000.60,00
[FEmm mr | Tk g Tt T P Dpmraacn i ERE T C | EEEEE| BT |Girita Acses Serah Terima Nomor 805 00011 3/ 1070/SET/DFMAA tanggal 1 daret
PR3 sebeian Apd 71 30000000 {eTTieng Al Mo Assl Laisry ke Aden Telas
Twazh ) a1 (L0 S —
o Womae | R Barita Acara Serah Terima Rimor 0.27.000,2.1. 1/ FEH/SE T/ WA targel | Cittcber]
D03 debamar Rl 550000000 tertang Rekinriion) dost Terap Taras e dosl
- i [ L EE— —
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DINAS FEMAJUAN MASYARAKAT ADAT

DAFTAR KEWAIRAN -
01 Januar 2034 - 31 Dasember 2004
| FORENRI GALDOATAL | GARDOAYWAL 1 MUTASITAHUNGORE
REKENING URAIAN FALDD AWAL BERTAMEAH | BERKURANG | BETELAH KOREKSE! BERTAMEAH
2 a4 [ ] T
1aE 0 TE 481 Bia N o 148 075 41014 AF1AT1_1TH
mu.m.nql E - mmml 71471470
ATE 11,004 . - T1AT1ATY TLATLA
4533154_;:' ] . AB3 757 542 A58 190. 766, 457757 2 [
0 344 BFT E 5 A raa &77 BLES0 (67 9,244 877 BEG0.057
Lhsng Batang luan Jamican Koaahstan ) |
2 1.06 &4.01.0017 ey i N PNS B 244 077 0344 577 B &S0 AET 8.4 BT7 BEGIOET
21068507 Liang Belang Tameahen Pesghasisn ASH 484 012 pea) . - A% V2 a0 340 80 TR AL 017 BES 340 S0 738
Litarng Betanp Tameahan Pasghssisny
2.1.08,01,02 0001 D artan oo n KarR A5N-Tasbatan 217 020857 - - T AT F12.048. 927 217928 457 22 0aE 57
| Pangrasian berdazarknn Baban Kara PHS
Ulerg Bslanja Tambahin Pesghasian
2,106 01,02 2005 Bislaairtnn Knfdis Karjs S5M-Tembahan 43,92 501 - - 41 m.mr 43, 854300 439240 901 42864 300
FPaenghaaian bercihsarknn Kosdisl Kega PrS
Litang Eslanjs Tambahan Panghasing
2108 01 03 o bardpaakan Prectas Hena A5H-Tambatan THZ Eh4. 20T . ' 182 4k 207 Eul =R R 182 154 307 LEFT 511
Penghasian becdasarkan Prestast Herja PHE
Z1000z |itang Belania Bacerg dan Jesa {2733 472 4 3 12.223.472 13.280 183 {Z330412 [EF ;:i|
21080200 Limng Belanjs Semey : 3 i - | ¥ :
2108 0000 Litang Belunjn lwas 12338 472 . 15978 4T3 1,1.nn.hu| 13 534 473 1% 08 5E1)
2 4.03 012001058 itang Belasja Jasa FKamor-Taghas Takpas TH1.850 p E 717.850 747 BE0 TH7.850 717.650]
21.08.02.02.0080 Utang Beasja Jasa Hantos-Taghan & L 4 i L ! B -




2.1 06,02 02 1061

stan Scail yang Cebactub Bergasatkan
Femtumn Ferundang: Usdangan

l.hniﬂ-ﬂnj hnh'rhﬂ'l‘lﬂh-Lﬂil 11805522 11.50%. 12882 435 11,805 522 12562 433
(10668  [UNamg Belanjs Hituh 143 500 000 000/ 148 609,003, 007 - 148600 000 000 :
Leanp Belanja Hisah sepada Badan,
2.1.86.05.00 Lemibasga, Crgean e Kempsyaraialan yang 1465 500 GO0 500 haE 800 000 000 | -] a8 SO0 000 200 -
Bertadan Hubum Indonesia
LRang EﬂnhHth“Hl._:lﬂBm
24pa0so6 o0y | Lembags yang Bartst Hidate, Sulcarsls 18 500 000 000 448 500.000.000 . 145 500 000,000 ]

2.1.06.05 06, 02

Litang Belanis Mitah Barang kepaca Badan

2700 08 O 0o

Lieng Balanjs Hibah Jasa iapade Beasan den
Lambmgs yang Bamile Hitahs Suksrels dan
Srnaigl yang Dibesbuk Berdazakan FParaturan

Ferundarg-Undangan

00505, 000

LHang Belanja Hibah Llsng kepada Bssan
lem.ﬂmﬁhm
yang Talah Mamriki Sural Kiemngan

L

Z9.05.05.05. 0005

Litang Belanda Hibah Barang kepoda Badan
dan Lemtaga Miraba, Sulnrea dan Sosial
yang Teluh Mamiliki Eural Ketirengse
Taniaftar

2.1.08 05,05 000E

Litnrg Belaria Hibah Assa kepena Badan
Lamkdags Mirska, Subans dan Souial yaeg
Telsh Mermiiil Sumal Kpisrangss Terdafar

12.1.00.09.05.0007

Ltang Belnnya hat Unng kepada Badan
dan Lembaga Kinaba, Sukarel Berslal
Benkil ikl

2,1.06.%4, 05 0008

Utang Belasa Hbek Bating bepsde Baian
=an Lembaga Kaisca, Sukameis Damin
Sosial Kamasyamkatnn

2.1.06.05. 050000

Utang Selang Hibah Jeks kipods Badeh dah
Lemiaga hilsta, Sukarel Beradat Soid
LU L]

2.1.08 050500710

Ueang Basrga Hibah Uang kepada Kopscasi




2.1 0805050311

W“Eﬂwm

Z4.05.0505.0012

!LHIH: Belania Hibah Josa kepado Foperas

2 708 05.08

Liimng Baslanj Bsisnjs Hitah Dama RS

12.1.06 05.05.0001

Uinneg Bianjas Hitah Lang Dena BOS yarg
Diterima cleh Eaidicdas Negeri

2 1.0 52 06 2003

Litareg Ersdajs Hibah Uang Dara BOS yang
Crlerma cleh Sabdindss Sewein

21,006, V5. 06 D003

Utang Belanis Mibah Lsng Dora, BOS yang
Dilerima olehy Batdiimen Bwasia

.1 06,05 G6 D004

Wtang Salanjn Hibes Uang Dune B35 yang
Ditnrira olei Saddikess Swwris

2.1 80,05 87

LEang Befana Hebat Bastuan Essangan
wapada Farm Polfk

2 1.05.06.07.0007

LKang Beiani Hisah banips Santuan
Kaumrgan kecada Paris Pobiis




[INAS PEMAILAN MASTARASAT ADAT Largiran I
DAFTAS JENIS SALDD AWAL PERSEDLAAN BARAMG
PER 1 JANLIARI 2014
KODE REKEMING Liviiaf Dpis PP, Dpuasgan A s ind
Pengurs Barang
010112 Fereadisan 95 154.820,00 A5, 114, 520,50
Liizm | Barang Fakal Habia B85 114.K20,00 965,114, £20,00)
1.1.1201.01 |Baban S AL 10000 B, 1000
L1120L0.0001 1&-“-1“ Eangunan dan Eonsiruts
1142010003 |Bakan Simia
LLL201010008  [Bakan Bakar din Pelumas o 5 100,00 574 A3 10,050
11,8204 0d DOES |Eﬂl‘ﬂn Hak
11,3200 0 0006 |B-1I1I-I1 Kimia Kedcir
11120000087  |Barang Dalam Froses
102301 o Gl |H|1a1,l'ﬂu:.i.| Tanaman
LLIAOLOR A i Tabung Pemadam Kebakaran
L0 A il Talaaiyg Gad
LA 10000l | Aahae /Bibn Ten s /Sikit lan
L.1.17.0808 003 ‘Bahas Lannya
11120800 L’ul\:u Cadang -
5.112.00.00.0001 Supbap Cadang Alit Angeutas
111101010002 Subox Codlang Alst Benar
111301080003 Suboa Cadlang Alat Kedokiean
111301 07 000 Sl Cadang Alst Labpranaiium
(112201 030005 |Sokea Cadang Alat Pemancan
Sulcy Cagang Alet io dam
11,0301 60 006 Enmurikas
111350 03 0057 Subku Cadang Ala Pertanian
11130000 000 Suku Cadang Alat Bengeel
113280000040  |Persediaan darl Belinjs Bantuas Sesial
151000000001 |Subu Cadeng Lamnya
13120004 AlatfBatian Unboak Kegistan Eanlp 10,291, T20.04 L0L29E. T
LA 1.0503.0000 Alat Tuls Basind 1 649,020,040 16 {1 Hy 00
1.1.12.00.03.0003 Kartan dit Lireis 1LABN00000 1 150 D0, Tl
§1.12.0008.0003  |Bahan Cabak
L1 AL01 00004 lﬂlﬂt Fuos 200, 00 2 000 R [
Persedimin Qukumen/adminisiras
11102010860 Tander
11 5201 03 000 Rafan Sompules 34325 HN 3425 000,00
1135 04 0% 0007 Pesancs Laniii l.-EE'E.'."D},:i}[ L.EG6. TO0, 00
11.12 .03 08 Aal Lk
14330003 0009 Palpsghagan Dinas
14.13.51 03 0010 Eaporlaj dan Pafanghapan Satey
133380030011 |Pedenghapan Pendukang Dlahraga
10130000012 Suwerir/Cenders Maln
Bt ahan wnhde Eagatan Kantor
L1100 Lainiga 1. 5t 00, 00 1.802.080,00
1L11x0Lm Craa b -Dig Lan J
1.1 5301 O (D01 Ohet




11720000007 pDiat-chatan Lainnya

10,13 0405 Pariediasn uriuk Dl Taerahkan
Persadaan urnuk Dijual G b
LL1OLCA  |Wepada Basyaraan
Persadiaen mlmm
LLI2ONES 0002 |Leinye
Persediaan umbik Tiguan
. 1. 13006 0% SrntegivBaijaga-lags
Persedizan Lintuk Tiguan
L1100 L0t Stralapis/Banags-lags
Pessediman Lintuk Tejuas
1.1.12.04.06.0002 Strate gls/S=riap-lags LEnnya
1.11%0147 Matura den Palcan
1147 03070000 Hatura
LLELDLA Qe Falan
1, 110307 0003 Manura dan Padkan Lalnesya
L1t 000E Fersadsan Fenslitian
11 82 04080001 FErsEdaan Fenslitian Boing
1.1 8204 08 o Faredain Feneditian Biolog Lainoye
LLAEMLORGO0] |[Persediain Panolitian Teknalogl
LLEZ0LOEMM  |Penediasn Penslilion Lidnimge
1,132 0.0 Pemedaan dalam Froes
1. 1AZ 00 0% 5303 Pagedain Dalam Prases
1.1 0 0,0 003 Pariied aan Dafam Proses Lannya
11,3202 Barang Tak Habss Paxal
1130801 i pinen

1132 05.03.0001

Fomponen Jembatan Dajs

110205 101,050

Emponen Jembatan Pratecan

1.1 9207.01.0003 Eomponen Feralatan

1T 1202 0], Do Emmporaen Eamba-Sambua
LEJZO200.000  pAimachirent
LEAZOZ0LDOH | Komporsn Laiteya
11120202 Fipa

1132 03 00001 Fipa Alr Bed Tussg (OC1

114207 0T o1

Fipa Asbes Semen JALF]

L LI2 07.0%.0003 Fpe llaja
LLAZOE0L00M  |Fips lieton Pratekan
1 11207 0% 06005 Pips Fibe' Glids
1 11207 0F. DOGE Fipa Plastik PC (UFWC)
101202 E0T Fipa Ldnnya
1.1.1%.03 Bamey Bekas Dipakisl
1.3.120a8d Komporen Belas can P Bekas
L.1.12.23 B4 Kamponen Bekas
L1220 01 NEE |Figa Bk

Fomponen Bekas an fipa Bekas
1.1.12.08 01 00ca Lanms




DA PERGAILI &N AR ARAKAT ADRT
DATAR BT T R PERSCIGAAR RAALNG
SRANIDE TAHUM 3624
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DIMAS PERMAILAN MASYARAKAT ADAT
DAFTAR JENIS SALDD AKHIR PERSEDIAAN BARANG
PERIDNDE TAHLURN 20Z4

B STOCK
KODE REKENING UEALLN DATA PP, KELANGAN :ﬂm SELISH
BARANG

(i) Nei B Persediaan E57.255.100,00| SEP.255. 100,00
111m Barang Pakal Habis BEI.I55.100,00|  &EE.2S5, 100,00
Linnplot Bahan 675.413.100,00  675.412.100,00
11,1200 00. 0000 Bahan Banguman dam Kansiruksl - .
L1,13.00. 08,0002 Bahan Kimia - £
1.1.12,01.01.0004 Bahan Balar dan Pelurra: GTL A1 L0000 ETSA13, 100,00
1.1.12.01.01.0005 Sahan Bl - -
1.1.12:01.01. 0006 Bahan Kimia Kuklir

1.1.1201.010007 ]am.n,gnm Froses 3 i
1.1.12.01.01.0008 iEﬂl‘mn.l'Erhll: Taraman . =
111201 01 0009 |5t Tabung Pemadam Eebalaran a

111201010010 |Il-i Tabung Gas

LL1Z0L0L0011 |B-ahal'|.||'ﬂntll1‘ Ternak/Hibit lkas - -
LL12D00.001T Iﬂihiﬂ Lalnmya L, .
LL1%00.02 Sulku Cadang - -
L1.12.00.02.0000 Suikoy Codang Alat Angkutan -
1.1.12.04.02.0002 Sy Cadang Alat Besar s =
1.1,12.01.02.0003 i Cadang Alsl Kedoktersn - P
1.1.12.01.,02.5004 Sukw Cadang Alat Laboratarium -

L.1.12/01.02 0005 Sukw Cadang Alat Pemancas - -

Suku Cadang Alat Madio dan

1.1.12.01 02 5306 Komurnitiasi - -
e e e B Suku Cadeng fat Pertanlan s

11170107 DOOR {Suku Cadang Mat Bergkel - %
L1204 02000 Persedisen dari Gelanj Bantusn Sosial .
JLL12.00.02.0008 Suiog Cadarg Laannya :
11.12.01403 Alat/Batan Unfuik Kegiatan Kantor LE_FRLLIREE b.E42.000,00
1.1,12.01.03.0081 Alat Tulls Kantor 375.000,00 570.000,00
1.1.12.01 030062 {kertas dan Cover 1818 (00,00 LB 180040, 00
1.1.171.0103.0003 Iﬂ-lﬂim Cietak - -
111000000004 Denda Pos

Persedizan Dokumien/A&dministrasi

LR 00 08000 Tender :

L1 1200090005 Bahkan Komputer A, 180,000, 00 4,180, 000,00
L1.12.00.r3.0007 Perahot Kartar Z75.040,00 275.000,00




11100 D3 000e Alaf Listrik = -
003 0. 0. OO Parlengkapan Binas - -
LB A0E 03,0010 Kaporiap dan Perlengkapan Satwa - -
1.0.13.00.09.0001 Perlengkapan Fendiuioang Dlahrags - -
L0000, 0002 Suvenin/Cerdera Mata - -
Algt/Bzhan exvbuk KEagatan Kanior
(e E2.00 09,0003 Lairerya 190, 000, 00 IBU.EDJ_.EH]E
S T Obai-obaian H -
1k Ok, OO Obaa
1.4, 42.04.04. 0003 Obat-obannm Lanny s - -
L.1.12.00.08 Persediaan untuk Dijual/Diserahkan a
Persediaan untuk Dijaal/Diserahkan
1.1.12.01.05. 001 Kepada Masyarakat .
Persediaan Bntuk GiuallDiserahikan
1.1.12.01.05,0002 Lainnya - -
Fersediaan wntuk Tujuan
1.1.1201.06 straiegls/Rerjaga-Jaga . 4
Persediaan Unituk Tujuan
L1, 12.01.06.0001 SiraiegissBerjaga-laga - -
Pergediaan Untuk Tupgisn
111201 06 G003 Strategis/Berjaga-daga Lainnya a
11120107 [Matura dam Paian B ]
111 0LO7.0001 Matura .
1.1 13 O DT 0000 Pakan - -
L3 12.00.07. 0003 Natura dam Pakan Lainnya - -
1.1.32.04.08 Persediaan Penelitian
1.1.12.01.08.0001 Persadiaan Penelitisn Diolsgi - -
1.1.12.01.08.0002 Persadiaan Penilitian Biolog Lainnys - -
1.1.12.01.06.,0003 Persedinan Penelitian Tekndalogi - ]

1.1.12.01 080004

Fersediaan Penelitian Lainnya

1iizoiioa Pergediaan dalam Proses .

111200 090001 |Ferseciaan Dalam Proses . i
i O s Persediaan Dalam Proses Lalnmya &
Luarar Baramg Tak Habis Pakai - #
1.1.12.02.04 Epirpenen .
113202 01,0001 Eamgponen fembatan Baja

1.1.12.02.01.0002

Enmponen lembatan Pratekas

111202010003

Kampanen Peratatan

LA 1208.01.0004

Kampanen Rambu-Rambu

1112000005

Artachment

11120201006

Kampanen Lainnya




Liizozo: [Fipa
L1120 0 Q] Fipa Air Besl Tuang (DCI)
1112300 0 G007 Pipa Asbes Semen [ACP)
111200, 00,0003 Pipa Baja
1.1.12/02.02.0004 Figa Beton Pratekan
L1.12.0: .03 0005 Fipa Fiber Glass
1.1.13 03 0F D006 Pipa Plastik PYE [UPYC)
111308080007 {Fipa Lennya
111203 Barang Bekas Dipakal
L3 12,058,008 Komiponen Bokas dan PMga Bakes
1.1.12.03.01.0001 Eampanen Dekas
1.1.1203.01.0002 Pipa Bakas

Komponen Bokas dan Fipa Dekas
1113.03.00.0003 Lainsnea




PEMERINTAH PROVINS| BALI
DINAS PEMAJLIAN DESA ADAT

RINGKASAN BELANJA DENGAN PENDEKATAM HAS
FER 3 DESEMBER 2024

LAMPIRAN IV

£P20 Contra Fost [CF) SISA
i LS Gaji LS Barjas UPIGUMTU g LS Gaji LS Barjas UPIGLITU SRR DANA
1 2 3 4 5 5 T [ 9 =1+ 305-6-7 10=4-5-8
Januan 673.760.620,00 0.00|  50.000.000.00 12.223 472,00 0,00 0.00 0,00] 685 984.092,00 T7.776.526.00
Pebruari B04.558.111,00 148 480 307 456,00 0,00 52143473 202.082,00 0,00 0,00] 140,832 792 046,00 15,633 045.00
Maret B10.458 623,00 433.306.181,00 74,366 851 73021268 0,00 0,00 0,00} 150,843,658 409,00 16,978.731,00
April 1.208.053.810.00 15 611.738.900,00 73,021 269 52 426601 0.00 0,00 0,00 167.623.785.009,00 37.574.308.00
|Mei 594 258 533,00 521,906 455,00 52435891 74,5688 578 0,00 0,60 0.00 168.014 637 524,00 15.311.482.00
Juni 1181831 443,00 51,240,845 945 00 74,688 518 8713177 0.00 0,00 0,00 251.504.447_704,00 22,868 228 00
Jull 607104 270,00 68 398 557 120,00 87,1317 43777233 B.00 0.00 0.00 317,553 636 327,00 48,222 T67.00
Agiestus 534,290 818,00 BE.A18 415 375,00 43.777 233 67,105,754 0.00 0,00 0.00 JET 033 538.174,00 22 B34.245.00
Soptomber 534,674 350,00 54 837.620.275,00 £7.105 754 7188050 0,00 0.00 0.00 442,537 677.929,00 18.114.810.00
| Oktober 594 095.580,00 2064 140 275,00 71,886 0@ B 643, 160,00 0,00 000 0.00 453 485 756 974,00 20,356 820,00
Nopember $121028.208,00 111.260.113.275.00) 247 74533500 178102158 00 0.00 6,00 0.00 575.515.000.702,60 50.000.000.00
Desember | &7.167.511.050,00 §13.785.578,00(  176.355.034,00 264 B78.034 00 0,00 0.00]  3.477.000.00 B23.561,179.364,00 -
55.044.526.956,00 567.479.878.854,00 | 1.040.502 648,00 1.037.025.646,00 | 202.062,00 -1 aarr.0ec0 3.698.468.714.26500 | 383.731.071.00
Ball a1 D-q:m’ﬁhg 2024
_ has-Femajuan Masyarakat Adal




Dinas Pemajuan Masyarakat Adat

Larngiran ¥
Pendapatan Ditarima Dimuka
Far 31 Desember 2024
PEMDAPATAN
MILAI PER | JUMLAH PENDAPATAN LD |
NAMA PENYEWA/ TANGGAL MASA PERIODE NILAITOTALL i HARI di TAHUN 2024 o

Mo, | Urakan URALAK LOKAS DIMUKA TAHUN

PERUSAHAAN PERJANJIAN |  BERLAKU [Re) iRp] 2024 (Rp) 2024 (Rp)

MULAI | BERAKHIR
NIHIL —
Dings-Pemaj kal Adal
¥ Bl

.". ..n."um-“.'..' Ch i

L]l TR e Pl B
& Plaeribihe Wtams Madya (IVid)
HIP 960613 195403 1012




Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
Beban Dibayar Dimuka Lampiran VI
Per 31 Desember 2024

Yang Telah Dibebankan
Tgl Perjanjian o Dibebankan | Saldo Awal | Semester |
- Mo. dan Tgl. Masa  |Belanja Dibayar Baban par Hari | s.d. ..... (Harf) Biban 2024 (Hari) Bl Beban Dibayar
Mo | Uraian Berlaku Dimuka ; Dimuka
Kontrak (Rp) Dibayar Tahun 2024

. {Hari) (Rp) 31 Desember 2024
Mulai | Berakhir 322024 Dimuka 311212024

1 2 3 4 5 [ 7 B=7:6 9 10 11 12=11x8 | 13=7-(8"9)-12

NIHIL

Bl A Peserber 2024
I Dinas Pemajuan Masyarakat Adat

¢ Pembifia Utama Madya (Ivid)
MIP. 19580613 198403 1 012




PENDAPATAN HIBAH-LO (BASIE AKRLIAL]

Per 31 Desembsr 2024
Ay
FErsapauE eri SiRad Féurwa flap: Urman Hbsh Wgrg 308 e p0e
B i ‘Harna Fyraisri Hibsh iz B&ST Twggam dsn 1 =
PorsdaanT s Fawadie W | TS TRE Py wp].
E |

T L] L]

Crirms Perojusa s bwiod del

:




Dimas Pemajuan Masyarakat Adat

[Py BOSP Lamgiran Vil
Par 31 Desemiber 2004

PENDAPATA KOREKSE
o | xammora | MAMA | womom | saLoo EE'LW*REEJ:';‘H H BOSP ““m""“m“'f SALDO | PENGEMBALIAN | BELANJA BOSP | BELANJA BOSP | BELANJA DARI | S1SA DAMA | SISA DANA BOSP
SEKOLAH | REKEMING | AWAL it KIMERJ& ) AUDITED BELAN.IA, 2024 KINERJA 2024 | REGULER 2024 | B1S5A BOSP 2013 | BOGP 1024 |REKENIMNG KORAN

2024 2023
NIHIL
akat Adat

b J g .'_. oLl B P,
a Mattya (Vi)
185403 1 2




REALISAS| BELANJA HIBEAH TAHUN 2024

DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT Lampimersl
SATUAN KERJA
MO PERUNTUK TGL. TGL. | NILAI JENIS HIBAH TEL. PEMINJAMAN
URUT HHIE;*;EFGTHTLE ALAMAT AN HD 5K 8K NPHD OPA 8pI0 BARANG PEMDA KETERANGAN
BARANG UANG | HO REKENING TANGGAL LPJ
1 2 3 A 5 % B ) 0 ) 12 13 14 15 16

NIHIL




PEMERINTAH PROVINS] BALI
DCINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPA| DENGAN TAHUN ANGGARAN

DAN MANGGARKAN KEMBALI TAHUN ANGGARAN BERIKUTHYA

Lampiran X

Dalam Rupiah
Jurmlah Akurmilasi Realizsas] Jumilsh yang dianggarkan dalam
Kode Kegiatan Mama Kegiatan Realisasi Tahun ke n-2 Tahun ke n-1 Tahun ke n Pt i APBD Tahin berikulnya

NIHIL




LAMPIRAN X1

PEMERINTAH PROVINSI BALI

DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
DAFTAR ASET YANG PENGERJAANNYA TAHUN JAMAK
PER 31 DESEMBER 2024

(Bangunan, Jalan, Jembatan, dan Aset lainnya)

HO Nama Aset Nilai (Rp.}) |% Fisik Realisasi Keterangan )*
Keua

NIHIL

Keterangan :
¥* Nama Lokasi, Ketarangan, Alamat Lokasi,
Tahum dirnulai, dil,




LAMPIRAN Xl

PEMERINTAH PROVINSI BALI

DINAS FEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
DAFTAR ASET YANG DIKERJASAMAKAN

FER 31 DESEMBER 2024

Gertifikat | Sertifikat

NIHIL

in Madya (1vid) :
MIP 19680513 199403 1 12
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